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BABI 

PENDAIIULUAN 

A. LA TAR BELAKANG PERMASALAIIAN 

Negara hukum kesejahteraan atau yang sering juga disebut negara 

hukum materiil atau negara kesejahteraan (welfare state) adalah negara, 

dimana pemerintah tidak hanya bertanggung jawab terhadap pemetiharaan 

ketertiban dan ketentraman masyarak:at, akan tetapi juga bertanggung 

jawab atas kesejahteraan rnasyarakat dan tidak satupun aspek kehidupan 

masyarakat yang Jepas dari campur tangan pemerintah.1 

Ajaran negara kesejahteraan merupakan bentuk konkrit dari 

peralihan prinsip staatsonthouding yang menghendaki peran negara dan 

pemerintah terlibat aktif dalam kehldupan ekonomi dan sosial masyarakat 

sebagai langkah awal untuk mewujudkan kesejahteraan umum di:samping 

menjaga ketertiban dan keamanan. 2 

Negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan modem sesuai 

dengan Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, 

tennasuk pembahan-pembahannya (selanjutnya dalam tesis ini disebut 

"UUD 1945") setidaknya merniliki empat fungsi pokok:3 

1. Protectionalfunction, negara wajib melindungi seluruh tumpah darah 

dan tanah air . 

2. welfare function, negara wajib rnensejahterakan bangsa. 

1 Ujang Bahar, Wewenang Pemerinta!J Daerah Terhadap Pinjaman Yang Sumber 
Dananya Berasal Dan· Luor Negeri, JumaJ Hukum Bisnis (Volume 26 Nomor 4 Tahun 2007), 
hlm. 53. 

2 Ridwaa,Hu,.,·um Administrasi Negara, (Yogyakarta: Ull Press, 2002), him. 14. 
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3, Educational fimctr:on, negara wajib mencerdaskan kehidupan bangsa. 

4. Peacefulness function, negara wajib menciptakan perdamaian dalam 

kehidupan bemegara dan bermasyarakat, baik ke dalam maupun 

keluar. 

Pelaksanaan fungsi mensejahterakan rakyat tersebut diwujudkan 

dalam bentuk pelaksanaan pembangunan. Indonesia dari awal 

kemerdekaan sarnpai saat ini tidak putus~putusnya melaksanakan 

pembangunan, sekalipuu belum mencapai hasil yang diinginkan. 

Sebagai suatu negara yang sedang rnembangun atau yang sedang 

mengalami perubahan menuju kesejahteraan guna mewujudkan cita­

citanya maka penman hukmn dalarn pembangunan adalah menjamin 

bahwa perubahan itu teljadi dengun teratur. Baik perubahan maupun 

ketertibl!ll merupakan tujuan kembar dari masyarakat yang sedang 

membangun, maka hukum menjadi alat yang tidak dapat diabaikan dalam 

proses pembangunan. 4 

Oleh karena itu, hukum memegang peranan yang penting bagian 

1m sukses atau tidaknya pembangunan. Selanjutnya, Mochtar 

Kusumaatmadja rnengatakan: 

!iHukum merupakan sarana pembaruan masyarakat didasarkan pada 
anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha 
pembangunan atau pembaruan itu merupakan suatu yang diinginkan atau 
babkan dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam 
konsepsi hukum sebagai sarana pembangunan ada1ah bahwa huk:um 
dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi scbagai 
alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti menyalur arah 
kegiatan rnanusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan atau 
pembaruan. Kedua fungsi tersebut tadi diharapkan dapat dilakukan oleh 
hukum disamping fungslnya yang tradisonal yakni menjamin adanya 
kepastian ketertihan". 5 

4 Mochtar Kusumaatmadja, "Konsep-K.oosep Hukum Dalam Pembangunan'', 
(Bandung:Alutn.ni, 2002), him. 29. 

5" Ibid., hlm. 88. 
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Peranan hukum dalam proses pembangunan nasional jelas 

mempunyai arti yang strategis bagi sasaran pernbangunan. Dengan 

demikian, diharapkan adanya kepastian hukum dan ketertiban hukum. Hal 

tersebut sangat diperlukan dalam usaba menyukseskan pembangunan 

menuju masyarakat yang adiJ dan makmur. 

Menurut Friedman, ada 3 fungsi sistem hukum, yairu: 6 

1, Sistem Kontrol Sosial 

2. Penyelesaian Sengketa (Dispute settlement) 

3, Fungsi rcdistribusi (redistributive jUnction} atau fungsi rekayasa 

sosial (social engineering JUnction} Ini mengarah pada 

penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang 

berencana yang ditentukan dari atas yaitu, oleh pemerintah. 

Menurut C. Westrate yang dikutip oleh Soeljono dan Purnadi 

purbacaraka dalrun buku sendi-sendi ilmu hukum dan Tata Hukum, 

hubungan antara ekonomi dengan hukum diartikan sebagai berikut: 

"... hukum meropakan suatu kerangka, yang didalamnya 
berlangsung kehidupan ekonomi, kera.ngkanya ~ sepanjang hal itu 
berhubungan dengan kehidupan ekonomi merupakan "konstitusi 
ekonomi"~ "tertib ekonomi~~. Untuk bahagiaan besar~ hukum suatu 
bangsa (sebah tidak semua tergantung semata-mata dari hukum) 
rnenggambarkan bagaimana kehldupan ekonominya .... " 7 

Menurut Kohler pada mulanya fungsi hukum itu merupakan basil 

peradahan manusia, Pada masa sekarang (penerapan hukum dalam 

masyarakat) hukum kemudian berfungsi sebagai alat untuk menjalankan 

peradaban manusia (social control). Sedangkan peran atau fungsi hukum 

di masa mendatang adalah merupakan social engineering (mengarab.kan 

6 La'Wrence M. Friedman, Hu!.."UU11 Amerika; Sebuah Pengo.ntar (American Law: An 
Introduction}, diteijemahkan oleh Wishnu Basuki, cct I, (Jakarta: PT. Tatanusa, Juli 2001), 
him.! 1-12. 

1 Purnadi Pllfbacaraka dan Soet]ono Soekanto, Perihal Kaedah Hulaun, cet6, (Bandung: 
PT. Citro Aditya Balai, 1993), hlm.3l. 
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dan atau merencanakan) dalam mengantisipasi tingkat perkembangan dan 

perubahan peradaban manusia.8 

Sebagai sarana social engineering, hukum merupakan suatu sarana 

yang ditujukan untuk mengubah perilalruan warga-warga masyarakat. 

Sesuai dengan tujuan-tujuan yang yang telah ditetapkan sebelumnya. Salah 

satu masalah yang dihadapi di dalarn bidang i.ni adalah, apabila terjadi apa 

yang dinamakan oleh Gunawan Myrdal sebagai soft development dimana 

hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan, temyata tidak 

efektif. 

Gejala-gejala semacam itu akan timbul, apabila ada faktor-faktor 

tertentu yang menjadi halangan. Faktor-fuktor tersebut dapat berasal dari 

pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan (justittiabelen ), 

maupun golongan-golongan lain di da1am masyarakat 

Faktor-faktor itulah yang harus diidentifikasikan, oleh karena 

merupakan suatu kelemahan yang terjadi kalau hanya tujuan-tujuan yang 

dlrumuskan, tanpa mempertimbangkan sarana-sarana untuk mencapai 

tujuan-tujuan tersebut. Kalau hukum merupakan sarana yang dipilih untuk 

mencapai tujuan-tujuan tersebut, malm prosesnya tidak hanya berhenti 

pada pemillhan hukum sebagai sarana saja. 

Kecuali pengetahuan yang mantap tentang sifat-hakikat hukum, 

JUga perlu diketahui adalah l>atas-batas didalam penggunaan hukum 

sebagai sarana (untuk mengubah ataupun mengatur perilak:uan warga­

warga masyarakat). Sebab, sarana yang ada mernbatasi pencapaian tujuan, 

serlangkan tujuan menentukan sarana-sarana apakah yang tepat untuk 

dipergunakan. 

Menurut Terence Daintith, hukum sebagai instrumen kebijakkan 

ekonomi, selain harus memperhitungkan biaya dan harga yang harus 

dikeluarkan untuk melaksanakan kebijakkan ekonomi tersebut, juga harus 

memperbitungkan kepada siapa pihak yang ekan menarima kebijakkan 

tersebut. 

s Bambang Prabowo Soedarso, Hukum Lingkungan Da!am Pembangunan Berkelmifutan 
(Btmga Rampal), cet 2 (Jakarta:Cintya Press, 2008), hlm.5. 
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"The theory of regulation has undoubtedly the merit of directing 
attentlon to the cost and benefit of the regulatory rrocess and also 
the question of whose interest regulations serves". 

Pembangunan di bidang perkebunan mempunyai peran yang 

penting dan strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam 

meningkatkan kema.kmuran dan kesejahteraan rakya4 penerimaan devisa 

negara, penyediaan lapangan kerja, perolehan nllai tambah dan daya saing, 

pemenuhan komRltnsi dalam negeri serta optimalisasi pengelolaan sumber 

daya alam secara berkelanjutan. 

Dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka pengembangan 

perkebunan harus dliaksanakan berdasarkan kultur teknis perkebunan 

dalam kerangka pengelolaan yang mempunyai manfaat ekonomi terhadap 

sumber daya alam yang berkesinarnbungan. Selanjutny~ pengembangan 

perkebunan yang berkesinambungan tersebut diharapkan akan 

mernberikan manfaat peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat 

dapat secara optimal, melalui kesempatan yang sama untuk mcndapatkan 

ak:ses terhadap sumber daya alam, modal, in:formasi~ teknologi, dan 

manajemen. 

Akses tersehut harus terbuka pula bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Dengan dernikian, dibarapkan akan tercipta bubungan yang hlumonis dan 

saling menguntungkan antara pelaku usaha perkebunan. roasyarakat 

sekitar, dan pemangku kepentingan (stakeholders) laiunya, serta dapat 

terciptanya integrasi pengelolaan perkebunan sisi hulu dan sisi hllir. 

Investasi di bidang perkebunan oleh perusahaan perkebunan 

banyak timbul masalah sosia!. Salah satu contohnya adalah laban 

diduduki rakyat, kebun tidak dikelola tapi disewakan oleh pemegang Hak 

Guna Usaha (selanjutnya disebut "HGU") kepada , lahan HGU menjadi 

obyek sengketa, ganri rugi lahan, serta pengawasan pemerintah kabupaten 

9< Terence Daintith, Law as an lnstnmumt of Ecr.momic Policy: Comparative and Critical 
Approach, (\Valtcr de Gruyter, I987), hlm.246. 
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yang lemah dan perusahaan perkebunan tidak peduli dengan kondisi 

masyarakat sekitar perkebunan10
. 

Oleh karena iti, Pemerintah menetapkan bahwa badan hukum 

perkebunan harus mampu bersinergi dengan masyaraka:t, baik dengan 

rnasyarakat sekitar perkebunan, maupun dengan masyarakat pada 

umumnya dalam kepemilikan dan/atau pengolahan usaha yang Saling 

menguntungkan, menghargai, memperkuat, dan penciptaan ketergantungan 

satu sama 1ain. 11 

Sejak pertengahan 1970-an hingga awal 1980-an telah dikeluarkan 

peraturan-peraturan tentang kemitraan usaha melalui po1a Perusahaan Inti 

Rakyat (PJR) sehingga muncullah PlR Perkebunan, PJR perunggasan, 

Tambak Inti Rakyat, Tebu Inti Rakyat dan kemitraan usaha dibidang 

holtikultura. 

Lahimya konsep kerjasama atau usaha kemitraan usaha perusahaan 

pertanian (BUMN, swasta, koperasi) dengan pertanian rakyat (petani kecil) 

didasarkatl atas dua argumen:12 

1. Adanya perbedaan dalam penguasaan sumher daya (laban dan 

modal) antara masyarakat industrial perkotaan (pengusaha) dengan 

masyarakat pertanian di pedesaan (petard). Orang perkotaan 

dikate:gorikan mempunyai modal dan pengetahuan, namun kurang 

dalam swnberdaya Jahan dan tenaga kerja, sedangkan disisi lain 

orang desa dikategorikan mernpunyai lahan dan tenaga kexja 

namun kurang modal dan kernampuan (ketrampilan). 

2. Adanya perbedaan sifat hubungan hiaya per satuan output dengan 

skala usaha pada masing-masing sub sistem dari sistem agribisnis. 

Di dalam sistem usaha tani, skala 1ebih kecil efisien atau sama 

10 Imam Koeswahyono, Penyelesaian Persoalan Tanah Perlwbunan Dalarn Perspektif 
Sacio Legal (Studi Pada Beberopa Perkebunon di Jawa Timur), Jumal Hukum & Pembangunan, 
Tahun ke-38 No.:4, Oktober 2008, hlm.2.56-257, 

11 Indonesia, Undang-Undang Tentang Pe:rkebunan, UU Nomor 18 Tahun 2004, LN 
No.:85 Tahun 2004, TLN No.:36:56, Penjelasan Umwn. 

12 Saptma, ''Keunggulan Komparntif-Kompelitif dan Strategi Kentitraan", 
<bbtp://pseJilbang.deptan.go.id>, diakses 3 Februari 2009, 
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efisiennya dengan skala usaha besar, karena sifat hubungan biaya 

per satuan output dengan sk:ala usaha bersifat tetap (constant cost to 

scale). Dalam subsistem pemasaran, pen.golahan dan pengadaan 

saprodi, skala usaha besar lebih efisien daripada skala kecil karena 

sifat hubungan biaya per satuan output dengan skala usaha bersifat 

menurnn (decreasing cost to scale), 

Di daerah-daerah pedesaan negara-negara berkembang termasuk 

Indonesia, petani kecil sering mengalami kesulitan akses kredit dan 

informasi tentang peJuang pasar atau teknologi baruj penyewaan 

tenagaketja, pembelian input-input tertentu dan akses pasar produk. 

Kemitraan usaha perkebunan diharapkan mampu mensinergikan kekuatan 

para pelaku utama usaha kemitraan (petani dan perusahaan) serta kekuatan 

beberapa unsur penunjang lainnya (pemerintah, lembaga swadaya 

masyarakat, lembaga Penelitian dan perguruan tinggi). 

Kerjasama saling menguntungkan antara peiak:u-pelaku agribisnis) 

khususnya antara petani kecil dengan pengusaha besar akan lebih tepa! 

dituangkan daiam konsep pertantan kontrak atau contract farming atau 

kalau rli Indonesia belakangan ini lebih popular disebut "Kemitraan", 

Kemitraan artinya persahabatan atau pertemanan 

(mitra=sahabat=teman). Pola kemitraan artinya suatu bentuk kerjasama 

antara dua atau lebih pelaku-pelaku agribisnis yang didasarkan kerjasama 

(persahabatan) saling menguntungkan yang dituangkan dalarn suatu 

perjanjian atau kontrak, sehingga menjamin keberlanjutan ketjasama 

tersebut 

Meialui kemitraan1 agroindustri (agroindust1y) atau perusahaan 

agribisnis (agribusiness firm) sering menyediakan petani kecil dengan 

k.redit, sarana produksi, informasi dan pelayanan-pelayanan lainnya yang 

mernungkinkan petani menjangkau segala kebutuhan dalarn proses 

produksi, bahkan merubah pertanaman dari tanaman tradislonal subsisten 

ke komoditas ekspor bemilai tinggi. 

Hal ini tidak hanya memiliki potensi meningka.tkan pendapatan 

petani-petani pengontrak, tetapi juga memiliki efek pengganda dalarn 
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perekonomian pedesaan. Kemitraan menawarkan agroindustri peluang 

mernperoleh kualitas produk dengan biaya relatif rendah, mengurangi 

ketidak-pastian1 rnembatasi variabilitas harga, jaminan kuaHtas produk, 

dart mengakses tenaga kerja murah. Melatui kemitraan agroindustri atau 

perusahaan agribisnis dengan petani kecil di negara-negara berkembang 

yang umumnya memiliki kelebihan tenagaketj a, biaya-biaya produksi 

dapat diminimalisir dan pasokan bahan baku dapat berkeianjutan 13
. 

Kewajiban kerjasama kemitraan antara perusahaan perkebunan 

dengan perusahaan kecil ditetapkan daiam suatu peraturan menteri 

pertanian. Berdasarkan ketentuan sebagaiman tercantum dalam pasal 11 

Permentan No. 26/Permentan!OT.I40/212007 tentang Pedoman Perizinan 

Usaha Perkebunan (seJanjutnya dalam tesis ini disebut "Permentan 

No.:26/2007"), dinyatakan bahwa l'erusahaan perkebunan wajib 

membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% 

(dua puluh persen) dati totalluas areal perkebunan yang diusahakan oleh 

perusahaan. 14 

Pernbangunan kebun masyarakat untuk masyarakat tersebut dapat 

dilakukan antara lain melalui pola kredit, hibah atau bagi basil yang 

dl!akukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusaha.kan oleh 

perusahaan. 

Dalam kemitraan perkebunan kelapa sawit ini, terdapat berbagai 

permasalahan. Salah satu contohnya adalah Permasalahan teknis yang 

menonjol dari program PIR adalah kondisi tanaman yang populasinya 

tidak penuh (kerapatan tanaman di bawah standar, kurang dati 136 pohon 

per hektarnyn) dan pertumbnbannya tidak standar. Hal ini mcngakibatkan 

produktivitas rendah dan terus merosot (kurang dati 12 ton/hektare/tahun). 

"Penganlar Kemitraan 
http:/leiow:nal.unud.ac. id<'?rnodule=editor& idf"' 7 &jdj=48&idV"" l 79&idi-186, 
Februari 2009. 

Agn"bisnis," 
djakses 1.anggal 2 

14 Departemen Pertanian, Peraturan Menteri Pertaniatl Tentang Petloman Perijinan 
Usaha Perkebunan, Permentan No.:26/Permentaru'OT.1401212007, Pasal ll. 
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Ditambah lagi dengan perilalru petani yang kadang tidak sesuai aturan 

teknis budi daya tanaman. 15 

Produktivitas kebun plasma yang rcndah menyebabkan Pabrik 

Kelapa Sawit (selamjutnya dalarn tesis ini disebut "PKS") kelrurangan 

bahan baku. Akibatnye, PKS terpaksa mengurangi waktu peugolahan dan 

terkadang terpaksa mengunmgi karyawan. Selain itu, kualitas TBS petani 

yang rendah (rendernen min yak di bawah 20%) menyebabkan pendapatan 

petani kurang dan tidak: mampu membiayai pemeliharaan kebun dengan 

bailc. 

Kondisi .saat ini, perkebunan kelapa sawit yang telah dimulai 

pembangunannya sejak tahun 1980-an sudah mulai memasuki 11Usia senja" 

atau sering disebut tanaman tidak produktif lagi. Produktivitas sudah 

menurot. Peremajaan dan perluasan perkebunan kelapa sawit sudah 

mendesak, 

Namun demikian, disisi lain, tingginya bunga bank unhlk 

pembiayaan investasi perkebunan relatif tinggi. Saat ini bunga pinjaman 

untuk investasi berkisar lebih dari 18% setahun. Hal ini jelas 

memberatkan petani, yang akhirnya memperlambat pertumbuhan produksi 

CPO Indonesia. 

Sejak tahun 2006, Pemerintah menerapkan program Revitalisasi 

Perkebunan dengan pola kemitraan dan non kemitraan di sek:tor 

perkeburum kelapa sawit, karet dan kakau. Program ini bertujuan untuk 

membiayai perJua.<>an dan perernajaan kebun dengan subsidi bunga dari 

Pemerintah selarna masa grace period (mas a tan am bel urn menghasilkan). 

Berrlasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, peneliti 

memilih judul "TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN KEMITRAAN 

PLASMA MELAU;! PROGRAM REV!TAL!SAS! PERKEBUNAN 

KELAPA SAWIT (STUD! PADA SALAH SATU PERUSAHAAN 

PERKEBUNAN SWASTA KELAPA SAWIT Dl PROVINSI 

15 Sunarko, Budi Doya dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Dengan Sistem Kemitraan, 
cet. 1, {Jakarta: PT. Agromedia Pustaka, 2009), blru.l7. 
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KALIMANTAN BARA T) karena Peneliti ingin mengetahui bagaimana 

hukum yang berlaku terhadap pola kemi!Illan plasma dalam rangka 

revitalisasi perkebunan. Peneliti juga ingin mengetahui bagaimana 

pelaksanaan ketentuan tersebut pad a prakteknya di Kalimantan Barat. 

B. Pokok Permasalahan 

Dari seluruh uraian di atas, yang mel\iadi pokok pennasalahan dan 

akan dibahas dalam penelitian ini antara lain adalah: 

L Bagaimana pengaturan ketjasama kernitraan plasma dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku? 

2. Bagaimana pengaturan mengenai program revitalisasi perkebunan 

dalam peraturan perundang-undongan yang berlaku? 

3. Bagaimana pelaksanaan keijasama ketnitraan perkebunan kelapa 

sawit dalam rangka revitalisasi perkebunan oleh salah satu 

perusahaan perkebunan swasta di Pravinsi Kalimantan Barat? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menja.di tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

I. Untuk mengetahui, menganalisa dan mengkaji kebijakan 

pemerintah mengenai sejarah kemitraan perkebunan di Indonesia, 

latar belakang perJunya kemitraan, etika bisnis kemitraan) sumber 

dana, sistem dan pola kemitraan plasma dalam peraturan 

perundang-perundangllll serta aspek lingkungan perkebunan. 
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2. Untuk mengetahui, menganalisa dan mengkaji mengenai 

kebijakkan revitalisasi perkebunan dalam peraturan perundang~ 

program tersebut, termasuk bagalmana peranan pemerintah dalam 

program tersebut. 

3. Untuk mengetahui, menganalisa dan mengkaji pelaksanaan 

kerjasama kemitraan plasma perkebunan kelapa sawit melalui 

program revitalisas:i perkebunan oleh salah satu perusahaan 

perkebunan swasta di provinsi Kalimantan Barat 

D. KERANGKA LANDASAN TEORI 

hlm,6. 

Sebagai kerangka teori dalam penelitian iniJ dipakai teori hukum 

Perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata ("KUH Perdata") dan teori fungsi hukum yang dikemukakan 

oleh Kohler. 

1. Pcngertian Perjanjiao 

Menurut M. Yahya Harapan Peijanjian atau verbintenis 

mengandung pengertian sualu hubungan hukum kekayaanlharta 

benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak 

pada satu pihak untuk memperoleh presrasi dan sekaligus 

mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasL Hi 

Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian 

adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengik:atkan dlrinya terhadap satu orang Jain atau lcbih. n 

16 M. Yahya Harabap, Segi~Segf Hukum Perjanfian., cet.2. (Bandung; Alumni, 1986), 

17 Indonesia, Kitab Undang-Umlnng HuJ."Um Perdota (Burger!ijk. Wetbaek), 
diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudlbio, cet.37, (Jakarta: PT. Pradnya Par.unita, 2006), 
Pasa:IIJ 13. 
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Mariam Darus Badru1zaman mengatakan untuk beberapa 

perjanjian tertentu undang-undang menentukan suatu bentuk 

tertentu, sehingga apbika bentuk itu tidak dituruti maka pedanjian 

itu tidak sab, Dengan demikian bentuk tertulis tadi tidaklab hanya 

semata-mata roerupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan 

syarat 1IDtuk adanya (bestaanwaarde) pedanjian itubabwa definisi 

petjanjian yang terdapat dalarn Pasal 1313 KUH Perdata tidak 

1engkap dan terla1u luas. Tidak 1engkap karena yang dirumuskan 

itu hanya mengenai perjanjian seplhak saja. 18 

Menurut J, Satrio definisi pedanjian berdasar Pasa1 1313 

KUH Perdata tersebut diatas mengandung banyak kelemahan 

karena kata "perbuatan" kalau dilihat dalam skema peristiwa 

hukum, maka peristiwa hukum yang timbul karena perbuatan atau 

tindakan manusia yang lain (yang bukan tindakan hukum) sepeti 

onrechtmatige daad dan zaaA."Waarmening. Suatu onrechmatige 

daad memang bisa timbul karena perbuatan orang, dan sebagai 

akibatnya timbul sutu perikatan.19 

Kata "perbuatan" dalarn pasal 1313 Kitab Undang -

Undang Hukum Perdata lebih tepat kalau diganti dengan kata 

"perbuatanltindakan hukum", Keuntungan digunakannya istilab 

tindakan hukum tidak hanya untuk menunjukkan, babwa aklbat 

hukumnya dikehendaki atau dianggap dikehendaki, tetapi di 

dalamnya juga sudah tersimpul adanya ~~sepakat" yang merupakan 

ciri peljanjian yang tidak mungkin ada pada onrechtmatige daad 

dan zaakwaarmening. 20 

l! Mariam Badruizaman, K U.H. Per data Buku Of.· Hulmm Pen'k!ztan Dengan 
Penfelasan, ceL2. (Bandung: Alumni, 2005}, h1m.89. 

19 J. Satrio, Hukum Perikau:m, Perik.atan Yang Lahir Dari Perjanjian Bulat 1, eet2, 
(Bandung; PT. Citra iviitya Bakti, 2001), him. 24-25 . 

.:!(1 Ibid. 
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2. Asas-Asas Dalam Suatu Perjanjian 

Dari beberapa asas-asas perjanjian umum yang ada, yang 

seca.ra khusus akan dipakai dalam tesis ini adalah asas kebebasan 

berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum (pacta sun 

servanda), asas iktikad baik (goede Trouw) dan asas kepribadian 

(personalitas). 

a. Asas Kebebasan Berkontak 

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari 

ketentuan Pasal 1338 ayat IKUHPerdata, yang berbunyi, 

HSemua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

umiang-undang bagi mereka yang membuatnya."21 

Asas kebebasan berkontrak 

kebebasan kepada para pihak untuk: 

ini memberikan 

( 1) membuat a tau tidak membuat peljanjian; 

(2) mengadakan perjanjian dengan siapapun; 

(3) menentukan isi pefjanjian, pelaksanaan, dan 

persyaratannya; 

( 4) menetukan bentuknya peijanjian, yaitu teJtulis atau 

lisan. 

Walaupun demikian kebebasan berkontrak tersebut 

ada batasnya yaitu tidak di larang oleh undang-undang, tidak 

bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan 

dengan ketertiban umum sebagajmana dicantumkan dalam 

Pasal 1339 KUH Perdata.22 

Menurut Prof. R. Subekti, dalam menafsirkan 

Peljanjian, jika pelaksanaan perjanjian menuru! hW1lfuya, 

11 Indonesia, Kliab Undang-Undang Hukum Peri/ala (Burgerlijk WetbceJ.;), 
diterjemahkan oJeh R- Subekti dan R Tjitrosudibio, cet37, (Jakarta: PT, Pradnya Pa.ru.rulta, 2006), 
Pasall338. 

22 Ibid., Pasal1339. 
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justru akan menimbulkan ketidakudilan, maka hakim 

mempunyai wewenang untuk menyimpang dari isi 

perjanjian menurut hurufuya, 23 

b, Asas Konsensualisme24 

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam 

pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam pasal itu 

ditentukan bahwa salah satu syarat sahuya perjanjian, yaitu 

adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas 

konsensua1isme merupakan asas yang menyatakn bahwa 

perjanjian pada umunya tidak diadakan secara furmal, 

tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. 

Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak da 

npemyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. 

Dalam hukum Romawi) asas konsensualisme 

dik:enal istilah contractus Verbis Literis dan Contractus 

innomina, yang artinya bahwa terjadinya perjanjian apaibla 

memenuhi bentuk yang telah ditetapkan. Asas 

konsensualisme yang dikenal di dalam KUH Perdata adalah 

berkaitan dengan bentuk perjanjian. 

c. As as Pacta Sunt Servanda .45 

Asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan 

asas kepastian hukum asas ini berhubungan dengan akibat 

perjanjian. Asas pacta sunt servanda adalah asas bahwa 

hakirn atau pihak ketiga harus menghormati substansi 

2·1 Suhamoko, Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus, cet.5, (Jakart:a; PT. Prenada 
Media Group, Maret 2008}, him. 4 

14 Mariam B.adrulzaman, K, UH. Perdata Bub<lll: Hukum Pen'ko.tan Dengan Penjelasan, 
cet2. {Bandung: Alumni, 2005), hlm. 113. 

2s Salim. H.S, Perkemb(Ingon Hukum Kontrak bmomfnaat Di Indonesia, cet.4, (Jakari.D: 
PT. Sinar Grafika, Maret2008), hlm.l(}..l L 
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kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana Iayaknya 

sebuah undang-undang. Meraka tidak boleh melakukan 

intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para 

pihak. 

Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalm 

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi, 

"Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang· 

undang.'.16 

d. Asas Iktikad Baik (Goede Trouwf' 

Asas iktikad baik dapat disimpulkan dari Pasa1 1338 

ayat (3) KUH Perdata. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata 

berbunyi: "Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad 

baik." As as iktikad baik rnerupakan as as bahwa para piha:k, 

yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan 

substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan 

yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. 

Asas iktikad balk dibagi menjadi dua macarn, yaitu 

iktikad baik nisbi dan mutlak Pada iktikad baik nisbi, 

orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata 

dari subjek. Pada iktikad baik yang mutlak, penilaianoya 

terletak pada akal sehat dan keadilan~ dibuat ukuran yang 

objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) 

menurut norma-norma yang objektif. 

'~Indonesia, Kit(Jb Undang-Undang HuJ;um Perdata (Burgerlijk WtUboek), diteJjemabkan 
nleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet37, (Jakarta: PT, Pradnya Paramita, 2006). Pasat 1338 
Ayat l. 

21 Salim. H.S. op.cit., h!m.ll-12. 
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e. Asas Kepribadian (Personalitasi'8 

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan 

bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat 

kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini 

dapat dilihat pada Pasal !315 dan Pasal 1340 KUH Perdata 

berbunyi: "'Pada umumnya seseorang tidak dapat 

mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya 

sendlri." 29 

Dalarn setiap kontrak yang dibuat oleh para pihak, 

pasti dicantumkan indentitas dari subjek hukurn, yang 

rneliputi nama, umur, tempat domisili, dan 

kewarganegaraan. Kewarganegaraan berhubungan erat 

dengan apakah yang bersangkutan dapat melakukan 

perbuatan hukum tertentu, seperti jual beli tanah hak milik. 

3. Syarat Sabnya Perjanjian 

Menurut Abdul Kadir Muhammad, di dalam suatu 

perjanjlan terrnuat beberapa unsur, yaitu:30 

a. Ada pihak-pihak; 

b. Ada persetujuan antara para pihak; 

c. Ada tujuan yang akan dicapai; 

d. Ada prestasi yang harus dilaksanakan; 

e. Ada bentuk tertentu; dan 

f. Ada syarat-syarat tertentu. 

Menurut KUH Perdata, untuk sahnya perjanjian diperlukan 

4 (empat) syarat:" 

u Ibid., blm.l3. 

19 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, op.cit,, Pasall315 dan 1340. 
30 Abdul K.adir Muhammad, Hukum Perikatan, (Bandung: Alumni Bandung, 1982), 

hlm.78. 
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I. Sepakat mereka yang mengikatkan diri; 

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

3. Suatu hal terlentu; dan 

4. Suatu hal yang halal; 

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subjektif 

karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang 

mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan 

syarat-syarat objektifkarena mengenal perjanjiannya sendiri oleh 

objek dan perbuatan hukum yang dilakukan itu". Apabila syarat 

subyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan 

(voidable, vernietigbaar), sedangkan apabila syarat obyektif tidak 

dipenuhi~ maka akan membuat Perjanjian menjadi batal demi 

hukum (null and void) dan dianggap tidak pemah ada." 

Pe!janjian yang hatal demi hukum adalah perjanjian yang 

sejak semula sudah batal. Hukum rnenganggap perjanjian tersebut 

tidak pemah ada. Perjanjian yang dapat dibatalkan adalah 

sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan 

pengadilan, mak:a perjanjian yang bersangkutan tnaslh terus 

berlaku." 

Apabila persyaratan subjektif peijanjian (kata sepakat dan 

keoakapan untuk melakukan perikatan) tidak dipenuhi tidak 

mengakibatkan batalnya perjanjian, tetapi hanya dapat dibatalkan 

melalui putusan pengadilan. Apabila persyaratan yang menyangk:ut 

objek peijanjian ( suatu ha tertentu dan adanya causa hukum yang 

halal) tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. 

'
1 Indonesia, Kirab Undang-Undang Hukum Peniata (Burgerl~jk Wetbaek), 

diteljemahkan oleh R. Subekti dan R Tjitrosud.ibio, cel.37, (Jakarta: PT. Pradnya Panunit.a, 
2006), Pasat !320. 

11 Subekti, Hukum Peljanjian, cet.22, (Jakarta: lntennasa, 2005), him. 17. 

3" Ricardo Simanjunlak. Titknik Perancangan Kontrak Bisnfs, ceLl, (Jakarta: Mingguan 
Elronomi dan Bisnis K.ont.an), hlm.l23. 

J.~ Rldwan Khairandy, Perseroan Terbmas.- Doktrin, Peraturatt Penmdang-Undangcm 
dan Yurisprudensl, cet. l, (Yogya.lqma: Total Media Yogyakana, 2009), hlm.27. 
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Keempat syarat sahnya suatu penjanjian dapat dijelaskan 

lebih !an jut sebagai berikut: 

a. S"Pakat. 

Menurut J. Satrio Kata sepakat di dalam perjanjian 

pada dasamya adalah pertemuan atau persesuaian kehendak 

antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan 

memberikan persetujuannya atau kesepakatannya 

(toestemming) jika ia memang menghendaki apa yang 

disepakati." 

Mariam Darus Badrulzaman melllkiskan pengertian 

sepakat sebagai persyaratan kehendak yang disetujui 

(overeenstemende wilsverklaring) antar pihak-pihak 

Pemyataan pihak: yang menawarkan dinamakan tawaran 

(offerle). Pemyataan pihak yang menerima penawaran 

dinamakan akseptasi (accceptalie). 36 

Dengan demiltian. penawaran dan akseptasl 

merupakan unsur yang sangat penting dalam untuk 

menentukan lahimya perjanjian. 

J. Satrio menyebutkan ada beberapa cara 

mengemukakan kehendak tersebut,yakni: 31 

(1). Secara tegas 

(a). Secara tertulis, baik dengan akte ontentik 

ataupun dengan akte di bawah tangan. 

(b). Secara lisan 

(c). Dengan tanda 

J' J. Satrio, HuJ..-um Perikntan: Perikatan yang Laltir tlari Perjanjian Bu!..<J 1, (Bandung: 
PT. Citra Aditya Bakti, 2001), blm.J64. 

35 Mariam Darns Badrul.zaman, Aneka Hukum Bisnis, cet.L, (Bandung: Alumni, 1994), 
hlm. 24. 

31 J. Satrio, Hukum Perikatan· Perikatan yang Lahir dan' Petjanjinn Bukr< !, (Bandung:: 
PT. Citra Aditya Bak"ti, 2001), hlm.l66. 
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(2). Secara diam-diam 

Berkaitan dengan kapan lahimya perjanjian, 

Mariam Darus Badrulzaman mengemukakan beberapa teori 

mengenai lahimya perjanjian: :;g 

(l). Teori kehendak (wilstheorie) yang mengajarkan 

bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak 

penerima dlnyatakan, misalnya dengan menuliskan 

(2) 

surat; 

Teori pengiriman (verzendstheorie) yang 

mengajarkart bahwa kesepakatan terjadi pada s:aat 

kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak 

yang menerima tawaran; 

(3) Teori pengetahuan (vernemin.gstheorie) yang 

mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan 

seharusn.ya sudah mengetahui bahwa tawarannya 

sudah diterima; dan 

(4) Teori kepercayaan (vertrowenstheorie) yang 

mengajarkan bahwa kesepakatan Jtu terjadi pada 

saat pemyataan kehendak dianggap layak diterima 

o1eh pihak yang menawarkan. 

Menurut Asser, dilihat dari syarat-syarat sanya 

perjanjian ini, maka Asser membedakan bagian perjanjian, 

yaitu; 39 

(I). Esensialia, bagian yang harus ada di dalam 

perjanjian) sifat yang menentukan atau menyebakan 

perjanjian itu tercipta (canstmctieve oordel). Seperti 

persetujuan antara para pihak dan objek peijanjian. 

15 Mariam Darns Badrulzaman. op.cit, hlm.24. 
" --··-' KUH Perdata Bulat Ill· Hukum Perikatan Dengan Perifelasan, cet2. 

(Bandung; Alumni, 2005}, h1m.99. 

UNIVERSITAS INDONESIA 

Tinjauan Yuridis..., Yuliany, FH UI, 2009



20 

(2). Naturaiia) bagian merupakan sifat bawaan (naluur) 

perjanjian sehingga secara diam-diam me1ekat pada 

perjanjian, seperti menjamin tidak ada cacat dalam 

benda yang dijual (vrijwaring). 

(3). Aksidenlialia, bagian ini merupakan sifat yang 

melekat pada perjanjian dalam hal secara tegas 

dipcrjanjikan oleh para pihak, seperti ketcntuan­

ketentuan mengenai domisili para pihak. 

Suatu perjanjian dapat mengandung cacat kehendak 

atau kata sepakat dianggap tidak ada jika terjadi hal-hal 

yang disebut dibawah ini, yaitu:40 

(!). Adanya kekhilafan, kesesatan atau kekeliruan 

(dwa/ing); sebagaimana diatur dalarn pasal 1321 s/d 

pasal1322 KUH Perdata. 

(2) Adanya paksaan (dwang); sebagaimana diatur 

dalam pasal1323-1327 KUH Perdata. 

(3) Adanya penipuan (bedrog); sebagairnana diatur 

dalam pasal 1328 KUH Perdata. dan 

(4) Dalam perkembangan lebih lanjut, dikenal pula 

cacat kehendak yang lain, yakni penyalahgunaan 

keadaan (misbntik vanomstandigheiden ). 

Menurut doktrin dan yurisprudensi, perjanjian­

perjanjian yang mengandung cacat seperti itu tetap 

rnengikat para pihak, hanya saja, pihak yang rnerasakan 

telah memberikan pernyataan yang mengandung cacat 

tersebut dapat memintakan pembatalan petjanjian. 

Penjelasan lebih Janjut mengenai hal-hal yang 

dianggap sebagai cacat kehendak adalah sebagai berikut: 

(!). Paksaan (dwang). 

Menurut Sudargo Gautama, paksaan 

(duress) adalah setiap tindakan intimidasi mental. 

'0 Ridwan Kbair.rndy, Perseroan Terbotus: Dolttrin. Peraturan Penmdang-Undnngan 
dan Ytwisprndensi, cet l, (Yogyakana: Total Media Yogyakarta, 2009), hlrn.29-30. 
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Contohnya adalah ancaman kejahatan fisik dan hal 

ini dapat dibuat penuntutan terhadapnya, Selain itu 

paksaan juga bisa dikarenakan oleh pemerasan atau 

keadaan di bawah pengaruh terhadap seseorang 

yang mempunyai kelainan mental 

Sementara itu menurut Mariam Darus 

Badrulzaman, yang dimaksud dengan paksaan ialah 

kekerasan jasmani atau ancaman (akan membuk:a 

rahasia) dengan sesuatu yang diperbolehkan hukum 

yang menimbulkan ketakutan kepada seseor.mg 

sehingga ia rnembuat perjanjian, di sini paksaan itu 

harus benar-benar menimhulkan suatu ketakutan 

bagi yang menerima paksaan,41 

(2). Penipuan (bedrog). 

Menurut Ridwan Khairandy) penipuan 

adalah tindakan yang bermaksud jahat yang 

dilakukan oleh satu pihak sebelum perjanjian itu 

dibuat Peijanjian tersebut rnempunyai maksud 

untuk menipu pihak lain dan membuat mereka 

menandatangani perjanjian itu.'12 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan 

bahwa penipuan terdlri dari 4 (em pat) unsur yaitu: 43 

(a) merupakan tindakan yang bennaksud jahat, 

kecuali untuk kasus kelalaian da1am 

menginfmmasikan cacat tersembunyi pada 

suatu benda; 

41 Mariam Badrulzarnan, K. U.H Peniata Btlku Ill: Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, 
cet.2. (Bandung: AJurnni, 2005), him.lOl. 

42 Ridwan Kha:irandy, op.cfi., hlro.31. 

43 Sud argo Gautama, Indonesian Business Law, cet.l, (Bandung: Citra Adtya Bak:ti, 
i995), hlm.76. 
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(b) sebelum pe~anjian lersebul dibuat; 

(c) dengan nial atau maksud agar pihak lain 

menandatangani petjanjian; dan 

(d) tindakan yang dilakukan semata-mata hanya 

dengan maksud jahat 

John D. Calamari dan Joseph M. 

Perillo menyatakan bahwa tindakan penipuan 

mempunyai 5 (lima) elemen, yaitu: pemyataan 

(representation). kepalsuan, dengan 

sengajallmowingly, penipuan, dan kerugian. 44 

Kontrak yang mempunyai unsur penipuan 

didalamnya tidak membuat kontrak. tersebut batal 

demi hukum (null and void) melainkan kontrak 

tersebut hanya dapat dibatalkan (voidable). Hal ini 

berarti selama pihak yang dirugikan tidak menuntut 

ke pengadilan yang berwenang maka kontrak 

tersebut masih tetap sah, 

(3). Kesesatau atau kekeliruan (dwaling). 

Dalam hal ini, salah satu pihak atau 

beberapa pihak memiliki persepsi yang salah 

terhadap objek atau subjek yang terdapat dalam 

perjanjian. Ada 2 (dua) macam kekeliruan, yaitu: 

(a). Error in persona, yaitu kekeliruan pada 

orangnya, misalnya, sebuah perjanjian yang 

dibuat dengan artis yang terkenal tetapi 

kemudian pexjanjian tersebut dibuat dengan 

artis yang tidak terkenal hanya karena dia 

mempunym nama yang sama. 

(b). Error on substantia. yaitu kekeliruan yang 

berkaitan dengan karakteristik suatu benda, 

44 R1dwao Khairandy, op.dt., hlm.32. 
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rnisalnya seseorang yang membeli 1ukisan 

Basuki Abdullah, tetapi setelah sampai di 

romah orang itu baru sadar bahwa lukisan 

yang telah dibelinya tadi adalah lukisan 

tiruan dari lukisan Basuki Abdullah. 

(4). Penyalahgunaan keadaan (misbruik van 

omstandigheiden).45 

Di negara-negara common Jaw, doktrin 

penyalahgunaan keadaanl posisi yang tidak 

seimbang diantara para pihak. Menurut Robert 

Upex, doktrin penyalahgunaan ini merupakan 

pcrluasan doktrin eq'tlity yang disebut equitable 

fraud. 

Penyalahgunaan keadaan dalam sistem 

common law merupakan doktrin yang menentukan 

pembatalan peljanjian yang dibuat berdasarkan 

tekanan yang tidak patut, tetapi tidak tennasuk 

dalam kategori paksaan (duress). Penekanan 

tersebut dapat dilakakan karena salah satu pihak 

memiliki kedudukan khusus (misalnya kedudukan 

yang dorninan atau meml1iki yang bersifatfiduciary 

dan confidence). 

Van Dunne menyatakan bahwa 

penyalahgunaan keadaan tersebut dapat terjadi 

karena keunggulan ekonomi maupun karena 

kejiwaan. Pihak yang merniliki kedudukan khusus 

itu mengambil keuntungan secara tidak pantas dari 

pihak yang lainnya yang lebih lemah. Hal tersebut 

dilakukan tanpa adanya paksaan atau tipuan. Di sini 

terdapat kesetidakseimbangan hubungan proses 
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terjadi kontrak. Doktrin penya1ahgunaan tidak 

mencari dasar pembenarannya pada doktrin kausa 

hukum yang tidak hala1, melainkan pada cacat 

kehendak. 

Pasal 1329 KUHPerdata menyatakan behwa setiap 

orang adalah cakap untuk membuat perjanjian~ kecuali 

apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. 

Selanjutnya, Pasal 1330 KUH Perdata menyatakan, babwa 

orang orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat 

perjanjian adalab: 46 

1. Orang~orang yang belum dewasa; 

2. Mereka yang ditaruh di bawab pengampuan; 

3. Orang percmpuan dabu1u hal-hal yang ditetapkan 

oleh undang-undang, dan pada umumnya semua 

orang kepada siapa undang-undang telah melarang 

membuat perjanjian-pexjanjian tertentu. 

Seseorang dikatakan bel urn dev:asa menurut 

Pasal 330 Kl;H Perdata jika be1um mencapai umur 21 

tabun. Seseorang dikatakan dewasa jika telab berumur 21 

tahun atau berumur k:urang dari 21 tahun1 tetapi telah 

menikah, 

Se!anjutnya, Mabkamab Agung melalui Putusan 

No. 447/Sip/1976 tanggal 13 Oktober 1976 menyatakan 

babwa dengan ber1akunya UU No. I Tabun 1974, maka 

batas seseorang berada di bawah kekuasaan perwalian 

ada1ab 18 tabun,bukan 21 tabun. 

46 Indonesia, Kitah Undang~Undang HuJ;-um Perdata (Burger/ijk Werboek), 
diterjemahkan oleh R Subekti dan R. TjiLrosudibio, cet.37, (Jakarta; PT. Pradnya Parnmita, 
2006), Pasall330. 
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c. Hal Terrentu. 

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya 

suatu hal tertentu (ean bepaald onderwerp). Pasal 1333 

KUHPerdata menentukan bahwa suatu peijanjian harus 

mempunyai pokok suatu benda (zaak) yang paling sedikil 

dapat ditentukan jenisnya. 41 

Suatu peijanjian harus memiliki objek tertentu. 

Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu 

(certainty of terms), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, 

yakni hale dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang 

dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat 

ditentukan jenisnya. 

J. Satrio menyimpukan bahwa yang dimaksud 

dengan suatu hal tertentu dalarn peljanjian adalah objek 

prestasi perjanjian. lsi presta~i tersebut harus tertentu atau 

paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.48 

KUH Perdata menentukan bahwa barang yang 

dimaksud tidak haris disebutkan, asalkan nanti dapat 

dihltung atau ditentukan. Misalnya mengenai perjanjian 

"panen tembakau dari suatu ladang dalam tahun 

berikutnya" adalah sah. Peljanjian jual beli "teh untuk 

seribu rupiah" tanpa penjelasan lebih Janjut, harus dianggap 

tidak cokup jelas. 49 

d. Sebab Yang Halal. 

Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah 

adanya kausa hokum yang halal. Kala kausa yang 

47 Ibid., Pasa11333. 

48 J. Satrio, Hukum Peni.aran: Pedkman yang Lahir dari Perjanjian Buku 1, (Bandung: 
PT Citra Aditya Balii, 2001), hlm.4L 

49 rudwan Khairandy, Perseroan Terbafas; Doktrin, Peramran Perwulang~Undangan 
dan Yurispntdensi, cet 1, (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2009), blm.38. 
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diteijemahkan dari kata oorzaak (Belanda) atau causa 

(Latin) bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang 

membuat petjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan 

peijanjian itu sendiri. Misalnya dalam perjanjian jual beli, 

isi dan tujuan atau kausanya ada.lah pihak yang satu 

menghendaki hak milik suatu barang, sedangkan pihak 

lainnya menghendaki uang. 50 

Menurut Pasal 1335 KUHPerdata bahwa suatu 

kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan 

undang-undang. kesusilaan, dan ketertiban umum. 

3. Doktrin Badan Hnkum. 

so Ibid. 

Menurut Ali Rido, syarat-syarat yang dapat dipakai sebagai 

kriteria. untuk menentukan adanya kedudukan sebagai suatu badan 

lrukum, adalah sebagai berikut:" 

I. Adanya harta kekayaan yang terpisah, yang didapat dari 

pemasukan para anggota atau dari suatu perbuatan 

pemisahan dari seseorang yang diberi suatu tujuan tertentu. 

2. Mempunyai tujuan tertentu~ dapat merupakan tujuan yang 

idee! atau tujuan yang commerdeel. Petjuangan mencapai 

tujuannya itu dilakukan sendiri olah badan hukum sebagai 

persoon (subyek hukum) yang mempunyai hak dan 

kew:ljiban sendiri dalarn pergaulan hukumnya. 

3. Mempunyai kepentingan sendiri, yang tidak lain adalah 

merupakan hak -hak subjectief sebagai akibat dari peristiwa­

peristiwa hukum, kepentingan itu adalah kepentingan yang 

dilinduogi olah hukum. Sebab itu, badan hukum yang 

mempunyai kepentingan sendiri itu, dapat menuntut dan 

51 R. Ali Rido, Badon Hukum dan Kedudukan Badan Hukltm Pers•~raan, PerJ..11mpufan, 
Koperasi, Yayasan. Waka/. cet.l, (Bandut1g: Alumni, 2004), blmA5~50, 
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mempertahankan kepentingannya terhadap pihak ketiga 

dalam pergaulan hukumnya. 

4. Adanya organisasi yang teratur sebagai suatu kostruksi 

hukum. Sampai sejauh mana organ yang terdiri dari 

manusia ilu dapal bertindak perwalcilan dari badan hukum 

dan dengan jalan bagaimana manusia-manusia yang duduk 

dalam organ dipilih dan diganti dan sebagainya, ini diatur 

oleh anggaran dasar dllll peraturan atau keputusan rapat 

anggota yang tidak lain ialah suatu pcmbagian tugas dan 

dengan demikian badan hukum mempunyai organisasi. 

4. Macam-Maeam Perjanjian 

Salim H.S membagi pe!janjian dalam 2 bentuk scbagai 

berilrut:52 

1. Pe<janjian Nominaa~ yaitu kontrak yang ada dalam KUH 

Perdata. 

2, Perjanjian Innominaat, yaitu kontrak yang sudah ada dalam 

masyarakat namun belum dikenal pada saat Killi Perdata, 

tidak tercantum dalam KUH Pendata. Contohnya adalah: 

Production Sharing Control, Joint Venture Agreement, 

Leasing, Franchising Contract dan Pannership Contract. 

52 H. Salim HS, Perkembangan Hulmm Kontrak Dlluar KUH Perdata. cet 1. (Jakarta: PT. 
Rajagrafindo Persada, 2006), hlm.4-5. 
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E. KERANGKA KONSEPSIONAL (DEFINISI OPERASIONAL) 

Menurut Undang Fadjar, yang dimaksud dengan kemitraan atau 

contract farming adalah:53 

"suatu cara mengatur produksi pertanian dimana para petani kecil 
(outgrowers) diberikan kesempatan menyediakan produk pertanian 
untuk perusahaan inti sesuai dengan syarat yang telah ditentukan 
dalam perjanjian (kontrak). Perusabaan inti yang membeli basil 
terscbut dapat menyediakan bimbingan teknis, kredit, input 
produksi, serta menangani pengolahan dan pemasaran." 

Menurut pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 

1997 tentang Kemitraan, yang dimaksud dengan Kemitraan adalah: 

"kerjasama antam usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau 
usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh 
usaha menengah dan/atau usaha besar dengan memperhatikan 
prinsip saling memerluk:an, saling memperkuat dan saling 
menguntungkan. 54 

Untuk menghindari perbedaan pengertian mengenai istilah-istilah 

yang dipakai dalam penelitian tesis ini, maka berikut ini adalah definisi~ 

definisi operasional dari istilah-istilah berik:ut: 

1. Mitra Usaha adalab perusabaan besar swasta, BUMN, BUMD 

maupun koperasi yang berbadan hukum dan bergerak· dibidang 

perkebunan dan atau Izin Usaha IndustrL 55 

2. Program Revitalisasi Perkebunan ada1ah upaya percepatan 

pengembangan perkebunan rakyat me1alui perluasan, peremajaan 

dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang didukung kredit 

SJ Undang Fadjar, ''Kemi!Taan Usaha Perkebunan: Perubaha.n Struktur Yang Belurn 
Lengkap", Fon.rn Penelitian Agro Ekonomi (Volume 24 No. t, Juli 2006). hlm. 46-60. 

$4lndonesia, Perat.uran Pemerinfah Tentang Kemirraan, PP No.:44 Tahun 1997, LN No.; 
91, TLNNo.: 3718,pasall ayat L 

~:S Ibid., Pasall Ayat8. 
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investasi perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah dengan atau 

tanpa melibatkan perusahaan dibidang usaha perkebunan sebagai 

mitra pengembangan dalam pembangunan kebun, pengolahan dan 

pemasaran hasiL56 

3. Perluasan adalah upaya pengembangan areal tanaman perkebunan 

pada wilayah bukaan baru atau pengotuhan areal disekitar 

perkebunan yang sudah ada. 57 

4. Peremajaan adalah upaya pengembangan perkebunan dengan 

mclakukan penggantian tanaman tua/tidak produktif dengan 

tanaman baru baik secara keseluruhan maupun secara bertahap.58 

5. Subsidi Bunga adalah selisih bunga kredit bauk dengan bunga 

yang dikenakan kepada petani peserta yang menjadi beban 

pemerintah yang harus dibayar kepada Bauk Program Revitalisasi 

Perkebunan. 59 

6. Perseroan adalah badan huk:um yang merupakan persekutuan 

modal, didirikan berdasarkan peijanjian, melakukan kegiatan usaha 

dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang dan 

peraturan pelaksanaannya. 60 

1. Izin Usaha Perkebunan (IUP) adalah izin tertulis dari pejabat 

yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang 

melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi denagn 

usaha industri pengolahan hasil perkebunan. 61 

Sii Departemen Pertanian, Penuuran Menteri Pertaman Tentang Pengembangan 
Perkehunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan, Permentan 
No.:33/Perrnentan!OT.l4017/2006, Pasal 1 Ayat l. 

n ibid., Pasall Ayat 3, 

58 Ibid,, f>asall Ayat 4. 

~Ibid., Pasall Ayat 6. 

60 
-···--' Undang-Undang Tent.ang Perseroan Terbata:s, UU No.40 tahun 2007, 

Lembarnn Negara Nomor 106, TambahanNoroor 4756, Pasall ayatl. 

6-1 Depanemen Pertania.n, Peramran Menteri Pertanian Tenlang Pedoman Perijinan 
Usaha Perkebunan, Permentan No.:26lPerrnentaniOT.l4012/2007, Pasall Ayat 10. 
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8. Jzin Usaha Perkebunan untnk Budidaya (IUP-B) adalah izin 

tertulis dati Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh 

perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan. 62 

9. Izin Usalla Perkebunan untnk Pengelolaan (IUP-P) adalah izin 

tertulis dati Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh 

perusahaao yang melakukan usaha industri pengolahan basil 

perkebunan. 63 

10. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang 

atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya 

berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi 

rakyat yang berrlasar atas asas kekeluargaan. 64 

II. Koperasi Primer (pasal 1 :3) adalah koperasi yang didirikan oleh 

dan beranggotakan orang-seorang. 65 

12. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman 

tertentu pada tanah dan/ atau rnedia tumbuh lainnya dalam 

ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa 

basil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, pennodalan serta manajemen untuk mewujudkan 

kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan rnasyarakat.66 

13. Perusahaan Perkebunan adalah pelaku usaba perkebunan warga 

negara Indonesia atau badan bu.kum yang didirikan menurut hukum 

Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha 

perkebunan dengan skala tertentu. 67 

62 /bid., Pasall Ayat 11. 

63 Jbld .• Pasall Ayat 12. 

tA Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkoperosian, UU No.:25 Tahun 1992, LN 
No.:116 Tahun 1992, TBNNo.:3502 Tahwll992, Pasall Ayat L 

" ___ ,,Ibid., Pasall Ayat 3. 

"--c=-;-;.' Undang-Urulang Teniang Perkebunan, UU Nomor 18 Tahun 2004, LN 
No.:85 Tahun 2004, TLN No.:3656, Pasall Ayat 1. 

61 Ibid., Pasall Ayat 6. 
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14. Hasil perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal dari 

perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk 

sampingan, produk ikutan, dan pmduk lainnya. 68 

15. Usaba Keen adalal1 usahu ekonomi produktif yang berdiri sendiri 

yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang 

bukan anak perusahaan atau bukan cabang usaha yang dimiliki, 

dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 

dari Usaha Menengah atau Usaha Besar, dengan kriteria sebagai 

berikut: (i) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50 juta 

tidak termasuk tanah dan bangunan ternpat usaha; atau (ii) 

memiliki basil penjualan tabunan paling banyak Rp.300 juta.'9 

16, Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh 

badan usahu dengan jum!ah kekayaan bersih atau basil penjualan 

tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang rneliputi usaha 

nasional milik: negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing 

yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.70 

F. METODE PENELlTIAN 

I. Metode Penelitian Hukum 

Peneiitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif 

yaitu penelitian hukum yang berbasis atau mengacu kepada kaidah­

kaidah atau norma-nonna hukwn yang terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan.71 Metode penelitian yang normatif disebut 

tiS ibid., PasaJ 1 Ayat 9. 

" --.-Y Undang-Undang Tentang Usaho. Mikro, Kecif dan Menengah, UU No.;20 
Tahun 2008. LNNo.: 93 Talmo 2008, Pasai 1 ayat 4. 

1il Ibid,, pasall ayat 3 Jo. Pasal 6 ayat 3. 

11SndikruJ Mertolrusumo, Penemuan Hul.:um Suatu Penganrar, eeL IJ, (Yogyakarta: 
Liberty, 2001), hhn.29. 
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Soetandyo Wignjosoebroto sebagal metode penelitian doktrinal72, 

Penelitian ini mengaeu kepada peraturnn perundang-undangan 

yang berkaitan dengan permasalahan serta penelitian terhadap 

bahan pustaka atau data sekunder berkenaan dengan pokok 

masalah yang hendak dibahas. Penelitian ini terutama akan 

mengaitkan peraturan perundang-undangan di bidang kemitraan 

dan revitalisasi pcrusahaan di bidang perkebunan. 

2. Data 

Data yang digW1akan dalam penelitian ini adalah data sekunder73
. 

Data sekunder terdiri dari: 

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, 

dan terdiri dari (a) norma atau kaedah dasar, yakni Pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945, (b) peraturan dasar, yang terdiri 

dari (i) Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945, (ii) 

Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, (c) 

peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari (i) Undang­

Undang dan peraturan yang setaraf, (ii) Peraturan Pemerintah 

dan peraturan yang setaraf, (ili) Keputusan Presiden dan 

peraturan yang setaraf, (iv) Keputusan menteri dan peraturan 

yang setaraf, (v) Peraturan-peraturan daerah, dan (vi) Bahan 

12Peneiitian hukum doktrinal adalab penelitian-peoolitian atas hokum yang dikom;epkan 
dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan atau sang pengembangnya. 
Di Indonesia, melode doktrinal lazim dikenal sebagai metode penelilian hukum yang normatif, 
untuk melawankan dengan metode peneHtian yang dikatakan terbilang empiris. Soetandyo 
Wignjosoebroto, H11f..11m, Paradigma, Metode. dan Dinamika Masalahnya: 70 tahtm Prof 
Soetandyo Wignjosoebrolo (Jakarta: Elsam, 2002), hl.m..l47-148. 

'Y)Istilah ini digunakan oleb Soeljono Soekanto. Data sekunder, antara lain., mencaknp 
dokumen-dokumen resrni, buku-bnku, basil-basil penelitian yang berwujud lapornn, buku harian 
dan seterusnya. Cirl-dri umum data sekuoder adalah: {i) pada umurnnya data sekunder dalam 
keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera; (ii) baik bentuk maupun isi data 
sekunder, lelah dibentuk: dan diisi oleb peneliti-pcneliti terdahulu, sehiogga peneliti kemudian, 
lidak mempunyai pengawasan terbadap pengumpulan, pengolab.an,. analisa maupun konst:n.J.ksi 
data; dan (ill) tidak terbatas oleh waktu maupun lempat. Soetjono Sockanlo, Pengantar Penelitian 
Hul..-um, ccL3, (Jakarta; UI Press, 2005), him. 12. 
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hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, 

seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 74 

b. Bahan huknm sekunder yang memberikan penjelasan mengemri 

bahan hukum primer hasil-hasil penclitian, basil karya dari 

kalangan hukum dan hallainnya.75 

c. Bahan hukum tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder; contohnya adalah kamus dan hallainnya. 76 

L'ntuk penelitian ini, bahan hukum primer berasal dari 

peraturan perundang-undangan di bidang perkebunan, perusahaan, 

penanaman modal, kemitraan dan peraturan lain yang terkait 

dengan masalah tersebut. Bahan hukum sekundet berasal dari 

buku-buku atau karya-karya di bidang hukum yang telah 

dipublikasikan terutama yang beihubungan dengan penelitian ini. 

Bahan hukum tertier berasal dari kamus, data-data lain yang 

berkaitan dengan informasi baik lisan maupun tulisan yang 

berhubungan dengan pene1itian ini. 

3. Teknik Pangumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian 

kepustakaan (library research) 77
, yaitu dengan mengumpulk:an 

bahan-bahan tertu!is yang berhubungan dengan topik yang dibahas 

berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, media intemet1 

74/bM, hlm.52. 

1$Ibid. Meourul Wigojoseobroto, bahan hukum sekuoder bemila.i penting juga untuk 
mengembangkan hokum dan ilmu hukuro. Bahan bukum sekunder ini umumnya terdiri alas karya­
karya akademis, mulai dari deskriptif s:ampai yang berupa komentar-komentar penuh kritik yang 
memperkaya pengetahuan orang tentang hukum positif yang berlaku (ius constit:tttl.lm) dan atau 
yang seharusnya berlaku (iPs constiruendum). Dalam makuanya yang formil, balmn-bahan hukum 
yang sekunder ini memang bukan hukum yang berlaku akan lelapi, dalam maknanya yang materill, 
bahan-bahan sekunder iru memang bahan-bahan yang betgwu:~ sekali untuk meningkatkan mutu 
hukumpositifyaog berlaku, Soetandyo Wignjosoebroto, Op.cit., him. I 55. 

76Soetjono Soekanto, op.cil., hlm.52. 

71penelitlan kepustakaan me:rupakan metode penelusuran sumber di perpustakaan, untuk 
menemukan data, informasi dan pengetahuan terolah. Soetandyo Wignjosoebroto, op.cit., hlrn.l4 L 
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majalah dan sumber-sumber lainnya, yang terkait dengan 

penelitian ini. Selain itu juga dilakukan wawancara (interview) 

dengan pimpinan perusahaan perkebunan swasta yang memillki 

lokasi perkebunan kelapa sa\\r:it di Pravinsi Kalimantan Tengah. 

G. SlSTEMATIKA PENELITIAN 

Penelitian ini terdiri dari lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub~bab 

sebagai berikut: 

1. BAB I merupakan Pendahuluan yang herisi Jatar belakang masalah 

penelitian mt, pokok permasalahan yang aka.n dibahas dalam 

penelitian mt. Dalam bab ini juga diuraikan mengenai lujuan 

penelitian beserta keterangan mengenai istilah-istilah yang dipakai 

dalam penelitian ini. Bah ini juga membahas mengenai metode 

penelitian yang dipakai da1am penelitian. ii1i beserta ringkasan isi 

dari masing-masing bab, 

2, Bah 11 merupakan urman dan penjelasan rnengenai kemitraan 

secara umum1 kemitraan perkebunan kelapa sawit, sejarah 

perkembangan kemitraan perkebunan di Indonesia, bentuk-bentuk 

kemitraan perkebunan dalam peraturan perundangan-undangan 

yang berlaku. dan aspek lingkungan perkebuuan. 

3. Bab Ill akan menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan 

revitaliasi perkebunan, pengaturan dalam peraturan perundang­

undangan yang berlaku, tujuan program, persyaratan program, hak 

dan kewajiban petani plasma, koperasi dan perusahaan. 

4. BAB IV akan menjelaskan mengenai kCJjasama kemitraan plasma 

perkebunan kelapa sawit dalam rangk:a revitallsasi perkebunan oleh 

perusahaan perkebunan swasta di Provinsi Kalimantan Bardt, Bab 
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im juga membahas mengenai dasar pertimbangan pelaksanaan 

proyek tersebut, kebijakkan program revitalisasi oleh pemerintah 

manfaat yang dapat diperoleh oleh rnasyarakat dan perusahaan 

perkebunan, ketentuan materil perjanjian plasma serta 

permasalahan-pennasalah yang timbul dalam pelaksanaan proyek 

tersebut. 

5- BAB V berisi KESIMPULA'l dan SARAN yang berisi jawaban­

jawaban terhadap rumusan masalah yang terdapat dalam Bab I 

beserta saran yang disampaikan peneliti. 
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BABJI 

TINJAUA.\'1 UMUM KEMJTRAAN PLASMA. PERKEBUNAN 

Dl INDONESIA 

A.. KEMITRAAN SECA.RA UMUM 

1. Pengertian Kemitraan 

Ian Linton seorang pakar ekonomi memberikan definisi 

kemitraan sebagai "suatu sikap menjalankan bisnis yang diberi ciri 

dengan hubungan jangka panjang, kerja sama bertingkat tinggi, 

saling percaya dan tiadanya kedudukan pembeli dan penjual 

Oari sudut ekonomi, kemitraan menggantikan 

hubungan pembeli dan penjual tradisional dengan suatu derajat 

kerja sama1 saling percaya serta memanfaatkan kealian setiap mitra 

usaha guna memperbaiki pcrsaingan secara keseluruhan di sini 

kerja sama diberi arah untuk perbaikan persaingan secara 

keseluruhan. 79 

Padanan kata kemitraan dalam bahasa Jnggris adalah 

''partnership... Menurut karnus hukum Black Law Dictionmy, 

yang dimaksud dengan partnership adalah, "a voluntary assoiation 

78 Ian Linton, Kemitraan. Meraih Keumungan Bersama (Parlnerslup [or Profit), 
diteijemahkan oleh Ularno Ciptowardojo (Jakarta;Haliarang, 1997), him. II . 

., lbid.,hlm.l5. 
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of 2 or more persons who jointly own and carry on a business for 

profit".so 

Sementara itu, menurut Pasal 1 Ayat 13 Undang-Undang 

Noor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Milcro, Kecil dan Menengah 

{selanjutnya dalam tesis ini disebut "UU No.:2012008") juncto 

Pasal 1 Ayat I Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 

Tentang Kemi!raan (selanjutnya dalam tesis ini disebut "PP 

l'io.:44/199T'), yang dimaksud dengan Kemitraan adalah: 

yaitu: 

"kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun 
tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, 
mempercayai, mernperkuat, dan mengunhmgkan yang 
melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
dengan Usaha Besar yang disertai dengan pembinaan dan 
pengembangan". Sl 

Dari definisi~definisi di atas~ dapat ditarik 4 unsur penting, 

1. Kemitraan adalah suatu kerjasama usaha; 

2. Pihak-pihak yang melaksanakan kcrjasama adalah Usaha 

Besal2 dan Usaha Menengah83 dan Usaha KecilR4 atau 

Usaba MJkro" {koperasi atau petani plasma); 

00 Bryan A Gartner, Black's Low Dictionary, Revised Eighth Edition. West Publishing 
Co, 2004. 

Sl Indonesra, Undang~Undang Tentang Usaha Milrm, Kccil dan Menengah, UU No.:20 
Tahun 200&, LN No.: 93 Tahun 2008, Pasal 1 Ayat !3 junto Peraturan Pemerintah Tentang 
Kemitraan, PP Nomor 44 Tahun 1997, LN No.:91 Tahun 1997, TBN No.:3715. Tahun 1997, Pasal 
1 Ayat 1. 

81 Berdasarkan Pasal l Ayat 4 UU No.:20/2008, yang dimaksud dengan lJsaha Besar 
ada!ah usaha ekonon:ti produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan ben;ih 
atau hasil penjualan tabunan lebih besar dari Usaha Menengah, y.ang meliputi usaha nasional milik 
negara atau swasta, usaha patungan, dan usaba asing yang melakukan kegiatan ekonon:ti di 
Indonesia. Indouesja, Undang~Undang Tentang Usaha Mikrc, Kedl dan Menengah, UU No.:20 
Tahun 2008, LN No.: 93 Tahun 2008, Pasal l Ayat l3 junto Peraturan Pemerintalr Tentang 
Kemflraan, PP Nomor 44 Tahun 1997, LN No.:91 Tahun 1997, TBN No.:3718 Tahun 1997, Pasa1 
1 Ayat4. 

,.3 Berdasarkan Pasal I Ayat 3 UU No.:20/2008, yang dimaks:ud dengan Usaha 
Menengah adalah usaha ekontlllti produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang 
perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan 
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3. Keijasarna tersebut mengandung unsur pembinaan dan 

pengembangan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar 

terhadap Usaha Kecil atau Usaha Mikro; 

4, Kerjasama tersebut dilakukan oleh 2 pihak yang merasa 

saling membutuhkan~ saling memperkuat dan saling 

menguntungkan. 

Menurut Johanes Ibrahim, karakteristik atau ciri umum dari 

suatu kerjasama yang dibuat oleh para pihak: dalam hal kemilraan 

adalah;86 

L timbul karena adanya keingian untuk mengadakan 

hubungan konsensual, di mana keinginan itu timbul bukan 

karena diatur oleb Undang-Undang (melainkan dari 

masing-masing pribadi para pihak); 

2, selalu melibatkan unsur-unsur seperti modal, peketja atau 

gabungan dari keduanya; 

3. pada umumnya terdiri atas perusahaan (firma) dan 

mitranya; dan 

4. dibentuk untuk memperoleh keuntungan bagi para pihak. 

yang dimililti, dil-uasai, atau moojadi bagian balk langsung maupun tidak langsung dengan Usaha 
Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasH penjualan tahunan sesuai 
kriteria. Adapun kriteria Usaha Menengah menurut Pasal 6 Ayat 3 adalah mentiliki kekayaan 
bcrsili lebih dari Rp500 juta Rupiah sampai dengan pahng banyak RplO miliar Rupiah tidak 
tennasuk tanab dan bangu.nan tempat usaha atau memiliki basil penjualan tahun.an Jebih dari 
Rp2,5 milyar Rupiah sampai dengan paling banyak Rp.SO milyar Rupiah. , Ibid., Pasall 
Ayat 3. 

~ 4 Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 UU No.:20/2003, yang dimaksud dengan Usaha Kecil 
adalah us aha ekonomi produktif yang betdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan at au 
badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, 
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsnng maupun !ldak langsung dati Usaha Menengah atau 
Usaha Besar yang memenulii kriteria. Adapun kritcria Usaha KedJ menurut Pasa16 Ayat 2 adalah 
memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50 juta sampai dengan paliug banyak Rp500 juta tidak 
termasuk tanab dan bangunan tempat usaha atau memiliki has.U penjualan !ahunan lebih dati 
Rp300 jura sampai dengan paling banyak Rp2,5 miliar. Ibid., Pasal 1 Ayat 2. 

55 Betdasarkan Pasa11 Ayat 1 UU No.:20/2008, yang dimaksud dengan Usaha Mikro 
adalah usaha produktif milik orang perorangan danlatau badan usaha perorangan yang memenuhi 
kriter:ia. Adapun knteria Usaha Mikro menurul Pasal 6 Ayat 1 adalah mernili.ki kekayaan bers:ih 
paling banyak Rp50 jma tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha amu memiliki basil 
penjualan tahuna.n paling banyak Rp300 juta. ~-· , Ibid., Pasai l Ayat L 

~6 Johannes Ibrahim, Hukum Organisasi Petusahaan: Pofa Kemilraan dan Radon 
Hukum, cet 1, (Bandung: PT. Refika Adilama, April2006), hlm.26-27. 
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Untuk bisa menarik minat Usaha Besar untuk mau 

melakukan kemitraan rlengan Usaha Kecil atau Usaha Mikro, maka 

setidak-tidaknya dibutuhkan tiga syarat dalam menarik investasi 

dapat diterapkan dalarn kemitraan. Ke-3 syarat investasi tersebut, 

yaitu: 87 

1. Economic opportunity, yaitu kemitraan mampu 

memberikan keuntungan secara ekonomis bagi Usaha 

Besar; 

2. Political stability, yaitu pelaksanrum program kemitraan 

akan san gat dipengaruhi stabilitas politik; dan 

3. legal certainty atau kepastian hukum. 

2. Penerapan Etika Bisnis Dalam Kemitraan 

Mengutip pendapat John L. Mariotti yang disampaikan oleh 

Mohammad Jafar Hafsah, ada 6 dasar etika beroisnis kemitraan. 4 

dasar etika yang pertama merupakan hubungan interaksi manusia 

dan selebihnya merupakan perspeh.iif bisnis. Keenam dasar etika 

bitlis tersebut adalah;88 

a. Karakter.lntegritas dan Kejujuran, 89 

Pengertian karakter seperti yang terdapat pada 

Kamus Besar Bahasa J:ndonesia adalah sifat kejiwa~ 

akblak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari 

yang lain. Dalam kemitraan diperlukan pelaku-pelaku yang 

berkarakter kuat tidak mudah putus asa. 

&? Ennan Rajagukguk, Hukum In.vestasi Di Indonesia: Anatomi Undang-Undang Nomor 
25 1'aln.m 2007 Tentang Penanaman Modal, cet. 1, (Jakarta; Fakultas Hul"um Universitas Al 
Azhar Indonesia, 2007), hlm.27. 

&S Muhammad Jatar Hafsab, Kemitraan Usaha: Kons~;psi Jan Strategi, cet. 2, (Jakarta, 
PT. Pustaka Sinar Harapan, 2000), hlm.47-5l. 

19 Pusat Penulisan dan Pengembangan Bahasa. /(Qmus Besar Bahasa Indonesia. 2008, 
Cet.9. Tahun 1999. 
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Pengertian integritas dalam Kamus Besar Bahasa 

fudonesia didefinlsikan sebagai sifat atau keadaan yang 

menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga merniliki 

potensi dan kemampuan yang memancarkan kewajiban. 

Kernitraan yang dibangun dengan integritas yang terpuji 

dari pelakunya akan mengbasilkan suatu bangun kemitraan 

yang kokoh dan tidak mudab terombang-ambing oleh 

beibagai hambatan. 

Pengertian k~ujuran dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia didefinisikan sebagai ketulusan hati dan 

marupakan sikap dasar yang harfiab dlmiliki oleh manusia. 

Kemitraan yang di awah dengan kejujuran dari pelaku yang 

bermitra dapat merupakan awal terbentuknya transparasi 

da1am segala manifestasinya. 

b. Kepercayaan. 

Kepercayaan yang teguh terhadap seseorong atau 

mitra merupakan modal dasar dalam menjalin bisnis. 

Pengertian kepercayaan dalam Kamus Besat Bahasa 

Indonesia merupakan anggapan atau keyakinan bahwa 

sesuatu yang dipercayai itu benar-benar atau nyata. 

Kemitraan yang direncanakan oleh dua pihak atau 

lebih dimulai atas dasar sikap saling mempercayai. 

Kegagalan dalam membangun kemitraan biasanya dimulai 

dari silcap yang saling mencurigai dan akhimya salirnh 

tidak percaya. 

c. Kornunikasi yang Terbuka. 

Komunikasi yang terbuka merupakan suatu 

rangkaian proses dirnana suatu informasi atau gagasan 

dipertukarkan secara transparan. Kemitraan senantiasa 

berkembang sesuai dengan tantangan dan masalahnya. 
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Kemitraan itu dina:mik, agar supaya dapat eksis bertahan 

maka kemitraan seialu memerlukan ide, gagasan dan 

informasi yang terus berkembang. 

Pertukaran informasi secara bebas oleh pelaku yang 

bermitra akan melahirakn suatu ide atau gagasan cemer1ang 

yang akan memicu kreativitas sehingga berdampak pada 

kegiatan atau usaha yang akan dilakukan. 

d. Adil. 

Secara harfiah adil diartikan tidak berat sebelah atau 

tidak mentihak. Kemitraan yang dilandasi sikap adil 

menunjukkan adanya pengorbanan dari pihak yang bennitra 

untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. 

Pengorbanan yang diberikan oleh satu pihak tidak berarti 

merupakan suatu kerugian melainkan suatu tindakan yang 

telah diperhitungkan derni meraih suatu nilai tarnbah yang 

maksimal. 

e. Keinginan Pribadi dari pihak yang bennitra. 

Sebelum dua pihak memulai untuk beketjasama 

dalam kemitraan maka pasti ada sesuatu nilal tambah yang 

ingin diraih oleh masingAmasing pihak yang bermitra. Nilai 

tambah ini sudah barang tentu tidak selalu diwujudkan 

dalam bentuk oilai ekonomi seperti peningkatan modal dan 

keuntungan, perluasan pangsa pasar,tetapi juga non­

ekonomi seperti penigk:atan kemampuan manaJemen, 

penguasaan teknologi dan kepuasan tertentu. 

Keinginan ini merupakan konsekuensi logis dan 

a1amiah dari adanya kemitraan. Batasan dari pencapaian 

keinginan tersebut harus didasari sampai sejauh mana 

kemarnpuan untuk memanfaatkan keinginan tersebut untuk 

memperkuat keunggulan-keunggulan yang dintilikinya, 
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sehingga dengan bennitra, te!jadi sinergi antara para pelaku 

yang bennitra sehingga nilai tarnbah yang diterima akan 

lebih besar. 

f. Keseimbangan antara insentif dan risiko. 

Kemitraan merupakan perpaduan antara risiko yang 

diberikan dengan hasil atau insentif yang diterima. 

Keseimbangan ini ak:an terns mewarnai petjalanan 

kemitraan. 

Dengan kala lain bagi pihak -pihak yang bennitra 

harus ada keinginan untuk memikul beban risiko yang 

dihadapi bersama selain menikmati keuntungan secara 

bersama. Keseimbangan ini harus terus di tumbuh 

kembangkan sebagai penjabaran dari aturan praktek­

praktek bisnis secara umum. Keinginan untuk mengambil 

risiko dari suatu usaha dapat diartikan sebagai awal dari 

keberhasiian kemitraan. 

Menurut Yusuf Wiblsono, setidaknya ada 3 prinsip penting 

dalam membentuk kemitraan adalah :"' 

I. Kesetaraan atau Keseimbangan (equity) 

Pendekat.annya bukan top-dawn atau bottom-up bukan pula 

berda.o.;ar kekuasaan semata, namun hubungan yang saiing 

menghormati, saling menghargai dan sallng percaya. Untuk 

menghindari antagonisme perlu dibangun rasa saling 

percaya. 

2. Transparasi. 

Transparasi diperlukan untuk menghindari rasa saling 

curiga antar mitra kerja. 

w Yusuf Wibisono, Membedah Konsep & Apliknsi CSR, cet2, (Jakarta: Fascho 
Publishing, November 2007), hlm.l09-l10. 
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3. Saling Menguntungkan. 

Suatu kemltraan harus membawa manfaat bagi semua pihak 

yang terlibat. 

3. Landasan Hukum Program Kemitraan. 

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 

perjanjian kemitraan dapat dilihat dan dibaca dalam berbagai 

peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 

!. UU No.201200&. 

UU ini mulai berlaku sejak 4 juli 2008 dan mencabut UU 

No. 9 tabun 1995 tentang Usaba Kecil. UU 2012008 ini 

terdiri dari II bah dan 44 pasal. Kernitraan dalam UU 

20/2008 terdapat dibab 8, Pasal25-37. 

2. PP No.: 4411997, terdiri alas 7 bah dan 30 pasaL 

Pertimbangan ditetapkan Peraturan Pemerintab ini adalah: 

a. untuk mempercepat perwujudan perekonomian 

nasional yang mandiri dan andal sebagai usaha 

bersama atas asas kekeluargaan~ diperlukan upaya­

upaya yang lebih nyata untuk menciptakan ildim 

yang rnarnpu merangsang terselenggaranya 

kemitraan usaba yang kokoh diantara semua pelaku 

kehldupan ekonomi berdasarkan prinsip yang 

sating memerlukan, saHng rnemperkuat dan saling 

menguntungkan; 

b. terwujudnya kemitraan usaha yang kokohl terutama 

usaha besar dan usaha menengah dengan usaha 

kecil, akan lebih memberdayakan usaha ked! agar 

dapat tumbuh dan berkembang semakin kuat dan 

memantapkan struktur perekonomian nasional yang 

semakin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi 
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serta meningkatkan kemandirian dan saing 

perekonomian nasioanal; dan 

c. untuk mempercepat terwujudnya kemitraan 

tersebut) terutama antara usaha besar dan usaha 

menengah dengan usah kecil, dipandang perlu 

menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai tata cara 

penyelenggaraan, 

pengembangannya, 

pembinaan dan 

3. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara 

Nornor: Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan 

Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan 

Progra:rn Bina Lingkungan, Keputusan Menteri Negara 

BUMN ini terdiri atas 12 bab dan 31 pasal. 

4 Bentuk dan Pola Kemitraan 

Bentuk dan pola kemitraan menurut UU No.:20/2008 

juneto PP No.:44/J997 adalah sebagai berikut:91 

I. pola lnH plasma; 

2. pola subkontrak; 

3. pola perdagangan umum; 

4. pola keagenan; 

5. pola waralaba; dan 

6. bentuk lainnya 

Pola inti plasma adalah hubungan kemitraan anta.ra usaha 

kecil dengan Usaha Menengah dan/atau besar yang di dalarnnya, 

Usaha Menengah dan Usaha Besar sebagai inti sedangkan Usaha 

Kecil sebagai plasma92
. 

91 lndonesia, Undang-Undrmg Tentang Usal1a Mikro, Kecil dan Menengah, UU No.:20 
Tahun 2008, lli No.: 93 Tahun 2008. Pasal 26 junto Peraturan Pemerintal1 Tenlang Kemitraan, 
PPNo.:44 Tahun 1997, LN No.: 91, TLN No.: 3718, Pasal3~5. 

9-i Departemen PErtanian, SiJYat Keputusan Menteri Pertanian Tentang Pedoman 
Kemitraan Usafla Pertanfan, SK Mentan No.:940/Kpts/OT.210/l011997, Pa,.al4 Ayat 2. 
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Di dalam pola inti plasma ini1 usaha menengah dan usaha 

besar sebagai inti melakukan pembinaan dan pengembangan usaha 

kecil sebagai plasmanya dalam hak-hak di antaranya: 93 

!. penyediaan dan penyiapan laban; 

2. penyiapan sarana produksi; 

3. memberikan birnbingan teknis manajemen dan usaha 

produksi~ 

4. perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang 

diperlukan; dan 

5. pembiayaan, dan pemberitahuan bantuan lain yang 

diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas 

us aha. 

Pola subkontrak merupakan hubungan kemitraan antara 

usaha kecil dengan menengah atau usaba besar yang di dalamnya 

usaha kecil mernproduksi komponen yang dlperlukan o1eh usaha 

menengah a tau besar sebagai bagian dari produksinya 94
• 

Pola perdagangan umum merupakan hubungan kemitraan 

antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang didalamnya 

perusahaan mitra yang di dalarnnya perusahaan mitra memasarkan 

basil produksi kelompok mitra atau kelompok rnitra memasok 

kebutuhan yang dipedukan perusahaan mitra.95 

Pola keagenan adalah hubungan kemitraan yang 

didalamnya kelompok mitra dibcri hak khusus untuk memasarkan 

barang dan jasa perusahaan mitra. 96 

Pola waralaba adalah hubungan kernitraan yang di 

datamnya: usaha menengah atau usaha besar pemberi waralaba 

!'J Indonesia, Peraturon Pemerintah Tenumg Kemitraan, PP No.:44 Tahun 1997,. LN No.; 
91, TLN No.: 3718, Pasal3. 

1011 lli:partemen Pertani:an, SuraJ Keputusan Menleri Pertanian Tentang Pedoman 
Kemitraan Usoha Penanian, SK Mentan No,;940/Kpts/OT.210/10/1997, Pasal4 Ayat 3. 

95 Ibid., Pasal4 Ayat 4. 

%Ibid., Pasal4 Ayat 5. 
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memberiakan hak pengguna lisensi, merek dan saluran distrihusi 

perusaan kepada usaha kecil penerima waralaha dengan disertai 

bantuan, bimbingn manajemen 97
• Penga:turan mengenai kemitraan 

bisnis waralaba telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 16 

tahun 1997 tentang waralaba. Di dalarn peraturan pemerintah 

tersebut, kemitraan dengan pola waralaba ini ditentukan:98 

1. usaha besar dan atau usaha menengah yang bermaksud 

memperluas usahanya dengan memberi waralaba, 

mernberikan kesempatan dan mendahulukan usah kecil 

yang memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai 

penerima waralaba untuk usaha yang bersangkutan; dan 

2. perluasan usaha oleh usaha besar dan atau usaha menengah 

dengan ca.ra membuka waralaba di kabupaten!kotamadya 

dati Il di luar ibukota provinsi hanya dapat dilakukan 

melalul kemitraan dengan usaha kecil. 

5. Sumber dan Dana Program Kemitraan99 

Dalarn Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor Kep-

236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha 

Kecil dan Program Bina Lingkungan telah ditentukan dua macam 

program yang dikembangkan oleh BUMN, yaitu: 

1. program kemitraan; dan 

2. program binalingkungan. 

Program kemitraan merupakan program untuk 

meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tanggub dan 

mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN di 

91 H, Satun. HS, Perkembangan Hukum Kon/r(Jk; Diluar KUH Perduta, cetl, (Jakarta: 
PT. Rajagrallndo Persada, 2006), hlm.188. 

9!) Ibid. 

99 Departemen Ke:roentrian Negata BtB.1N, Kepuiusan Menieri Negara BUMN umtang 
Program Kemirraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Blna Lingfrungt:rn, Kepmen No.: 
Kep-236/MBUi2003. 
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wilayah usaha BUMN tersebut melalui pemanfaatan dana dari 

bagian laba BUMN. 

Masing-masing program itu sumber dana bentuk 

penggunaannya adalah berbeda antara satu dengan lainnya. Swnber 

dana program kemitraan berasal dari: 

1. penyisihan laba setelah pajak sebesar 1% (satu persen) sld 

3% (tiga person); 

2. hasil bunga pinjaman, hasil bunga deposito dan atau jasa 

giro dana program kemitraan setelah dikurangi beban 

operasional; dan 

3. pelimpahan Dana Program Kemitraan dari BUMN lain,jika 

ada (Pasal 8 Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor 

Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan BUMN 

dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan). 

Dana program kernitraan itu dapat digunakan dalam 

bentuk: 

I. pinjarnan untuk modal ke~a; 

2. pinjaman khusus; dan 

3. hibah. 

Pinjaman Wltuk modal kerja merupakan ptn;aman yang 

diberikan kepada usaha kecil untuk membiayai: 

1. modal k~a; dan atau 

2. pembelian aktiva tetap. 

Modal kerja dan pembelian aktiva tetap itu digunakan 

dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan. Pinjaman ini 

dapat digunakan untuk membeli: 

I. mesin dan alat produksi; 

2. aiat bantu produksi; dan 
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3. lain sebagainya yang dapat meningkatkan produksi dan 

penjualan produk mitta binaan. 

Pinjaman khusus mcrupakan pmJaman yang diberikan 

kepada usaha kecil untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan 

kegiatan usaha mitra binaan yang bersifat jangka pendek dalam 

rangka untuk memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan. 

Pinjaman khusus ini digunakan untuk: 

l, mernbiayai kebutuhan dana pelaksanaan; 

2. sifatnya jangka pendek. Jangka waktunya satu uahun; 

3. untuk pemenuhan pesanan dari rekanan usaha mitra binaan. 

Hibah digunakan untuk membiayai: 

l. pendidikan; 

2. pelatihan; 

3. pernagangan; 

4. promosi; 

5. pengkajianlpenelitian; dan 

6. hal-bal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas 

mitra binaan~ 

B. PERJANJIAN KEMITRAAN PERKEBUNAN 

1. Pengertian Kemitraan Perkebunan 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 

940/Kpts/OT.2!0/IOII997 Tentang Pedoman Kemitraan Usaha 

Pertanian (selanjutnya dalam tesis ini disebut "Kepmentan 

No.:9401199T'), yang dimaksud dengan Kemitraan Pertanian 
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adalah 1'kerjasama usaba antara Perusahaan Mitra100 dengan 

kelompok mitra di bidang usaha pertanian101
". 

2. Sejarah Program Kemitraan Perkebunan Di Indonesia. 102 

Untuk sampai pada situasi saat ini, bangsa Indonesia telah 

meniti sebuah sejarah panjang. Tak pelak lagi perkebunan dengan 

seluruh dimensinya yang mencakup komunitas, perdagangan, 

industri dan areal perkebunan itu sendiri telah menorebkan sejarah 

dengan warna tersendiri dalam sejarah Indonesia. Semenjak 

rempah-rempah menjadi barang mewah kerajaan-kerajaan di dunia 

beberapa abad sebelum Masehi, serta ditunjang oleh keahlian orang 

Indonesia mengarungi lautan dan mampu berlayar lintas negara, 

gugusan kepulauan Nusantara dari Barat hingga ke Timur menjadi 

layaknya harta karun perkebunan yang sangat kaya. 

Kemewahan rempah-rempah menjadi incaran Belanda 

untuk memonopoli perdagangan di Jawa, Makasar dan Ma:luku. 

Tak dapat dipungkiri bahwa rempah-rernpah yang bemilai ekonomi 

tinggi pada saat itu, telah menarik perhatian dan menjadi motivasi 

utama bangsa-bangsa Eropa datang ke Nusantara. Salah satu 

bangsa Eropa yang berhasil menapakkan kakinya di nusantara 

adalah bangaa Belanda. Kemenangan Belanda ditandai oleh 

metode penundukan barn berupa monopoli perdagangan. 

Pada akhir abad ke 18 Belanda mengalihkan fokus 

perdagangan kepada taruunan pertanian lain yang bukan tergolong 

100 Berdasarkan Pasa.l 1 Ayat f Keprnentao No.:940/1997, yang Oimaksud dengan 
:Perusahaan Mitra adalah perusabaan pertanian a!.nu perusahaan bidang pertanian baik swasta atau 
pun BUMN maupun BUMD yang melak:ukan ke:jasama dengan kelompok mitr.~:. Departemen 
Pertanian, Surat Kepulusan Menteri Pertanian Tenlang Pedonum Kemitraan Usaha Pertanian, 
SK Men tan No.:940/Kpts!OT .21Oft 0/1997 

101 Departemen Pertanian, Sural Keputusan Menten· Pertanian Tentang Pedoman. 
Kemiiraan Usaha Penanian, SK Mentan No.:940/KptSIOT.210/10/1997, Pasall Ayat a. 

101 "Perkebunan Dalam Lintasan Zaman", Dlrek:torat Jenderai Perkebunan Departemen 
Pertanian, httn:/lditien_b_tm,..dxntan go.ldf/index.php'?Q,PJ,i,Qo:::wm content&tasl.=v~.}J::~~298&!te, 
diakses 2-4 Februari 2009. 
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barang mewah, seperti kopi, tembakau, tebu, diikuti seabad 

kemudian kina, teh, karet, kelapa sawit. Kiranya kekalahan 

persaingan perdagangan antara Belanda dan Inggris menjadi 

pemicunya. Tanaman-tanaman perkebunan terakhlr itu ba.ru 

menguntungkan manakala dikerjakan oleh buruh berupah rendah 

bahkan tak berupah dan laban berharga murah. 

Dengan pengelolaan seperti ini, keuntungannya yang 

diperoleh begitu besar, bahkan marnpu mengangkat Negeri 

Belanda lepas landas. !nilah alasan utama yang membuat Belanda 

mengubah strategi pengelolaan dan penguasaan tanarnau komersial 

dari yang semula hanya melakukan perdagangan dengan rakyat 

yang bertindak: sebagai produsen, menjadi pengelolaan yang her­

basis korporasi. Pemerintab Hindia Belanda dan pengusaha­

pengusaha Belanda secara ambisius membangun secara besar­

besaran korporasi yang memproduksi dan memperdagangkan tana­

man komersiai. 

Penguasaan Bclanda atas komoditas perkebunan, 

khususnya yang di kelola oleh korporasi, berakhir ketika tetjadi 

pengambil alihan selurub korporasi Belanda oleh pemerintab 

Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 

menjadi jembatan ernas untuk mengurai kabut penjajahan, yang 

secara ekonomis lebih berupa penguasaan perkebunan. 

Untuk memastikan manfaat bagi hangsa Indonesia~ 

nasionalisasi atau pengambilalihan kepemilikan perkebunan besar 

dari negara asing kepada pemerintab Indonesia dilakukan berkali­

kali. Pertama, sebagai konsekuensi dari kemenangan Indonesia 

dalam Konferensi Meja Bondar tahun 1949. Kedua, sebagai 

perwujudan deklarasi ekonomi untuk kemandirian bangsa pada 

tanggal 10 Dcsember 1957. Ketiga, dalarn rangka konftontasi 

dengan Malaysia pada tahun !964. Perkebunan-perkebunan besar 

milik Belanda dinasiona1isasl menjadi milik pernerintah Republik 

Indonesia. Dalam proses nasionalisasi perkebunan, terlihat nyata 
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jiwa patriorisme dan nasionalisme yang kuat yang menginginkan 

kedaulatan ekonorni harus berada di Iangan bangsa sendiri. Inilah 

sebuah tonggak sejarah yang menunjukkan kemampuan bangsa ini 

untuk mengelola perusahaan perkebunan tanpa tergantung pada 

keahlian bangsa Belanda. 

Seiring dengan kernampuan pemerintah Indonesia 

melakukan nasionalisasi perkebunan besar milik Belanda. 

perkebunan raky-dt yang dikelola para pekebun atau petani kecil 

terus melakukan ekspansi, relatif tanpa bantuan pemerintab. 

Bahkan dapal dikatakan tak terjadi keljasarna antara perkebunan 

besar dan perkebunan rakyat Masing-rnasing berjalan sendiri 

sesuai dengan kepentingan dan kemampuan masing~masing. 

Nasionalisasi perkebunan segera diikuti oleh konsolidasi 

man:ajemen perkebunan negara dan pengembangan perkebunan 

takyal yang diatur pada satu kesatuan struktur dalam 

pemerintahan. 

Lahimya pemerintahan orde baru disertai dengan 

dilansimya program pembangunan yang dikenal dengan sebutan 

Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun), membuat 

perkebunan kembali dilirik sebagai salah satu seklor paling 

berpotensi untuk menghasilkan devisa negara, 

Langkah pertama dimulai dengan tambahan modal dan 

peningkatan kemampuan Perkebunan Besar Negara (PBN). Setelah 

itu, dimulailah langkah yang juga merupakan tonggak barn 

pengelolaan perusahaan perkebunan di !ndonesia yaitu 

menggabtmgkan kekuatan Perkebunan Besar Negara dengan 

Perkebunan Rakyat. Penerapan pol a pikir baru ini dilakukan pada 

pola Nucleus Estate Smallholder ("NES"), kemudian berubah 

menjadi Perkebtman Inti Rakyat ("PIR") sejak awall980-an. 

Sejak saat jtu po1a P1R sangat mewarnai pembangunan 

perkebunan di !ndonesia. Langkah selanjutnya di akbir dekade 

1980-an ialah menggunakan kesuksesan ini sebagai pemantik 
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modal swasta untuk mendirikan Perkebunan Besar Swasta (PBS) 

baik dengan pernbangunan yang memanfa.atkan Hak: Guna Usaha 

(HGU) maupun melalui pola yang berdampingan dengan rakyat di 

wilayah-wilayah transmigrasi yang terpencil dan di pesisir. 

Ketanggullan perkebunan teruji manakala krisis rnoneter 

melanda Indonesia. Kekuatan gelombang krisis bisa dibayangkan, 

karena mampu menghancurkan perekonomian Indonesia. Namun 

jusbU di atas krisls itulah perkebunan memberikan manfaat 

terbesar bagi pelakunya. Tidak saja diperoleh manfuat dadakan dari 

ekspor (windfall profit) sebagai akibat pelemahan nilai tukar rupiah 

terhadap dolar Amerika. Perkebunan menjadi salah satu penopang 

penting hangsa Indonesia dalam menghadang krisis rnoneter, 

Demokratisasi ini melahirkan serangk:alan konsekuensi 

pengaturan sekaligus manfaat tersendiri. Demokratisasi 

membutuhkanjaringan hubungan yang simetris dan setara di antara 

semua pihak: yang terkait dengan perkebunan: Perk:ebunan Besar 

Negara (PBN), Perkebunan Besar Swasta (PBS), Perkebunan 

Rakyat (PR), pemerintah, konsumen di dalam dan luar negeri, 

Iembaga pendukung penelitian dan pengembangan, lembaga 

pendanaan. input produksi, pemasaran. Tidak rnengherankan 

pengembangan perkebunan masa kini ditegaskan di atas 

pengembangan jaringan hubungan antar pihak. 

Peran penting perkebunan akan semakin meningkat di masa 

depan. Krisis ene.tji dunia teJah menempatkan posisi perkebunan 

pada tingkat yang sangat penting. Perkebunan tak lagi hanya terkait 

masalah pangan, tetapi k:ini perkebunan berada di persimpangan 

kepentingan antara food, feed dan fuel. Seluruh dinamika s'liarah 

perkebunan menarik perhatian terutama dalam melctakkan dan 

meningkatkan peran di masa mendatang. Sejak awal kemerdekaan 

sudah terpampang kuat hasrat untuk menyejahterakan rakyat seba­

gai pekebun, pekelja perkebunan, maupun yang memperoleh 

manfaat tidak langsung dari usaha perkebunan. Di atas itu semua 
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perkebunan masih tetap dan alum terus menjadi sumber 

kemakmuran bangsa ini. 

Tabell. Sejarah Perkembangan Kemitraan Usaha Perkcbunan 

di Indonesia 

Periode Nama Proeram dan Pelaksanan 
Pelitall: 1977 Pola Nucleus Estate Smallholder C"NES") oleh 

Pcmcrintah dan Bank Dunia. Karet di Sumatera 
Utara dan Sumatera Selatan. 

Pelita ill: 1978-1983 , Lanjuta Pola NES di daerah baru PIR 
' Transmigrnsi. 

PelitaN: 1983-1988 Laniuta Pola NES di daerah baru. 
Pelita V: 1988-1993 Lanjuta Pola NES di daerah baru PIR 

Transmigrasi. 
1999 (SK Meahutbun PIR Kemitraan (dana KKP A) melalui 5 pol a 
No.107/Kpt>-llll999) pengembangan perkebunan: 

• Pola 1: Koperasi Usaba Perkebunan {100% 
saham koperasi). 

• Pola 2: Patungan Koperasi dan Investor (65% 
saham Koperasi). 

• Pola 3: Patungan Investor dan Koperasi (~/0 
saharn Koperasi). 

• Pola 4: Built, Operation, Transfer (BOT) . 

• Pol a 5: Bank T abungan Ncgara (B1N} 
- ' Sumber Inlormasc Forum Penehtmn Agro EkonomL Volume 24 Nomor l, Juli 2006. 

3. Labar Betakang Perlunya Kemitraan Perkebunan. 

Perusahaan perkebunan keJapa sawit banyak berhubungan 

dengan masyarakat sehingga rawan konftik berkaitan 

hukum,politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Komunitas sosia1 

sekarang cenderung semakin terdidik, mengerti, dan sadar hak 

(jaringan mudah), sehingga semakin agresif menuntut haknya. 

Kadang-kadangjuga mudah dimanfltatkan pihak ketiga. '" 

103 Sunarko, Budi Daya don Pengelolaan Kebun Kelapa Sawtt Dengan Sistem Kemifraan, 
cet l, (Jakarta: PT. Agromedia Pustaka, 2009), hlm.S. 
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Menurut Snnarko, Jatar belakang perusahaan perkebunan 

merasa perlu untuk mengadakan perjanjian kerjasama kemitraan 

antara lain berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:104 

a. Adanya konflik sosial masyarakat di lingkungan 

perkebunan) 

Lingkungan perkebunan kini sudah berubah. 

Awalnya perusahaan pertcebunan sangat dihormati dan 

disegani oleh masyarakat, tetapi sekarang sudah menjadi 

bag1an dari masyarakat Perusahaan juga harus menyadari 

adanya perubah.an sifat sosial masyarakat yang kini 

cenderung individual, berselera global, mudah stres, dan 

emosional. 

Hal ini menyebabkan potensi konflik antara pihak 

perkebunan dengan masyarakat sekitar meningkat 

Beberapa bentuk konflik yang sering mencuat di 

perkebunan di antaranya penjarahan basil kebun, klaim atas 

laban perkebunan, ancaman terhadap karyawan, perluasan 

aset perkebunan, tuntutan pencemaran lingkungan, dan 

demo burub. 

b. Pengembangan masyarakat (Community Development). 

Latar belakang dibentuk:nya sistem kemitraan bagi 

perusahaan adalah pengembanga.n masyarakat dengan cara 

membentuk kepercayaan masyarakat, mengelola 

pengharapan masyarak:at, dan menjalankan kompetensi. 

Pengembangan potensi masyarakat sekitar juga diperlukan 

untuk mengurangi konflik sosial. Program pengembangan 

masyarakat olch perusahaan dilakuk.an rnelalui Community 

Development (CD) dan Corporate Social Responsibility 

(CSR). 

Beberapa kegiatan dan program Community 

Development (CD) dan Corporate Social Responsibility 

1'* Ibid., hlm.S-10. 
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(CSR) diantaranya dengan memberikan pengbonnatan 

kepada adat dan budaya setempat, teibukanya kesempatan 

kerja, tersedianya infrastruktur ekonomi masyarakat dan 

fasilitas urnurn masyarakat. Citra positlf tentang tanggung 

jawab perusahaan inti akan mulai terbentuk sehingga 

mampu membangun harrnonisasi hubungan dengan 

masyarakat untuk jangka panjang. 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan105 

perusahaan akan dibahas secara singkat dalam tesis ini. 

Berdasarkan Pasal 74 Ayat I Undang-Undang Nomor 40 

Talllin 2007 tentang Perseroan Teibatas (untuk selanjutnya 

dalam tesis ini disebut "UUPT"), mewajibkan Perseroan 

yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau 

berkaitan dengan surober daya alam wajib melaksanakan 

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan"'"· Kewajiban 

tersebut diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi 

nomor 53IPUU-VU2008 tanggal15 April2009107 

Dengan demikian, perusahaan perkebunan kelapa 

sawit dapat dikategorikan sebagai perusaan yang memiliki 

usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam. Oleh 

karena itu, wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan. 

Namun demikian, menurut pendapat Hendrik Budi 

Untung, CSR seharusnya tidak diletapkan besarannya oleh 

ms Berdasarkan Pasal 1 Ay&t 3 UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, y.mg 
dimaksud dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komltmen perseroan untuk 
berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kl.lali.tas kehidupan 
dan lingkuogan yang bennanfaat, balk l:tagj Perseroan sendiri, komnnitas setempat, maupun 
ma<;yarakat pada umumnya. Indonesia, Um!ang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU No.40 
1ahun2007, LN No.: 106, TBNNo.: 4756,Pasall AyatJ. 

to& Indonesia, Undang-Undang Tentang Perseroan 1'erbatas, UU No.40 tabun2007, LN 
No.: 106, TBN No.: 4756, Pasaf 74 Ayat 1. 

WJ Mahkamah Konslitusi, Putusan Mahkamah Konslitusi Tentang Tanggung Jtnvab 
Sosial dan Lingkungan, Putusan No.:53/PUU~Vll2008 tanggall5 Apri12009, 
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Pemerintah. Jika CSR diatur seperti itu, maka Indonesia 

akan menjalankan ketentuan yang tidak lazim dalam 

praktek bisnis intemasional. Hal inl bisa menjadi kerikil 

tajam dalam iklim investasi. CSR perlu dipahami sebagai 

komitmen bisnis untuk melakukan kegiatan bisnis secara 

beretika dan berkontribusi dalam pembangunan yang 

berkelanjutan melalui kerjasama dengan pemangku 

kepentingan. 108 

4. Pola Kemitraan Perkebunan109 

Kernitraan perkebunan, ada 5 hentuk yang diperkenalkan 

yaitu: inti plasma, sub kontrak, dagang umum, keagenan, dan 

bentuk -bentuk lain seperti kerjasama operasional agribisnis. 1 10 

Pola inti plasma clan sub kontrak hampir sama, yaitu 

merupakan hubungan kemitraan antara kelornpok mitra dengan 

perusahaan mitra, yang di dalamnya kelompok mitra memproduksi 

komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari 

produksi.tll 

Pola Dagang Umum mernpakan hubungan kemitraan antara 

kelompok mitra dengan perusahaan rnitra, yang didalamnya 

perusahaan mitra memasarkan hasil produksi kelompok mitra atau 

kelompok mitra rnemasok kebutuhan yang diperlukan perusahaan 

mitra. tt2 

101 Heodrik Budi Urttung, Corporate Social Responsibility, cetJ, (Jakarta: PT. Sinar 
Gra:fika, Maret 2008}, hlm.17, 

100 Sunark(\ Budi Daya dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sa wit Dengan Sistem Kemirraan, 
cet, I, {Jakarta: PT. AgromediaPustaka, 2()09), hlm.ll-17. 

110 Deparlemen Pertan.ian, Keputusan Menteri .Per/onian Tentang Pedoman Kemirraan 
Usaba Pertanian. Kepmeman No.:940/Kpts/OT.210/l0/l997, Pasal4 A)-at I. 

111 Ibid., Pasal4 Ayat 2 dan3. 

m ibid., Pasal 4 Aya1 4. 
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Pola keagenan merupakan hubungan kemitraan, yang 

didalamnya kelompok mitra diber hak khusus untuk memasarkan 

barang dan j asa us aha perusahaan mitra. 113 

Pola KOA merupakan hubungan kemitraan, yang 

didalamnya kelompok mitra menyediakan laban, sarana dan 

tenaga., sedangkan perusahaan mitra menyediakan biaya atau 

modal daru'atau sarana untuk mengusahakan atau 

membudidayakan suatu komoditi pertanian. 

Secara garis besar, di indonesia pola kemitraan yang paJing 

sering dipergunakan adalah pola inti plasma. Terdapat tiga _pola 

kemitraan inti plasma, yaitu Pol a PIR, Pol a KKP A, dan Pol a PRP. 

a. Kemitraan Pola PIR 

Kemitraan Perusahaan Inti Rakyat (PIR) merupakan 

kemitraan perkebunan generasi pertama yang dimulai pada 

tahun 1980-an. Prugrum PIR merupakan pola 

pengembangan perkebunan rakyat dengan menggunakan 

perkebunan besar sebagai inti dan sekallgus sebagai 

pelaksana pengembangan kebun plasma. Pola ini awalnya 

dibangun perusahaan perkebunan negara untuk masyarak:at 

di wilaayh pedesaan. 

Dalarn po1a ini, perkebunan besar rnembangun 

kebun inti, pabrik, 1a1u membangun plasma. Secara rinci~ 

pekeljaan pembanganan program PIR meliputi tiga tahap. 

Tahap pertama, perusahaan inti melaksanakan 

pembangunan kebun. Pada tahap kedua, dilakukan 

pengalihan kebun kepada petani plasma dan akat kredit 

konversi. Selanjutnya, tahap ketiga dilakukan 

pengembatian atau pe!unasan !credit (hutang petaoi). 

Tanaman kelapa sawit dlkonversi kepada 

masyar<lkat (petani plasma) setelah dirasakan cukup 

menghasilkan, disertai tanggung jawab untuk memelihara 

113 Ibid., Pasal4Ayat5. 
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kebun dan mengelola usaha taninya. Petani plasma yang 

diberi tanggung jawab untuk mengembalikan !credit 

Jnvestasi pembangunan kebun plasma terhadap perbankan. 

Program PIR sangat balk dan bermanfaat bagi 

masyarakat, setidaknya mampu membuka isolasi wilayab 

dengan dibangunnya jalur transportasi. Program PIR Ielah 

mampu menggerakan perekonomian di daerah pedalaman 

karena berputamya uang dalam jumlah besar. Namun di 

lapangan, program PIR banyak menghadapi kendala, baik 

kendala teknis buudidaya perawatan kebun maupun kendala 

non teknis seperti manajemen ekonomi rumah tangga 

petani. 

Permasalahan teknis yang menonjol dari program 

PIR adalah kondisi tanaman yang populasinya tidak penuh 

(kerapatan tanaman di bawah standar, kurang dari 136 

pohon per hektamya) dan perturnbuhannya tidak standar. 

Hal ini mengakibatkan produktivitas rendah dan terus 

merosot (kurang dari 12 tonlhektareltahun). Ditambah lagi 

dengan perilaku petani yang kadang tidak sesuai aturan 

teknis budi daya tanaman. 

Produktivitas kebun plasma yang rendah 

menyebabkan PKS kekul1lllgan bahan baku. Akibatnya, 

PKS teipaksa mengurangi waktu pengolahan dan terkadang 

IOipaksa rnengurangi k:aryawan. Selain itu, kualitas TBS 

petani yang rendah (rendemen minyak di bawah 20%) 

menyebabkan pendapatan petani kurang dan tidak mampu 

membiayai pemeliharaan kebun dengan baik 

Sementara itu, pennasalaha.n nonteknis yang sering 

terjadi adalah macetnya pengembalian !credit dari petani. 

Secara tidak langsung masalah ini sebenarnya merupakan 

efek lanjut dari masalah teknis. Hasil kebun yang redah 
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mengakibatkan pendapatan petani berkurang dan tidak 

mampu membayar kredit. 

Babkan tak jarang petani yang lebih mernilih 

menjual kavelingya atau menjual hasilnya kebun pada 

pihak lain untuk menghindari pembayaran kredit. Selaln 

karena faktor pendapo!an perani, kredit mace! disebabkan 

oleh kurangnya sosialisasi nilai kredit seehingga banyak 

petani yabg tidak paharn. Selaln itu, mungkin juga 

disebabkan oleb pihak perbankan atau perosahaan inti yang 

kuang aktif dalarn melekukan penagihan. 

Masalah-masalah yang terjadi di lapangan etrsebut 

utamanya dipicu olah kurangnya pembinaan dan 

Pendampingan dari dinas(instansi) terkait rnaupun dari 

pihak perusahaan inti setelah kebun diserahkan kepada 

petani plasma. Ditamhah lagi, pendekatan perusahaan 

banyak hanya berorientasi kepada produksi. Nyatanya 

dengan kurangnya pembinaan dan pendarnpingan 

menjadikan produktivitas kebun menurun. 

Pembinaatl yang kurang menjadikan pemberdayaan 

tidak beljalan lntensitas hubungan_yang kurang juga 

menjadikan kesaman persepsi tidak tercapai dan 

keharmonisan hubungan tidak dapet terwujud. Akhimya1 

perusahaan dan petani mendapatk:an kerngian. 

Permasalahan kernitraan juga terjndi karena 

lernahaya peran kelembagaan petani, termasuk kelompck 

tani dan koperasi. Pembinaan dan pemberdayaan petani 

masih sangat kurang, akhirnya kelembagaan petani tidak 

berkembang dan kurang berfungsi sebagai penggerak dalarn 

usaha tani. Selaln itu, gaya hidup petani cenderung lebih 

kearab konsumtif sehingga pendapatan tidak menutup 

pengeluaran. Kadang-kadang masalah juga disebabkan 

karena perilaku dari pihak ketiga secara tidak bertanggung 
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jawab memprovokasi dan menjadikan kondisi kemitraan 

menjadi kurang kondusif. 

b. Kernitraan Pula KKP A 

Berdasarkan kernitraan dengan pola PlR, kebun 

plasma kurang terawat dan produktivitas rendah, sehingga 

perusahaan inti mengalami kekurangan pasokan TBS dan 

angsuran kredit rnenjadi macet. Pola PIR juga menjadikan 

petani banyak yang menjual TBS ke perusahaan lain untuk 

menghlndari angsuran, bahkan menjual kavelingnya. 

Ban yak kendala dan dampak negati f yang terjadi 

pada petani, perusahaan, maupun bank Ka:rena itu, 

pemerintah mulai mencari pula lain yang diharapkan dapat 

memperbailri pola PIR, yakni dengan lebih banyak 

memberikan tanggung jawab kepada perusahaan inti dan 

memperbaiki peran kelembagaan petani plasma. Akhlmya 

dibentuk pola KKP A (kredit koperasi primer kepada 

anggota). 

Kemitraan pol a KKP A merupakan pola kernitraan 

perusahaan inti dan petani dalam wadah koperasi untuk 

meningkatkan daya guna !allan petani peserta dalam usaha 

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para anggota 

melalui !credit jangka panjang dari bank. Perusahaan inti 

sebagai pengembang melaksanakan pembangunan kebun 

kelapa sawit untuk petani peserta dengan biaya 

pembangunan dri !credit bank hingga tanaman kelapa sawit 

rnenghasilkan. 

Perusahaan tnii JUga membangun kelembagaan 

petani sebagai wabah pernbinaan dan bimbingan bagi 

petani peserta budidaya dan manajemen perkebunan kelapa 
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sawit. Pembinaan minimum dilakuk:an selama satu sildus 

tanam. 

Pada pola kemitraan KKP A,perusahaan inti 

bertanggung jawab atas pengembalian kredit bank. 

Angsuran kredit ini diarnbil dari pemotongan basil jual TBS 

dari petani plasma. Artinya, petani wajib menjual hasil 

kebuonya pada perusahaan inti. Dalam hal ini, perusahaan 

inti wajib membeli basil TBS petani plaslllll dengan harga 

plasma yang telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang. 

Se1ama proses ini, koperasi sebagai wadah petani 

berhak melakukan pengawasan pada perusahaa inti. 

Selanjutnya, setelah sernua kewajiban petani anggota 

terselesaikan, perusahaan inti wajib menyerahkan sertiflkat 

kebun kepada petani. 

Diharapkan tidak ada perbedaan pengelolaan kebun 

antara kebun inti dan kebun plasma, baik selama masih 

dikelola perusahaan maupun setelah kebun plasma 

dikonversi kepada petani atau kelompok tani. Standar 

teknis pemeliharaan diharapkan kebw1 masih tetap terjaga. 

Pembinaan dan pendampingan yang tidak tetputus 

diharapkan membuat produktivitas kebun menjadi lebih 

optimal. 

Kemitraan pola KKPA lebih haik daripada pola PIR 

karena tanggung jawab perusahaan inti lehih besar1 

terutama yang berkaitan dengan pengembalian kredit 

pemhangunan kebun. Adanya kepentingan untuk 

mendapatkan hahan baku TBS untuk PKS perusal1aan inti 

menjadikan pembinaan kepada petani anggota lebih efektif. 

Dampak positifuya adalah produktivitas kebun 

menjadi lebih baik, pendapatan petani lebih balk, dan 

angsuran kredit menjadi lebih lancar. Kernungkinan 

beralihnya kepemilikan kaveling pun makin kecil. Selain 
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itu, akan tercipta kesadaran petani untuk menjalankan 

fungsi pengawasan kegiatan operasional kebun. 

Namun, pacta kemitraan pola KKPA kendala dapat 

pula teljadi, terlebih setelah kebun diserahkan ke petani. 

Beberapa di antaranya adalah ketidakseragaman petani atau 

kelompok tani dalam mclakukan tanggung jawabnya untuk 

mengelola kebun setelah kebun diserahkan. Ada petani 

yang sangat serius dalam perawatan kebun, ada juga petani 

yang kurang perhatian terhadap kebunnya. 

Pola KKP A di Bangka dikembangkan dan 

dimodifikasi menjadi pola KKSR (Kebun Kelapa Sawit 

Rakyat) yang difasilitasi oleh pemerintah seternpat. Pola 

kemitraan KKSR melibatkan petani, pemda, dan 

perusahaan Wltuk membangun kebun kelapa sawit. Petani 

sebagai peserta menyediakan lahan dan tenaganya. 

kemudian pemda setempat menyediakan bibit da 

pembinaan dari segi teknik budidaya maupun manajemen 

usaha taninya. 

Pola KKSR sebenarnya hampir sarna dengan pola 

KKP A. Perbedaannya adalah petani dituntut lebih mandiri 

daripada pola KKPA. Sejak awal pernbangunan kebun, 

petani sudah mulai dilepas dan hanya dibimbing oleh 

perusahaan inti bersarna dengan dinas terkait (dinas 

perkebunan). 

C. Kemitraan Pola Program Revitalisasi Perkebunan. 

Pemerintah menyiapkan program revitahsasi 

perkebunan (PRP) yang merupakan kemitraan perkebunan 

generasi II pada tahun 2006. Berdasarkan pedoman umum 

program revita1isasi perkebunan~ konsep kernitraanya 

adalah kerjasama usaha antara petani pekebun (plasma) 

dengan perusahaan perkebunan (inti) sebagai mitra usaha 
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dengan prinsip yang saling memerlukan, memperkuat, dan 

menguntungkan. 

Program PRP diharapkan dapat lebih 

mensejahterakan petani plasma dan mampu mengamankan 

kepentingan perusahaan inti dan pihak perbankan, baik itu 

produsi maupun angsuran kreditnya. Perusahaan (inti) 

ditetapkan sebagai developer dan avails. Artinya, inti 

bertanggung jawab untuk membanguukan kebun dan 

menyediakan atau mencarikan dananya. Dengan demikian, 

fungsi dan perannya menjadi lebih nyata (lebih 

bertanggung jawab sarnpai dengan terwujudnya kebun dan 

lunasnya kredit petani). 

Pada pola PRP, pendampingun dan pemberdayaan 

petani menjadi lebih terencana dengan kontrak manajemen 

sela.ma satu siklus dan sistem manajemen satu atap. 

Pengelolaan seluruh kebun, baik milik perusahaan inti 

maupun milik petani plasma mendapat perlakuan yang 

sama) mulai dari persiapan penanaman, pengelolaan kebun) 

hingga pengolahan hasil. Pengelolaan kebun plasma selama 

satu siklus tanaman melibatkan petard semaksimal 

mungkin., sehingga stabilitas produksi1 usaha tani, dan 

pendapatan petani plasma lebih diprioritaskan. 

Melalui program revitalisasi perkebunan, pelunasan 

kredit petani menjadi lebih lancar karena produktivitas 

kebun petani teijaga dan petani terns dibina dan 

diberdayakan. Selain ito, ketersediaan TBS bagi perusahaan 

intipun lebih terjanrin. 

Dalam mengawali kerjasama, perusahaan harus 

serius melakuk:an persiapan dan sosialisasi yang matang, 

dimulai dengan legalisasi~ ketersediaan calon laban, 

kepastian ca.lon petani peserta, dan kesepakatan lua..o;:; kebun 

untuk masing-masing peserta. Perjanjian kerja sama 
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mcnyangkut hak dan kewajiban harus benar-benar dibuat 

dan dijelaskan kepada masyarakat setempat, yang dikuatkan 

dengan Ianda Iangan dari pihak yang terkait, misalnya 

Kepala Desa, Ketua BPD, ketua LPM, Ketua Adat, Tokoh 

Masyarakat, dan Muspika. 

Calon laban plasma khususnya program revitalisasi 

harus dimintakan izin lokasi dari dinas yang terkait dan 

Bupati setempat. Calon petani pesertajuga harus ditetapkan 

dengan SK Bupati. Sedangkan untuk sosialisasi kredit 

sehaikuya jelas dan transparan tentang banyaknya dana 

yang tersedia dan perkiraan banyaknya dana yang akan 

digunakan sehingga dapat diketahui kernungkinan adanya 

dana kurang atau masalah dana lainnya. Apabila dana 

diperkirakan akan kurang, perlu disosialisasikan untuk 

mencari jalan keluarnya dengan tidak ruembebani petani 

dan juga tidak memberatkan perusahaan. Jika tidak didapat 

jalan keluar yang baik, yang harus mengalah adalah 

perusahaan inti. 

Selanjutnya, pihak perusahaan harus menguatkan 

kelembagaan petani seperti kelompok petani dan KUD. 

Intensitas hubungan antara pernsahaan dengan petani lebih 

ditingkatkan sahingga hal negatif seperti pada kemitman 

PIR (rendahuya produksi, pindahuya hasil produksi ke 

pihak lain, dan terjadinya kredit macet) dapat diminimalkan 

dengan adanya kelernbagaan petani yang kuat, tangguh, 

dinarnis dan produktif. 

Kelemhagaan petani yang kuat akan mernudahkan 

perusahaan Inti bekerja sama dengan petani atau kelompok 

tani da!am pencarian potensi produksi kebun dan 

mernperlancar angsuran kredit petani~ yakni melalui 

pendekatan, pendampingan, dan pemberdayaan 

kelembagaan petani. Dengan dernikian, pernsahaan inti 

UNIVERSITAS INDONESIA 

Tinjauan Yuridis..., Yuliany, FH UI, 2009



65 

mendapat jaminan produksi TBS untttk PKS dan 

kelancarnn angsuran kredit. Sementara itu, petani memililci 

jaminan pendapatan, baik dari adanya kesempatan bekelja 

dikebun inti maupun pendapatan dari hasil kebun setelah 

panen. Selain itu, program revitalisasi perkebunan 

mendapat subsidi bunga perbankan dari pemerintab 

sehingga beban petani dapat Jebih ringan. Selisih antara 

bunga komersial dengan bunga yang ditelapkan pemerintab 

untuk petani sebesar I 0%. 

Pernberdayaan petani melalui kelembagaan petani 

juga perlu melihat potensi alam atau kebunnya, kemudian 

diarabkan menuju peningkatan produktivitas yang tinggi. 

Potensi sumberdaya manusia juga perlu dibina dan 

diarabkan menuju kebersarnaan dalam kelompok. Selain 

itu, akan lebih efektif jika disertai dengan pendarnpingan 

yang memadai dan pelatihan yang sesuai dengan 

pemberdayaan petani. Keberhasilan pemberdayaan petani 

sangat tergantung dari perhatian manajemen perusahaan inti 

dan dukungan dari instansi terkait, serta motivasi dan 

komitmen bersama dari petani dan pengurus organisasi 

petani, khususnya kelompok tani dan koperasi. 

Uraian lebih detail mengenai kemitraan Revitalisasi 

Perkebunan ini akan dibabas selanjutnya dalam bab 

selanjutuya. 

5. Tolak Ukur Keberhasilan Kemitraann4 

T olak ukur keberhasilankemirraan dapat dilibat dari aspek 

dan kinelja sebagai berikut 

1. kinerja kebun produksi menunjukkan produtivitas kebun 

naik, harga pokok produk terkendali, kualitas TBS naik, 

Hi Jbr<J_, hlm.19. 
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stbilitas pasokan bahan baku terjamin, dan adanya 

kelanjutan dari kerja sama (kemitraan usaha). 

2. k:inerja prinsip kemitraan yang menunjukkan adanya saling 

percaya, menguntungk:an, ikhlas, dan memuaskan. 

Harmonisasi hubungan antara perusahaan inti dan 

masyarakat semakin baik. 

3. adanya jaminan pendapatan bagi petani plasma dan 

harmorrisasi kemitraan yang diperkuat dengan kelembagaan 

petani yang k:uat. Kepercayaan petani dibangun dengan 

transparasi dan fungsi kontrol yang beljalan baik. 

4. kemitraan antara perusahaan perkebunan sebagai inti 

dengan masyarakat sekitar kebun sebagai plasma semakin 

kuat. Diharapkan ada peningkatan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat, kelancaran angsuran kredit, dan 

terpenuhinya bahan baku pengolahan TBS di pabrik kelapa 

sawil 

5. terbentuk pagar sosial yang kokoh dan sangat efektif untuk 

menekan texjadinya konflik sosial antara perusahaan inti 

dengan masyarakat sekitar kebun. Karena itu~ program 

revitalisasi perkebunan dapat beijalan sesuai dengan 

harapan banyak pibak sebagai bagian dari revita1isasi 

pertanian. 

C. Aspek Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit. 

Berdasa:rkan Pasal 4 UU No.:1812004, bidang usaha perkebunan 

mempm1yai fungsi: 115 

!. ekonomi. yaitu peningkatan kemakmunm dan kesejahteraan rakyat 

serta penguatan struktur ekonomi wi1ayah dan nasional; 

m Indonesia. Undtmg-Undang Te:n.tang Perkebunan, UU Nomor 18 Tahun 2004, LN 
No,:85 Tahun 2004, TLN No.:3656,Pasal4. 
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2. ekologi 1 yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap 

karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung; dan 

3, so sial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa. 

Ecology seeara etimologi berasal dari kala oikos (rumah tangga) 

dan logos (ilmu) yang pertama kali diperkenalkan oleh biolog Jerman 

Ernst HackeL Memrnlt Hackel, ekologi adalah "study of the total impact 

of man and other animals on the balance of nature··. 116 

Dengan adanya fungsi ekologi tersebut, maka setiap perusahaan 

perkebunan wajib rnernehhara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan 

rnencegah kerusakannya 111
. Sebagai upaya pelaksanaan dati kewajiban 

pelestarian lingkungan hidup, maka sebelum perusahaan perkebunan 

memproses dan mendapatkan Ijin Usaha Perkebunan, perusahaan 

perkebunan terlahih dahulu wajih mernbuat Analisis Mengenai Dampak 

Lingkungan Hidup (dalam tcsis ini selanjutnya disebut "Amdal") alau 

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (untuk selanjutnya dalam tcsis ini 

disebut "UKL'') dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (untuk 

selanjutnya dalarn tesis ini disebut "UPL"). 

Pelaksanaan Amdal, UKL dan UPL tidak hanya berhenti setelah 

perusahaan mendapatkan Ijin Usaha Perkebunan, namun wajib 

menerapk:an dan memantauan. Ancarnan pencabutan Ijin Usaha 

Perkehunan merupakan sa.nksi apabila perusahaan perkebunan tidak 

menerapkan Amdal, UKL dan UPL. 

Parameter ildim yang haik untuk budidaya kelapa sawit adalah 

sebagai berikut:1 18 

a. Curah hujan = 2.000- 2.500 mm. 

b. Defisitair per tahun = 0-150, 

e. Hari tanpa hujan = < 10 

116 Koesnadi Hardjasoemantri, Huf..-rm1 Lingl...<t.ngan, Cet19, (Yogyakana: Gadjah Marla 
University Press, Seplember 2006), hlm, 2. 

lli Ibrtl., Pasal25 Ayat L 

,a Sunarko, Budi Daya dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawil Dengan Sisrem Kemitraan, 
Cet 1, (Jakarta; PT. Agrornedia Pus taka, 2009), hlm.69. 
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d. Temperatur = 22 • C- 23 ° C. 

e. Pinyiraman = 6 jam sekali. 

f. Kelembapan = 80-90'/o. 

Kondisi urnum tanah di Kalimantart adalah laban gambut. Menurut 

Sunarko, berdasarkan proses pembentukkannya lahan gambut ada 2 jenis, 

yaitu gambut topogen dan ombrogen. Gambut topogen terbentuk karena 

penga.ruh topografi rawa, sedangkan gambut ombrogen terbentuk karena 

pengaruh air hujan yang tergenang. 119 

Penanaman tanarnan kelapa sawit di lahan gambut tidak dapat 

dilakukan secara sembarangan. Menurut Peraturan Menteri Pertanian 

No.:14/Pennentan!PL.l!Oi212009 \anggal 16 Februari 2009 tentang 

Pedoman Pemanfaalan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit 

(selanjutnya dalam tesis ini disebut "Permentan No.:14/2009"), 

penanaman kelapa sawit dilahan gambut harus memenuhi kriteria. yaitu:110 

a. diusahakan pada laban masyarakat dan kawasan budidaya; 

b. Ketebalan lapisan gam but kurang dari 3 meter; 

c. Substratum tanah mineral di bawah gambut bukan paslr kuarsa dan 

bukan tanah sulfat masam; 

d. Tingkat kematangan garnbut saprik (matang) atau hemik (setengah 

matang); dan 

e, Tingkat kesuburan lrulah gambut eutropik. 

119 Jbirl., hlm.73. 

110 Departemen Pertanian, Peraturan }Je.nteri Pertanian Tenrang Pedoman Pemanf(l(lran 
Lahan Gamb11t Untuk Bm:Jidaya Kelapa Sawit, Permentan Nomor 14/.Permentan/PL ll0/212009, 
Lampiren. 
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BABIII 

TINJAUAN UMUM PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN 

KELAPA SA WIT DENGAc"' POLA KEMITRAAN DI INDONESIA 

A. LA TAR BELAKANG PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN 

KELAPASAWIT 

Upaya pemerintah menurunkan jumlah pengangguran dan 

kemiskinan s~uai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

(selanjutnya dalam tesis ini disehut "RPJM") sebesar 5 11%- 8,2%, saat ini 

sulit untuk dicapai kalau tidak ada upaya yang nyata untuk 

mengembangkan sektor riil. Pertumbuhan sektor riil mengalami penurunan 

yang signifikan beberapa tahun terakhir ini. Penguatan indikator makro 

ekonomi seperti penguatan nilai saham dan nilai tukar rupiah tidak 

mencerminkan dinamika ekonomi masyarakat. 

Permasalahan kondisi sektor riil ini diakibatkan oleh lemahnya tiga 

sektor yang kontribusinya paling besar terhadap Produk Domestfk Bruto 

(PDB) yakni sektor Pertanian, Perdagangan dan lndustri Manufiiktur. Oleh 

karena itu perlu adanya upaya terobosan untuk rnengungkit sektor riil agar 

tumbuh positif, dan upaya ini dapat dilakukan melalui pengembangan 

perkebunan, khususnya melalui peJaksanaan Program Revitalisasi 

Perkebunan kelapa sawit, karet dan kakao. Program tersebut sekaligus 

menindak lanjuti kebijakan pemerintah tentang Revitalisasj Pertanian, 

Perikanan dan Kehutanan (RPPK) yang dicanangkan oleh Presiden Rl 

pada bulan Juni 2005 di Jatiluhur, Jawa Barat. 121 

Ill Direktorat JendernJ Perkebunan Departemcn Pertanian, Pedoman Umum Program 
RevitaliSasi Perkebunan (Kefapa Sautil, Karel dan Kolmo), Januari 2007, hlm 4. 
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Pilihan kornoditi kelapa sawit, karet dan kakao dalam program 

RevitaHsasi Perkebunan didasarkan beberapa pertirnbangan, antara lain; 122 

I, Komoditi yang dikembangkan mempunyai peranan yang sangat 

strategis sebagai sumber pendapatan masyarak:at; 

2, Komoditi yang dikembangkan mempunyai prospek pasar, baik 

pasar dalam negeri maupun ekspor; 

3. Mampu menyerap Iingkungan hidup. 

Dari data yang ada menunjukkan bahwa pada tahun 2005, 

pengembangan 3 kornoditi ini mampu menyerap tenaga kerja yang besar, 

yaitu pengembangan tanarnan kelapa sawit 2,7 juta kepala keluarga (KK), 

pengembangan tanaman karet 1,4 juta kepala keluarga (KK) dan 

pengembangan tanaman kalcao 500 ribu kepala keluarga (KK). 123 

Disamping itu, dari total ekspor komoditi perkebunan yang 

memberikan nilai sebesar US$ 10,9 milyar. sekitar 70% berasal dari 

ekspor komoditas kelapa sawit,. karet dan kakao. Prospek pasar ketiga 

komoditas tersebut sangat cerah, baik untuk pasar ek..<:par maupun dalam 

negeri. Upaya untuk mengembangk:an 3 komoditi tersebut tentunya akan 

dapat meningkatkan peran penting komoditi tersebut dalam meningkatkan 

penyerapan tenaga kerja maupun penerimaan devisa ekspor. 124 

Keberhasilan pengembangan perkebunan kelapa sawit, selain 

secara ekonomi menunjukkan peran yang tinggi sebagai penyumbang 

devlsa, sekaligus dapat rnencapai berbagai manfaat yang terkait langsung 

dengan pembangunan ekonomi nasional seperti pembangunan wilayah, 

penumbuhan wilayah bukaan baru, penyerapan tenaga kerja, peningkatan 

luas areal, peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan pekebun, 125 

122 PT. Bank Mandiri Tbk, PedCtman Umum Program RevitaUsasi Petkebum:m (Kelapa 
Sawit, Karel, Kakao}, (.Jakarta," Jarmari 1007). him. I-2. 

123 Ibid., hlm,2, 

124 ibid., him 5. 

~25 Jbid., hlm,2, 
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Peran penting sebagaimana disebutkan diatas dapat dicapai karena 

kelapa sawit yang memiliki berbagal macam kegunaan baik untuk industri 

pangan maupun non pangan. oleochemical serta produk sampingllimbah 

yang dapat dimanfaatkan, antara lain : 126 

I. Produk pangan berasal dari minyak sawit/CPO dan minyak inti 

sawit antara lain emulsifier, margarin, rninyak goreng, minyak 

makan merah, shortening, susu kental marriS1 vanaspati, 

confectioneries, es krim, yoghurt. 

2. Produk non pangani Oleochemicals berasal dari minyak sawit/CPO 

dan minyak inti sawit antara lain senyawa ester, 1+in, kosmetik, 

farmasi, biodiesel, pelumas, asam lemak sawit, fatty alkoliol, fatty 

amina, senyawa epoksi, senyawa hidroksi. 

3. Produk samping/limbah an tara lain tandan kosong saw it untuk pulp 

dan kertas, kompos, karbon, rayon, cangkang untuk bahan bakar 

dan karbon, serat untuk medium density ataufibre board dan bahan 

bakar, pelepah dan batang sawit untuk furniture, pulp & kertas, 

pakan temak, bungldl inti sawit untuk pakan temak, sludge untuk: 

pakan ternak. 

Khusus untuk biodiesel sebagai energi a1ternatif terbarukan, 

pennintaan akan produk ini pada beberapa talmn mendatang akan semakin 

menlngkat. Selain untuk kebutuhan diversifikasi sumber energi di dalam 

negeri, pemrintaan bio energy dipasar internasional diperkirak:an akan 

terus rneningkat terutama dengan diterapkannya kebijaksanaan ramah 

lingkungan di beberapa negara Eropa dan Jepang dengan menggunakan 

renewable energy. 127 

Prospek pengembangan kelapa sawit tidak saja terkait dengan 

pertumbuhan pennintaan minyak nabati dalam negeri dan dunia, namun 

126 Direktorat Jenderal Pcrkebunan Departemen Pertanian, Pedoman Umum Program 
Revitabsasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Karet dtJn Kak!Jo), Janoari 2007, hlm 10. 

In Ibid,, illm.ll. 
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terkait juga dengan perkembangan surnber min:yak nabati lainnya, seperti 

kedelai, rape seed dan bunga matahari. 128 

Dari segi daya saing, minyak: kelapa sawit mempunyai kemampuan 

yang lebih cukup tinggi dibanding minyak nabati lainnya, karena: 129 

a. Produktivitas per~hektar relatip lebih tinggi dari minyak nabati 

lainnya; 

b, Merupakan tanarnan tahunan yang cukup handal terhadap berbagai 

perubahan agroldimat; dan 

c. Ditinjau dari aspek gizi, minyak kelapa sawit tidak terbukti sebagai 

penyebab meningkalnya kadar kolesterol, bahkan mengandung 

beta karoten sebagai pro-vitamin A. 

Persaingan dalarn perdagangan minyak kelapa sawit (CPO) 

sebenamya banya terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Nigeria sebagai 

produsen nomor riga lebih banyak mengalokasikan produksinya untuk 

memenuhi kebutuhan dalam negeri. Malaysia yang merupak:an produsen 

dan eksportir terbesar akhir -akhir ini yang secara konsisten mengolah 

minyak sawitnya sehingga volume ekspomya dalam bentuk minyak sa wit 

(CPO) diperkirakan akan mulai menurun. "' 

Keterbatasan laban yang sesuai secara agroklimat serta tingginya 

upah, juga akan menahan perluasan areal di Malaysia sebingga akan 

memperlambat laju peningkatan produksi dan ekspor. Di sisi lain, 

Indonesia yang sampai saat ini sebagai negara produsen dan eksportir 

terbesar ke dua rnempunyai peluang untuk meningkatkan produksi dan 

eksporoya. 

Indonesia dikenal sebagai negara paling efisien dalarn 

memproduksi minyak sawit sehingga CPO Indonesia sangat kompetitif di 

pasar internasional. Dengan ketersediaan lahannya yang reJatif luas, 

1211' lbi.rl. 

12
"' Ibid. 

HO Ibid. 
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Indonesia berpeJuang Wltuk meningkatkan produksi sehingga akan 

memacu pertumbuhan ekspor. 131 

Dari gambaran tersebut dapat disampaikan bahwa prospek kelapa 

sawit masih sangat baik, tidak saja untuk pemenuhan kcbutuhan minyak 

makan, tetapi juga untuk kebutuhan produk-produk turunannya. Untuk 

Jebib meningkatkan daya saing produk kelapa sa wit dan turunannya muka, 

keterpaduan penanganan sejak dari kegiatan perencanaan, kegiatan on­

farm, off-form, dukungan pembiayaan sarana dan prasarana serta jasa-jasa 

penunjangnya sangat diperlukan. 132 

Anjloknya harga CPO dan berlimpahnya pasokan CPO memaksa 

produsen CPO seperti Indonesia untuk c«mengerem" produksi dan 

momentum yang tepat untuk merealisasikan program peremajaan dan 

perluasan. Ada 2 keuntungan yang dibarapkan dalarn Program 

Revitalisasi Perkebunan ini, yaitu: 133 

1, Perbaikan produktivitas kelapa sawit. Secara tidak langsung akan 

berimbas pada pengurangan produksi oleh induslri sehingga 

memberikan sentimen posiifpada harga CPO. 

2. Secara cash flow} biaya replanting tidak berbeda jauh dengan 

penanaman banL 

Ada beberapa hal dalam program peremajaan ini yang perlu 

dicennati secara bijak.sana. Timbul dllema dalam kehidupan petani. Salah 

satunya adalah hilangnya pendapatan tetap petani plasma selama masa 

penanaman. Pada saat kebun yang lama dibongkar. lantas ditanami 

dengan bibit baru. maka petani harus menunggu selama lima tahun lagi 

untuk dapat memperoleb pendapatan. Bagaimana jika petani plasma 

Ul Jbid., hJ.m. 11. 

m Ibid. 

m Saatnya Meremajakan Sawit, tnfo Saw.it., Volume lli Nomor 3 Maret 2009, him. ll-2. 
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tersebut menggantungkan pendapatannya hanya kepada kebun tersebut, 

darimana dia akan memperoieh penghasilan selama masa TBM?134 

B. KARAKTERJSTIK KOMODITAS KELAPA SAWIT135 

Kelapa sawit terrnasuk tanaman keras (tahunan) yang mulai 

menghasilkan pada umur 3 tahun dengan usia produktif hingga 25-30 

tahWl dan tingginya dapat rnencapai 24 meter. Bunga dan buahnya bcrupa 

tandan, bercabang banyalc Buahnya kecil, bila masak berwama merah 

kehitaman. Daging buahnya padat. Daging dan kulit buahnya mengandung 

minyak. Minyaknya itu digunakan sebagai bahan minyak goreng. sabWl; 

dan lilin. Ampasnya dimanfaatkan untuk makanan temak. Ampas yang 

disebut bungkil im digunakan sebagai salah sam bahan pembuatan 

makanan ayam. Tempurungnya digunakan sebagai bahan bakar dan arang. 

Kelapa sawit berkembang biak dengan biji, tumbuh di daerah 

tropis) pada ketinggian 0-500 :meter di atas permukaan laut. Kelapa sawit 

menyukai tanah yang subur, di tempat terbuka dengan kelembaban tinggi. 

Kelembaban tinggi itu antara lain ditentukan oleh adanya curah hujan yang 

tinggi, sekitar 2000-2500 mm setahun. 

C. PENGERTfAN REVITALISASI PERKEBUNAN 

Definisi revitalisasi perkebunan tidak tercantum dalam peraturan 

perundang-undangan. Peraturan Menteri Pertanian 

No.:33/Permentan/OT.140!712006 tentang Pengembangan Perkebunan 

Melalui Program Revitalisasi Perkebunan (selanjutnya dalam tesis ini 

disebut "Permentan No.:33/2006") adalah istilah "Program Revitalisasi 

PerkebunanH. 

1~uryanto, Rcvitalfasi Pukebunan Dalam Dilema, 
<hhtp://turyanto. wordpress.com/2008/121! lrevitalisasi-perkebun.an-dalam-dilema, 11 Desember 
2008. 

m KQmisi Pengawas: Persaingan Usaha, Evaluasi Kebijakkan Parkebunan Kelapa Sawit, 
Januari 2009, b1m. 5. 
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Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat I Pem1entan No.:33/2006, yang 

dimaksud dengan Program Re,italisasi Pcrkebunan adalab: 

"upaya percepatan pengembangan perkebunan rakyat rnelalui 
perluasan) perernajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang 
didukung !credit investasi perbankan dan subsidi bunga oleh 
pemerintah dengan melibatkan perusahaan di bidang usaha 
perkebunan sebagai mitra dalam pengembangan perkebunan, 
pengolahan dan pemasaran hasil ... u 6 

D. LANDASAN HUKt;M PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN 

Landasan hukum pengembangan perkebunan melalui program 

Revitalisasi Perkebunan adalah: 

a. Pernturan Menteri Petanian No.33/Permentan/OT.l401712006 

tentang Pengembangan Perkebunan melaJui Program Revitalisasi 

Perkebunan (selanjutnya da!am tesis ini disebut "Permentan 

No.:3312006"); 

b. Peraturan Menteri Keuangan No.: 117/PMK.06/2006 ten tang Krcdit 

Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan 

(selanjutnya dalam tesis ini disebut "Permenkeu No.:Il712006"); 

c. Perjanjian Keija sama Pendanaan antara Menteri Keuangan/ Ditjen 

Perhendabaraan dengan lima Bank Pelaksana (PT Bank Rakyat 

Indonesia, PT Bank Mandiri, PT BUKOPIN, PT Bank 

Pembangunan Daerah Sumatera Utara dan Pembangunan Daerah 

Sumatera Barat/Bank Nagari) pada tanggal 20 Desember 2006. 

n<~ Departemen Pertanian, Perawran Menteri Pertanian Tentang Pengembangan 
Perkebunan Melalui Program Revitali$asi Perkebunan. Permentan 
No.:33/Pennentan/OT.l40/1i2006, Pasall Ayat I. 
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E. TUJUAN PROGRAM REVJT ALISASI PERKEBUNAN 

Menurut Menteri Pertanian, Anton Apriyantono, perkebunan telah 

menjadi andalan Negara untuk menghasilkan devisa. Selanjutnya, oleh 

karena itu Pemerintah telah memprakarsai program revitalisasi perkebunan 

yang difokuskan kepada tanaman kelapa sawit, kakao dan karet seluas 2 

juta hektar. Revitalisasi perkebunan bertujuan untuk: 137 

l, Meningkatkan kesempatan kerja; 

2. Meningkatkan daya saing melalui pengembangan itl<lustry hilir 

beibasis perkehunan; dan 

3. Meningkatk:an perekonomian nasional dengan mengikutsertakan 

masyarakat dan pengusaha lokaL 

Berdasarkan Pedoman Umum Program Revitalisasi Perkebunan 

yang dikeluarkan secara resmi oleh Departemen Perta.nian, diperoleh 

informasi bahwa tujuan Program Revita1isasi Perkehunan adalah: 138 

l . Meningkatkan kesernpatan kerja dan pendapatan masyarakat 

melalui pengembangan perkebunan; 

2. Meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas dan 

pengembangan industri hilir berbasis perkebunan; 

3. Meningkatkan penguasaan ekonomi nasional dengan 

mengikutsertakan rnasyarakat dan pengusaha lokal; dan 

4. Mendukung pengembangan wilayah. 

1 ::~7 Anton Apriyanlono, Arahan Umum, m.akalah disampaikan pada Rapac Koordinasi 
Percepatan Pembangunan Pertanian Wilayah Kalimanlan, Banjarmasin, 27-28 Februari 2007, hlm. 
9. 

1311 
• Direktorat Jenderal Perkebunan Departemc::n Pertanian, Pcdoman Umum Program 

Revifalisasi Perkebunan (Kelapa Sawil, Karel dan Kakao), Januari 2007, hlm 6. 
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Tabel2. Target Pengembangan Kebun Dalam Rangka Revitalisasi Perkebunan 
(1.000 ha) 

No.: Tan a man K ·atan 2007 2008 2009 2010 Jumlah 
I. Kelapa Perluasan 354 350 350 I 321 !.375 

Saw:it Perema'aan 19 50 39 ' 17 125 ' 
2, Karet Perluasan ' !0 15 15 10 50 

' ' 
Peremaiaan 50 ' 70 70 60 250 ' 

3. Kakao Perluasan 23 29 i 29 29 110 
Peremaiaan 10 15 16 13 54 
RehabiiHasi 7 10 10 ' 9 36 

Jumlah Perluusan 387 394 394 36() 1.535 
' Peremaiaan ' 79 135 125 90 429 

RehabiliLasi ! 7 10 ' 10 9 36 
TOTAL 473 539 529 459 2.000 

' Sumber: Pedoman Umum Program Revltahsas1 Perkebunao, Drrektorat Jenderal 

Perkebunan, Dcpartemen Pertanian 

Dari tabel 2 diatas dapat disampaikan bahwa program Revitalisasi 

Perkebunan akan mencakup areal pengembangan seluas 2 juta ha, meliputi 

kelapa sawit L500 ribu ba (L375 ribu ha perlua.•an dan 125 ribu ha 

peremajaan), karet 300 rihu ha (perluasan 50 ribu ha, dan peremajaan 250 

ribu ha), dan kakao 200 ribu ha (perluasan 110 ribu ha, peremajaan 54 ribu 

ha dan rehabilitasi 36 ribu ha). Dalam pelaksanaannya, target Program 

Revitalisasi Perkebunan akan di evaJuasi secara berkala sesuai realis~cii 

penanaman tahun sebelumnya. 

F. RUANG LINGKUP PENGEMBANGAN 

Revitalisasi Perkebunan rnerupakan suatu paket pengembangan 

perkebunao yang terdiri dari: 139 

1. Komponen utarna, mellputi: perluasan perkebunan rakyat, 

peremajaan perkebunan rakyat, dan rehabJiitasi perkebunan rakyat; 

dan 

2. Komponen panjang, meliputi : unit pengolahan, infrastruktur, 

sarana dan prasarana umum serta pembinaan dan pengawalan. 

tn Departemen Pertarna.a, Peraturan Mented Perranian Tentang Pengembat~gan 
Perkel:mnan Melaluf Program Revitalisasf Perkebunan, Permentan 
No.:33/PermentanJOT.l40n/2006, Pasal 3. 
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Komponen utama akan dibiayai dari dana perbankan sert.a subsidi 

bunga dari pemenntah" 

Untuk kompnnen penunjang dibiayai oleh unit fungaional terkait" 

Semua komponen penunjang dibiayai oleh unit fungsional terkait. Semua 

komponen tersebut harus terjamin keterpaduannya, baik dalam tahap 

persiapan, pelak:sanaan maupun lanjutan pembinaanya. Prasarana dan 

sarana umum dipergunakan untuk kepentingan umum sesoai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Komoditi yang dikembangkan dalam program Revitalisasi 

Perkebunan adalah kelapa sawit,karet dan kakao, dengan kegiatan yang 

dilakukan adalab perluasan, peremajaan, dan rehabilitasi perkebunan 

rakyat. 

Gambaran ruang lingkup kegiatan menurut komoditi yang 

dikernbangkan adalab seperti label 2 herikot 

Tabel3. Ruang Lingkup Kegiatan Program Revitalisasi Perkebunan 

No l'anama:n Perluasan Peremajaan/Rehabilitasi 

L Kelapa Sa wit a. Perkebunan Rakyat sekit>r Eks proyek PIR 

perkebunan besar. 

b. IUP Pusat tidak aktif 

c. IUP Daerah 

d< Laban TRANS 

2< Karel a. Perkebunan Rakyat a. Eks proyek PIR 

b, lahan Trans b. Eks proyek Non PIR 

c. Swadaya Masyarakat 

3. Kakao a. Integrasi dengan kelapa a, Peremajaan Pedrebunan Rakyal 

b, Pcrkebunilll Rakyat b. Rehabilil:asi Perkebunan Rakyat 

c. Lahan TRANS 

Sumber: Pedoman Umum Program Revitalisasi Perkebunan (KeJapa Sawit, Katet, Kakao). 
Direktorar Jenderal Perkebunan, Departemeo Pertanian. 

Dari tabel diatas dapat disampaikan bahwa untuk perusahaan 

dilakukan pada laban perkebunan rakyat yang sudah ada atau wilayab 

pengembangan barn yang telab mendapat Ijin Usaba Perkebunan 

(selanjutnya dalam tesis ini disebut "IUP") dan lahan transmigrasi yang 

belum terbangan. 
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Seperti dimaklumi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat 

pemberian IUP didalamnya terdapat areal untuk pembangunan perkebunan 

rakyat. Untuk kegiatan peremajaan!rehabilitasi adalah pada perkebunan 

rakyat yang sudah ada, baik eks proyek-proyek pembangunan perkebunan 

maupun areal swada.ya petani. 

PENDEKATAN DAN TARGET PENGEMBANGAN 

REVITAUSASI PERKEBUNA:'1140 

Pelaksanaan pengembangan perkebunan melalui Program 

Revitalisasi Perkebunan ditujukan untuk membangun perkebunan rakyat:, 

dengan pendekatan pengembangan sebagai berikut: 

a. Pengembangan perkebunan rakyat yang dilakukan adalah melalui 

kemitraan atau non kemitraan. Untuk wilayah yang tidak tersedia 

mitranya, dimungkinkan pengernbangan dilekukan langsung oleh 

pekebun atau meJaJui Koperasi dengan pembinaan oleh jajaran 

Departemen Pertanian dan Dinas yang membidangi Perkebunan 

Provinsi dan Kabupaten; 

b. Setlap fokasi pengembangan diarahkan untuk terwujudnya hamparan 

yang kompak serta memenuhi skala ekonomi; 

c. Luas lahan maksimum untuk masing~masing petani peserta yang ikut 

dalam Program Revitakisasi Perkebunan adalah 4 haper KK, kecuali 

untuk wilayah khusus yang pengaturannya ditetapkan oleh Menteri 

Pertanian; 

d, Untuk memberikan jamian kepastian dan keberlanjutan usaha, 

pengembangan perkebunan yang melibatkan mitra usaha dapat 

dilakukan me1alui pengelolaan kebun dalam satu manajemen 

minimal 1 (satu) siklus tanaman; 

e. Bunga kredit yang diberikan kepada petani peserta sebesar 10%, 

dengan subsidi bunga menjadi beban pemerintah sebesar selisih 

140 Departemen Penanian, Pet/oman Umum Program Revilalisasi Perkebunan (Kelapa 
Sawit, Karel, Kakac}, (Jakarra: Januad 2007), blm.I5. 
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antara bunga pasar yang berlaku untuk kredit scjenis dengan bunga 

yang dibayar petani peserta. Subsidi bunga diberikan sela.ma masa 

pembangunan yaitu sampai dengan tanarnan menghasikan (maksimal 

5 tahun kelapa sawit dan kakao, dan 7 tahun untuk karet). Besarnya 

suku bunga yang dibayar pekebun setelah masa tenggang adalah 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank (tanpa subsidi bunga); 

f. Untuk meningkatkan dan memperkuat kesinambungan kemitraan 

usaha, setiap unit pengembangan diarahkan terintegrasi dengan unit 

pengolahan, dan secara bertahap petani pesertalkoperasi petani 

dirnungkinkan memiliki saham perusahaan mitra; 

g. Petani peserta yang belum memiliki mitra usaha, secara bertahap 

akan didorong melakukan kemitraan dengan perusahaan yang 

memiliki industri pengo1ahan dibidang perkebunan; 

h. Untuk mengawal peJaksanaan program ini akan memanfaatkan 

tenaga sarjana pertanian (sistem kontrak) dan diutamak:an dari 

perguruan tinggi setempat sebagai petugas pendamping. 

H. PERSY ARATAN PROGRAM REVITALISASI PER.KEBUNAN 

Selain Pemerintah sebagai fasilitator, ada 3 pihak Jainnya yang 

berpartisipasi dalam Program Rev:ilalisasi Perkebunan, yaitu: 

l. Perusahaan perkebunan yang sering disebut perusahaan inti, daiam 

program ini disebut Mitra Usaha, yaltu perusahaan besar swasta 

yang memiliki Jjin Usaha Perkebunan, dapat berbentuk Badan 

Usaha Milik Negara (BUMK), Badan 1Jsaha Milik Daerah 

(BUMD); 141 

2. Koperasi yang berbadan hukum dan bergerak di bidang 

perkebunan atau petani (petani pekebun atau masyarakat setempat) 

atau kelompok tani 142
; dan 

w Departemen Pertanian, Peraiuran Mcnteri Perlanian Tentang P.zngembangan 
Perkebunan Melalui Program Reviralisasi Perkebunan, Pennentan 
Nc.:33/Permentan/OT.J4M/2006, Pasall Ayat 8. 

1 .-~2 Ibid., Pasal4 Ayat 2. 
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3. Bank-bank umum, 

Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang 

ingin ikut serta dalam Program Revitalisasi Perkebunan adalah sebagai 

berikut: 14J 

L Syarat Petani Peserta: 

a. Petani peserta terdlri atas pekebun dan atau penduduk 

setempat yang dibuktikan dengan identitas lengkap seperti 

KTP danKK; 

b. Berusia 21 tallUn atau lebih atau sudah menlkah; 

c. Petani peserta tida.k mempunyai tunggak:an kredit; 

d. Calon petani peserta hams terdaftar dalam daftar nominatif 

yang ditetapkan oleh Bupati!Walikota; dan 

e. Memiliki laban yang luasnya memenuhi persyaratan untuk 

diikutkan sebagai petani peserta Program Revitalisasi 

Perkebunan. 

2. Syarat Mitra Usaha Perkebunan: 

a. Perij1nan Usaha dan legalitas di bidang perkebunan, 

pengurus dan usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

(SIUP, !UP, TDP, NPWP, dll); 

b. Perusahaanlmanajemen perusahaan berpengalaman di 

bidang usaha perkebunan; 

c. Perusahaan atau pengurus telah memiliki pengalaman 

dibidang usaha perkebunan yang akan dibiayai (tennasuk 

group usahanya); 

d. Mitra usaha harus menjadi Avalis (Penjamin) prn]aman 

petani pesertalkoperasi ( sebagai salah satu persyaratan 

perbankan); 

e. Mitra usaha harus memenuhi persyaratan Bank Teknis; 

1~~ Departemen Pertanian, Pedoman Umum Program Revitalisasi Perkebunan (Kclapa 
Sawit, Karel, Kalwa), (Jakarta: Januari 2007), blm.20-22. 

UNIVERSITAS INDONESIA 

Tinjauan Yuridis..., Yuliany, FH UI, 2009



82 

f. Mitra Usaha telah memiliki perjanjian kerjasama dengan 

koperasi yang mewakili petani pesertalkelompek tani yang 

diketahui oleh Bupati!Walikota; 

Studi kelayakan!Proposal kegiatan pembangunan 

perkebunan yang akan dilaksanakan; 

3. Syarat Koperasi (bertindak untuk kepentingan Petanl Peserta): 

a. Koperasi Primer sudah berbadan hukum ( akte pendirian 

dan perubahannya); dan bukan merupakan Koperasi 

Karyawan; 

b. Tidak termasuk dalaru Daftar Hitam dan Daftar Pinjarnan 

Macet Bank Indonesia; 

c, Koperasi tidak mempunyai tunggakan kredlt; 

d. Koperasi telah mengadakan PeJjanjian Kerjasama dengan 

rnitra usaha; 

e. Koperasi harus memililci rekening stmpanan di Bank 

Pelaksana. 

4. Persyaratan bank. 

Dalam peraturan perundang~undangan. disebutkan bahwa semua 

bank umum boleh menyalurkan kredit Program Revitalisasi 

Perkebunan 1 ~ 4 • Adapun bank yang telah menyatakan kesediaannya 

menyiapkan dana kredit untuk Program Revitalisasi Perkebunan 

saat ini adalah, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Bank 

Mandiri, PT BUKOPIN, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera 

Utara dan Bank Pernbangunan Daerah Sumatera Barat (Bank 

Nagari). 

144 Iodonesia, Peraluran Menteri Keuangan Tentang Kredir Pengambangon Energi 
Nabati dan ReviJalisasiPerkebunan, Pen:nenkeu Nomor ll7/PMK.Q612006,_Pasa11 Ayat 9. 

UNIVERSITAS INDONESIA 

Tinjauan Yuridis..., Yuliany, FH UI, 2009



83 

Selain menetapkan persyaratan peserta Program Revitalisasi 

Perkebunan, Pernerintah juga menetapkan persyaratan laban. Dalam 

melaksanakan Revitalisasi Perkebunan untuk mendukung operasional di 

lapangan diperlukan persyaratan laban sebagai berikut : '" 

1. Luasan laban per hamparan diarahkan untuk memenuhi skala 

ekonomi sesuai denganjenis komoditasnya. 

2. Maksimal laban yang dapat dibiayai 4 (empat) ha per petani 

peserta; 

3. Kelas kesesuaian laban untuk masing-mas.ing kornoditi adalah Sl, 

82 dan 83; 

4. Lokasi laban dapat dijangkau oleh petani dari pemukirnannya; 

5. Laban tidak bennasalab atau diokupasi oleh pihak lain; 

6. Mempunyai ijln peiepasan kawasan hutan bagi yang berasal dari 

kawasan hutan. 

I. HAK DAN KEWAJIBAN MITRA USAHA DAN PET ANI PESERTA 

1. Hak: Petani peserta: 146 

a. Memperoleh bimbingan teknis dan non tek:nis dari dinas 

yang membidangi perkeburum dan mitra usaha; 

b. Memperoieh kredlt investasi Program Revitahsasi 

Perkebunan untuk pengerobangan/peremajaan!rehabilitasi 

kebun maksimal seluas 4 ha untuk l(satu) kegiatan dan 

l(satu) komoditi; 

c. Memperoleh subsidi bunga kredit dari pemerintah; 

d. Memperoleh jaminan pemasaran produksi dari mitra usaha; 

e. Memperoleh upab sebagai tenaga ke!ja dikebun dari mitra 

usaha. 

14
,. Op.Cit., hlm 22. 

Hfi Jbld"" b1m 21. 
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2, Kewajihan Petani Peserta: 147 

a. Melaksanakan pengusahaan kebunnya sesuai standar teknis 

dengan bimbingan dari mitra usaha dan atau instansi yang 

membidangi perkebunan; 

b. Sanggup melakukan Pembukaan lahan tanpa bakar; 

c. Membayar biaya pengernbangan kebun, jasa manajemen 

5%~ termasuk bunganya setelah masa tenggang (Grace 

period); 

d. Menjual hasil kebunnya kepada mitra usaha dengan harga 

sesuai ketentuan yang berlaku dan atau kesepakatan 

bersama an tar mitra us aha dan pet ani peserta; 

e. Untuk pengembangan yang melibatkan mitra usaha dan 

pengelolaan kebun dalam satu manejemen, setelah konversi 

kreditl menjual basil kebunnnya k:epada mitra usaha sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku atau kesepakatan bersama 

antar rnitra usaha dengan petani peserta. 

3. Hak Mitra Usaha: 148 

Sebagai mitra usaha program Revitalisasi Perkebunan, mempunyai 

hak memperoleh management fee dan mendapatk:anjaminan bahan 

baku sepenuhnya dari kebun petani binaannya. 

4. Kewajiban Mitra Usaha: 149 

a Melaksanakan pembangunan kebun petani peserta sesuai 

dengan petunjuk standar teknis yang ditetapkan oleh 

Depanemen Pertanian cq. Direktur Jenderal Perkebunan; 

b. Mengikutsertakan petani pes.erta secara aklif dalam proses 

pembangunan kebun; 

lAJ Departemen Kcuangan, Peraturan Menteri Keuangan Tcntang Kredit Pengembangan 
Energi Nabari dan Revitalisasi Perkebunan~ Permenkeu Nomor ll7/PMK.06J2006, _Pasall5. 

HI Op. Cit., hlm 24. 

u9 Op. Cit., PasaJ 10. 
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c. Membina secara teknls dan manajemen para petani peserta 

agar mampu mengusahakan kebunnya1 balk se!ama masa 

pembangunan maupun selama 

d. Membeli basil kebun dengan harga sesuai ketentuan yang 

berlaku dan!atau kesepakatan bersama antara mitra usaha 

dan pekebun; 

e. Menyelenggarakan proses pelaksanaan dan menjamin 

pengembalian kredit petani peserta. 

f. Melaksanakan penyuluhan kepada para pekebun yang 

menjadi mitra usaha. 

J. PENDANAAN PROGRAM REVlT ALISASI PERKEBUNAN 

l. Prinsip Pendanaan150 

Pendanaan untuk pembangunan perkebunan petani peserta 

!00% berasal dari dana bank dengan mendapat subsidi bunga dari 

pemerintah. Subsldi bwtga menjadi beban pemerintah yang harus 

dibayar kepada Banlc Biaya untuk pembangunan kebun dan atau 

fasilitas pengolahan milik perusahan mitra menjadi beban 

perusahaan mitra. Kreclit untuk Program Revitalisasi Perkebunan 

diberikan dan dikelola oleh Perusahaan Mitra setelah disetujui oleh 

Bank, yang kemudian akan di konversi kepada petani peserta ata.u 

melalui koperasi setelah kebun memenuhi standar teknis dan 

mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Perkebunan. 

Sumber pembiayaan berasal darl kredit investasi perbankan 

dengan bunga yang dikenakan kepada petani peserta ditetapkan 

sebesar I 0% (sepuluh persen) selama masa pembangunan 

(maksimal lima tahun untuk kelapa sawit dan kakao, tujuh tahun 

untuk karet) dan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Biaya pembangunan kebun petani peserta 

l5ii !..QC, Cit., blm.36-37. 
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adalah biaya mulai dari tahap pembangunan kebun sa:mpai dengun 

saat penyerahan kebun tennasuk bunganya, yang jumlahnya 

dlhitung berdasarkan unit cost ditambah jasa manajemen fee 

sebesar 5% (llma persen) dan biaya rnasa pembangunan (interest 

during contraction/IDC). 

Rencana kebutuhan subsidi bunga diusulkan mengikuti 

program dan anggaran tahunan untuk tahun berikutnya pada awal 

Maret tahun beijalan dari Menteri Pertanian kepada Menteri 

Keuangan dengan tembusan Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan 

Nasionai/Ketua BAPPENAS. Pemberian subsidi bunga yang 

diusulkan diberikan selarna masa pembangunan sampai tanaman 

mulai menghasilkan (grace period), yaitu maksimaJ 5 tahun untuk 

kelapa sawit dan kakao serta 7 tahun untuk k:aret. Selain biaya 

kredit deri perbankan dan suhsidi bunga, diperlukan pula biaya 

untuk pengawalan dan pembinaan program dari APBN dan APBD. 

Mekanisme pengajuan pembayaran subsidi bunga oleh 

Bank Pelaksana kepada Menteri Keuangan up. Direktur Jenderal 

Perneliharaan dengan dilampiri: 

a. Rincian perhitungan tagihan subsidi bunga revitalisasi 

perkebunan; 

b. Rincian mutasi rekening pinjaman ma.slng-masing penerima 

kredit revitalisasi perkebunan; 

c. Tanda terima pembayaran subsidi bunga kredit revitallsasl 

perkebunan yang ditandatangani Direksi Bank Pelaksana 

Pejabat yang dikuasakan; 

Pembayaran subsidi bunga kredit revitalisasi perkebunan 

dilalrukan berdasarkan data penyaluran krudit yang disampaikan 

oleh Bank Pelaksana. Dalam rangka menilai kepatuban terhadap 

ketentuan penyalunm kredit dan meneliti kebena.ran perhitungan 

subsidi bunga yang telab dibayarkan oleh Bank Pelaksana 

dilakukan verifikasi secara bersarna-sama oleh Departeman 
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Keuangan cq. Direktorat Jendernl Perbendaha:raan dan Departernen 

Pertanian cq. Direktorat Jenderal Perkebunan secara periodik atau 

sewaktu~waktu. 

Untuk perkebunan kelapa sawit pola pernbiayaan 

menggunakan pola perkebunan inti rakyat (PIR Revitalisasi 

Perkebunan), dimana petani peserta (yang kemudian dikuasakan 

kepada Koperasi/mitra usaha) mendapatkan fasilitas kredit 

investasi untuk perluasan dan peremajaan kebun kelapa sawit milik 

petani peserta jaminan avaHs dari mltra usaha. Setelah rnasa 

pembangunan (grace period), petani peserta berkewajiban 

membayar angsuran beban hutang melalui mitra usaha kepada bank 

pelaksana. 

2. Prosedur Pcmberian Kredit Program Revitalisasi Perkebunan 

Dengan Kemitraan 

Tata cara pengajuan k:redit untuk program revitalisasi 

perkebunan adalah sebagai berikut: 

a. Untuk pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan mitara 

usaha, permohonan kredit langsung diajukan oleh mitra usaha 

ke bank pelaksana setelah mitra usaha mendapat kuasa dari 

petani peserta melalui koperasi; 

b. Pennohonan pinjarnan melalui mitra usaha dHampiri dengan 

dokumen-dolannen antara lain: 

• Bukti perijinan dan legalitas; 

• Proposal/study kelayakan; 

• Rencana penarikan dan pengembalian k.redit; 

• Pezjanjian kerjasama antara mitra usaha dan 

koperasi/petani peserta,yang antara Jain memuat: (l) 

landasan dan tujuan kerjasama; (2) jangka waktu 

perjanjian minimal l (satu) siklus tanam; (3) kewajiban 

dan bak masing·masiug pibak; (4) pengelolaan kebun 
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petani peserta dan mitra usaha dalam satu rnanajemen; 

dan (5) daftar nominatif calon petani peserta; 

• Daftar pengurus dan riwayat h.idup pengurns rnitra 

usaha; 

• Surat kuasa untuk menandatangani akat kredit dari 

petanl peserta/anggota koperasi kepada mitra usaha. 

c. untuk pelaksanaan pengembangan perkebunan yang tidak 

bennitra, permohonan kredit diajukan secara 1angsung oleh 

petani pesertalme1a1ui koperasi ke hank pelaksana dengan 

dilengkapi dokumen-dokumen antara lain: 

• Surat penetapan calon petani peserta dari 

bupatilwalik:ota cq. Dinas kabupaten!kota yang 

membidangi perkebunan; 

• Proposal rencana pengernbangan kebun petani secara 

individu maupun kelompok; 

• Surat kuasa dari petani peserta/anggoata kopersi kepada 

pengurus koperasi untuk mengurus kredit dan 

pengembalian kredit; 

• Daftar pengurus dan riwayat hidup pengurus koperasi. 

Satuan pembiayaan Program Revitalisasi Perkebunan untuk 

komoditi kelapa sawit, ditetapkan oleh Direktorat Jenderal 

Perkebunan. Satuan biaya tersebut terbagi dalam 6 wilayah sebagai 

berikut 151 

L Wilayah I terdiri dari Jawa Bara~ Banten, Jawa Tengah, 

DIY, Jawa Timur, Bali; 

2. Wilayah II terdiri dari Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, 

Lampung, Snmatera Barat, Bangka Belitung (Babel); 

3. Wilayah III terdiri dari NAD, Sumatera Utara, Riau, 

Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau; 

151 Ibid., him S. 
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4. Wllayah IV terdiri dari NTB dan NIT; 

5. Wllayah V terdiri dari Sulawesi Utara. Sulawesi Tengah, 

Sulawesi Selatan. Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Kalimantan 

Timur dan Kalimantan Tengah; dan 

6. Wllayah VI terdiri dari Maluku, Maluku Utara, Papua, Irian 

Jaya Barat. 

Direktorat Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian, 

menetapkan biaya satuan per helctar Program Revitaiisasi Perkebunan, 

baik melalui peremajaan ataupun perluasan sesuai dengan Keputusan 

Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 0/Kpts/RC.Il0/4/08 Tentang Satuan 

Biaya Maksimim Pembangunan Kebun Pe.c;erta Program Revttalisasi 

Perkebunan di Lahan Kering Tahun 2008-2009 (untuk selanjutnya dalarn 

tesis ini disebut "Kepdirjenbun No.:60/2008") . 

Adapun tabel biaya perluasan dan peremajaan Program Revitalisasi 

Perkebunan, khususnya perkebunan kelapa sawit dilahan kering adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 4: Satuan Biaya Per hektar Perluasan Kelapa Sawit Tahun 2008-

2009:152 

~~--- . -· . 
·~·~· .. 

UcAitl.n Kt:,ti~ttU> Wile ' Will Wiln w"m Wli.IV WILV WU.Vl 

l'O Porn~bul:uuon htb<on dtlft 1 LD6LOOO ll.37D.DOO ll-6;1;1.000 11-7!19,0(10 JZ-0;14,000 12.6!1.000 
~n~t~llmlill 

-'l'imllpl buja.. 
·i.cdh,«.m~. 
-lhl:\111! dWl alit 
-MM4j!l:D'!IO'Il ;.,.,, s% 
~~l:.hM... 
·A.II:llMJ\I:&ttM! 

Pl P.......tll:le..,.., TMHifl. 1 5.051>.000 5.170.001) 5.557.000 .5..67Hl00 $.90"1.000 '"""" ~T=np._,,. 

-lti~W' 
-~dll\.mt 
·Mw:q,j,_,.. ;..., S% 

)':; PUll'ltUbarau Tabun. a 4.755.000 5.127.000 $.27~000 "'*·"" S.~UIOO <.600000 
·T~kt:tjJt 
~r.,~ 

·llllihan~~ 
~ReS% 

P!l Pt-Wot:ltltilrli!Au Tah""' 3 S.OS7.000 5.475.000 5,593-00Q S,.721.000 &.019.000 6,.S71J:l00 
~T.:rt~~t;a~lja ... _ 
·ltch:md<>!ll!LI.t 
-Mo.n.l\.lmum~S'a 

Jvmleh 2::0.9'67 27.342..000 23.060.000 2&.541UlD 29.Ml.OO n.76:t. 

Sumber: Lampiran Kepurusan Direkrur Jenderal Perkebuuan Nomor 
60/Kp!SJRC. l l0/4108 lllllJW!l 7 April2008. 

Tabel 5: Satuan Biaya Per hektar Peremajaan Kelapa Sawit Tahun 2008-
2009153 

No u,.,....., Kcglutun Wila 
Wiii WilD wnm WIUV \Vil.V WU,Vl 

' PO: PcmlJ<II<.o.l>n htban dim I 1.016.000 11.31i6.000 I 1.444.000 11.4:l7Jl00 l2.9&f!Al00 120$1.000 

~.;::,.~'1'~1>. 
~Jn~\:t!a.r • 
...JliM.on.dunlnt 
~~==-kilo. 5}1; 
..S<»1Ltli<Mi IM=. 
~AdmlnJ~ 

' 1'1 P•mel!tlnr .... Tahun l <1.103.000 <'I.BSl.OOO 11.760.000 4.645.000 S.::liO.OOQ 6.01111.000 
-~l<=j .. 
4firtull'Uktw: 
d)o.h!l.l'l.!cn o!n! 
~MMI\itm"'n (..., 5% 

' P:t ""'m<>Uhli.l"JJ..., TabuB); :S.Ei71UIOil 4.433.000 <1.408.000 4.3<1<1.000 1.1144.00(1 5'.617.000 
wT__...~,. 

Mln~ 
-n.:.hil.n <inn 1!1<>.1 
~.,....,,.n..,s% 

4 1"3 Ylo""om..........., T'..hullli 3 4A34.000 5.284.000 $.231.000 S.I6.UIOO $,70$.(10(1 6.5114.000 
-T......,p l<a)n 
-fnfuld<tultu.ll' 
-$Man dnn lll:n 
~kie$% 

>= 23.232...000 2:S.9J<Ul00 2$,.84) "' 
::t7;14'J-OOQ .:m.Jso. 

m Departemen Penanian, Kcputusan Direktur Jenderal Perkebunan Deparlemen 
Pertanian Tentang Sllfullfl Biaya Maksimum Pembangumm Kebun Peserla Program Revitalisasi 
Perkebunan Dt Lallan Kering Tahun1008, Kep. Diijenbun Nomor: 601Kpts/RC.110/4/08 tanggal 
7 April2008,Lampimn. 
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Petrnohonan dan Penarikan dana program Revitallsasi Perkebunan 

(KPEN-RP) dapat dilakukan oleh Mitra Usaha atas dasar kuasa dari 

masing-masing petani melalui koperasi yang dituangkan dalam pCijanjian 

kerjasama atau langsung oleh petani bagi yang tidak mempunyai 

perusahaan mitra (khususnya petani kan.~t dan kakao ). Secara garis 

besamya, aiur proses pelaksanaan program revitalisasi perkebunan dapat 

diikuti pada Tabel6 berikut ini:154 

Alur Pro .. s Pelaksanaan Program Revitalisasl Perkebunan 
dengan Milra Usaba 

10. Subsidi 

·~ .. 

2.~ -

•. thulm 
Subliidi - •• -

Sumber: Pedoman Umum Program Revlta!.isasi Perkebunan (Kelapa Sawit, Karet, 
Kakao), Direktorat Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian 

l53 ibid. 

!.HOp. Cit., hlm. 26. 
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Dari skema seperti terliliat dalam Tabel 6, alur proses pelaksanaan 

program revitalisasi perkebunan dengan mitra usaha secara garis besar 

adalah sebagai berikut: "' 

1. Bupati cq, Kadisbun Kabupaten!Kota menunjuk: calon petani 

peserta ( alur I). 

2. Pembuatan Ketjasama antara calon petani peserta dengan calon 

perusahaan milra (alur 2). Dalam hal melibatkan koperasi, 

ke:rjasama tersebut melibatkan tiga pihak, yaitu calon petanl 

peserta, koperasi petani dan calon rnitra usaha (aJur2), 

3. Permohonan sebagai mitra usaha dilakukan secara berjenjang oleh 

cal on milra kepada Bupati cq. Kadisbun Kabupaten, kepada 

Gubernur cq. Kadisboo Provinsi (alur 3). 

4. Selanjutnya permohonan dimintakan kepada Direktur Jenderal 

Perkebunan dengan ternbusan kepada Bank Pelaksana (alur 4). 

5. Setelah Bank Pelaksana menerima Calon Mitra Usaha dari 

Direktur Jenderal Perkebunan (alur 5), Bank Pelaksana akan 

memutuskan menerima atau menolak sebagai perusahaan mitra 

(alur 6). 

6. Dari basil persetujuan Bank Pelaksana, Direktur Jenderal 

Perkebunan ak:an rnenerbitkan surat penunjukkan sebagai mitra 

(a!ur 7), yang kernudian ditindak lanjuti dengan persetujuan 

pernbiayaan dengan perusahaan mitra (alur 8). Apabila secara bank 

teknis memungkinkan dan setelah mendapatkan jaminan dari 

perusahaan milra, persetujuan pembiayaan dapat melalui koperasi 

petani. 

7. Bank pelaksana mengajukan usulan pernbiayaan kepada 

Departernen Keuangan (alur 9). Selanjutnya apabila disetujui, 

Departemen Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan akan 

memberikan subsidi bunganya. 

!5$ Ibid., hlm..27. 
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Pennohonan pinjaman melalui Mitra Usaha harus diajukan kepada 

Bank Pelaksana setelah Mitra Usaha mendapat k:uasa dari Koperasi atau 

petani, dengan meJampirkan dokumen-dokumen antara lain : 156 

1. Bukti perijinan dan legalitas; 

2. Proposal!Study Kelayakan; 

3. Rencana Penarikan dan Pengemhalian Kredit; 

4. Petjanjian Kerjasama antara Mitra usaha dan Koperasi/Petani 

peserta, yang antara lain memuat : (l) Landasan dan tujuan 

kerjasama (2) Jangka waktu perjanjian minimal l (satu) siklus 

tanam (3) Kewajiban dan hak masing-masing pihak (4) 

Pengelolaan kebun petani peserta dan mitra usaha dalam satu 

manajemen (5} Daftar nominatif calon petanl peserta; 

5. Daftar pengurus dan riwayat hldup penguros Milr'a Usaha; 

6. Surat kuasa untuk: menandatangani akad kredit dari petani 

peserta/anggota koperasi kepada mitra usaha. 

Sebagai jarninan/agunan atas kredit yang diberikan oleh Bank, 

Petani Peserta menyerahkan hak alas kepernilikkan tanahnya kepada bank. 

Agunan kredit program RevitaHsasi Perkebunan berupa agunan pokok dan 

agunan tamb~ yaitu: 157 

a. Agunan pokok kredit1 yaitu kebW1 yang dibiayai melalui kredit 

Revitalisasi Perkebunan berupa Sertifikat Hak Milik atas nama 

petani peserta atau dalarn bentuk sertifikat Hak Guna Usaha yang 

dimiliki secara bersama o1eh petani peserta/koperasi. Apabila 

sertifikat sedang dalarn proses, cukup menyerahkan ijin lokasi dan 

surat keterangan dari instansi berwenang yang dapat ditingkatkan 

menjadi sertifikat; dan 

b. Agunan tambahan berupa jarninan perusahaan Mitra Usaha, sampai 

dengan kredit lunas untuk yang bermitra. 

n 6 Ibid., hlm 3.8M39. 
lS1 Ibid., him 39. 
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K. MANAJEMEN PELAKSA,"'AAN158 

1. l,embinaan 

Pembi:naan dan pengendalian pelaksanaan kredit 

pengernbangan energi nabati dan revitalisasi perkebunan 

dilaksanakn oleh menteri keuangan, menteri pertanian dan 

gubemur/bupatitwalikota sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan 

wewenang masing-masing untuk efektivitas pelak:sanaan program 

revltallsasi perkebunan,dilaksanakan mekanime sebagai berikut: 

a. Ditingkat Pusat, pembinaan dan koordinasi dilakukan oleb 

tim koordinasi nasional program revitalisasi perkebunan 

yang diketuai oleh direktur jenderal perkehunan; 

b. Di Tingkat Provinsi, pembinaan program revitalisasi 

perkebunan dilaksanakan oleh tim pembina pembangunan 

perkebunan provinsi (TP3P) yang telah dibentu oleb 

gubernur; 

c. Di Tingkat Kabupaten/kota,. pembinaan program revitalisasi 

perkebunan di!aksanakan oleh tim pembina pembangunan 

perkebunan kabupaten (TP3K) yang telah dihentuk oleh 

bupati/walikota. 

2. Organisasi Pelaksana Program Revitalisasi Perkebunan 

Pelaksana Program Revitalisasi Perkebunan di daerah 

merupakan tanggung jawab dari Dinas Perkebunan Provinsi dan 

Kabupaten!Kota. Untuk itu masing-masing daerah dapat 

membentuk organisasi pelaksana yang disesuaikan dengan 

karak:teristik masing-masing daerah. 

ls.s Ibid., hlmA0-41. 
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dan atau menteri pertanian melalui 

sewaktu-waktu dapat melakukan 

pemeriksaan atas realisasi penyaluran dan penggunaan pinjaman 

pendanaan kredit pengembangan energi nabati dan revitalisasi 

perkebunan oleh mitra usaha, bank pelaksana dan individu petani 

peserta. Pelaksana dan/ atau rnitra usaha berkewajiban 

menyarnpaikan: (1) data dan dokumen terkait; (2) mernberikan 

tanggapan atau jawaban terhadap hal-hal yang ditanyakan atau 

diperlukan kejelasanuya; dan (3} bersikap koperatif dalam 

kaitann:ya dengan pelaksana pemeriksaan. 

4. Monitoring dan Evaluasi 

Pemantauanlmonitoring diJakukan terhadap Pembangunan 

Kebun, Penyaluran Kredit, Pemanfaatan dan Pengernbalian Kredit 

secara berjenjang mulai dari Kabupaten/Kota. Provinsi dan Pusat. 

Kegiatan monitoring ini dilakukan oleh Tim Pembinaan 

K.abupaten!Kota, Provinsi dan Pusat secara berkala (maksimal 

setiap 3 bulan). 

5. Pelaporan 

Pelaporan pelaksana Program RevitaJisasi Perkebunan 

dilakukan sbb: 

a. Bank pelaksana rnenyampaikan laporan bulanan penyaluran 

dan pengembalian kredit revitalisasi perkebunan kepada 

menteri keuangan cq. Direktur jenderal pembendahataan, 

Menteri Pertanian cq. Direktur Jenderal Perkebunan dan 

Kepala Pusat Pembiayaan dengan tembusan kepada Menteri 

Koordlnator bidang Perekonomian~ Menteri Negara 

Perencanaan Pembangunan Nasionai/Ketua BAPPENAS, 
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Gubernur, Bupati/Walikota terkait paling lambat tanggal 25 

bulan berikutnya; 

b. Mitra usaha menyampaikan laporan hulanan realisasi fisik, 

penarikan dan penggunaan kredit revitalisasi perkebunan 

kepada Menteri Keuangan cq. Direktnr J end era! 

Pembendaharaan, Menteri Pertanian cq. Direktur Jenderal 

Perkebunan dan Kepala Pusat Pembiayaan dengan tembusan 

kepada Gubemur, Bupati!Walikota terkait dan Bank Pelaksana 

paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya. Format pelaporan 

adalah seperti terlampir; 

c. Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan 

menyampaikan laporan bulanan progres pelaksanaan lapangan 

baik fisik maupun keuangan serta permasalahan yang dibadapi 

kepada dinas provinsi yang membidangi perkebunan dan 

ternbusan kepada Direktur Jenderal Perkebunan setiap tanggal 

5 bulan berikntnya; 

d. Dinas Provinsi yang rnernbidangi perkebunan menyampaikan 

laporan triwulan mengenai perkembangan pembangunan fisik 

di wilayahnya kepada Direktur Jenderal Perkebunan dengan 

tembusan kepada Kepa1a Pusat Pembiayaan setiap bulan 

tanggal!O tiga bulan berikutnya. 

6. lndikator Keberhasilan Program Revitalisasi Perkebunan 159 

Indikator keberhasilan pelaksanaan Program RevitaHsasi 

Perkebunan antara lain adalah: 

a. Terbangunnya kebun sesuai rencana dan memenuhi standar 

teknis; 

b. Tersalumya kredit pembiayaan dan subsidi bunga 

pembangunan kebun; 

c. Terlaksananya konversi kredit tepat waktu; 

159 Ibid., hlmA2. 
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d. Terealisasinya angsuran kredit tetap waktu; 

e. Meningk:atnya pendapatan petani; 

f Meningkatnya penyerapan tenaga kerja; 

g. Berkembangnya ekonomi wilayah. 

L. Pengalihan Kebun Kepada Koperasi Atau Petani Plasma160 
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Pada saat tanaman mencapai umur menghasilkan sesuai jenis 

tanaman dan memenuhl standar teknis~ maka pengelolaan kebun plasma 

dapat dialihkan kepada petani atau koperasi. Penilaian secara teknis oleh 

dilalrukan oleh Tim Penilai atau konsultan independen yang ditunjuk oieh 

Direktur Jenderal Perkebunan dan Bank. 

Hasil penilaian Tim Pentlai atau konsultan disampaikan kepada 

Direktur Jenderal Perkebunan sebagai bahan pertim:bangan pengallhan 

kebun. Seianjutnya, Direktur Jenderal Perkebunan berdasarkan basil 

penilaian Tim Penilai atau konsultan independen tersebut menetapkan 

kcbun yang memenuhi syarat teknis untuk dia1ihkan darl mitra usaha 

kepada Petani peserta. 

Pengaiihan tersebut ditandai dengan pengalihan beban kredit 

investasi dari mitra usaha kepada Petani peserta dan penyerahan sertifikat 

tanah sebagai agunan dan penandatanganan akad kredit dengan perbankan. 

Kebun yang telah memenuhi persyaratan teknis tetapi belum dapat 

diserahkan, mitra usaha wajib mengelola kebun dan melakukan pencatatan 

hasil kebun, biaya eksploitasi dan kewajiban perbankan, 

lW Departenwn Pertanian, Peromran Menterf Perttmian Tentang Pengembangan 
Perkebunan Melalu.i Program Revitalisasi Perkebunan, Permenr.an 
No.:33/Permentani0T.l4QJ7!2006, Pasal23·28. 
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PELAKSANAAN PERJANJIA,"' KEMITRAAN PLASMA MELAIUII'ROGRAM 

REVITAIISASI l'ERKEBUNAN OLEH SALAH SATU l'ERUSAHAAc"' 

PERKEBUNAN SWASTA DI PROVINSI KAIJMANTAN BARAT 

A. SEKILAS TENTANG PROVINSI KALIMANTAN BABAT161 

I. Letak Wilayah 

Provinsi Kalimantan Barat (selanjutnya dalam tesis lni disebut 

"Kalbar") terletak di bagian barat pulau Kalimantan atau di antara garis 2°08 

LU serta 3°05 LS serta di antara 1 08'0 BT dan 114"1 0 BT pada peta buml. 

Berdasarkan letak geografis yang spesifik ini maka, daerah Kalimantan Barat 

tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis lintang O") tepatnya di alas Kota 

Pontianak. Karena pengaruh letak ini puia, maka Kalbar adalah salah satu 

daerah tropik dengan suhu udara cukup tinggi serta diiringi kelembaban yang 

tinggi. 

Batas-batas ";!ayah selengkapnya bagi daerah provinsi Kalbar adalah: 

• Utara : Sarawak (Malaysia) 

• Selatan : Laut Jawa & Kalteng 

• Timur : Kalimantan Timur 

• Barat : Laut Natuna dan Selat Karimata 

2. Luas Wilayah 

Sebagian besar wilayah Kalimantan Barat adalab merupakan daratan 

141 Kalimantan Barat, Pemerintah Provlnsi Kalimantan Bar-at, 6 Juni 2009, 
<httn:l!l¥WW .kalbar. go. idfprofll,P.hp?id .. 9>. 
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berdataran rendah dengan luas sekitar 146.807 km2 atau 7,53 persen dari luas 

Indonesia atau 1,13 kali luas pulau Jawa. \Vilayah ini membentang lurus dari 

Utara ke Selatan sepanjang lebih dari 600 km dan sekitar 850 km dari Barat ke 

Timur. 

3. Topografi 

. 
Dilihat dari tekstur tanahnya rnaka, sebagian besar daerah Kalimantan 

Barat terdin dari jenis tanah PMK {podso1et merah kuning), yang meliputi 

areal sekitar 10,5 juta hektar atau 17,28 persen dari luas daerah yang 14,7 juta 

hektar. Bcrikutnya, tanah OGH (orgosol, gley dan humus) dan tanah Aluvial 

sekitar 2,0 juta hektar atau 10,29 persen yang terhampar di seluruh Dati II, 

narnun sebagian besar terdapat di kabupaten daerah pantai. 

Sebagian besar luas tanah di Kalimantan Barat adalah hutan (42,32%) 

dan padangisemak belukar/alang-alang (34,11%). Adapllll areal hutan terluas 

ter1etak di Kabupaten Kapuas Hulu seluas 1.964.491 ha, sedangkan 

padangisemak belukar terluas berada di Kabupaten Ketapang (yang menjadi 

lokasi penelitian dalam tesis ini} yaitu seluas 1.374.145 ha. Sementara itu areal 

perkebunan mencapai 1.574.855,50 atau 10,73 %. Dari 14,68 ribu ha luas 

Kalimantan Barat, areal illltuk pemukiman hanya berkisar 0,83 persen. Adapun 

areal pemukiman terluas berada di Kabupaten Sintang diikuti kemudian oleh 

Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang. 

4. Perkembangan Penduduk 

Jumlah pcnduduk Provinsi Kalimantan Barat tahun 2006 diperkirakan 

berjumlah sekill!r 4,12 juta jiwa (angka proyeksi), dimana sekitar 2,11 jutajiwa 

berjenis kelamin laki-laki dan 2,01 juta jiwa adalah perempuan. Luas wilayah 

Provinsi Kalimantan Barat sebesar 146.807 Km2 atau lebih besar dari Pulau 

Jawa, maka kepadatan penduduk Kalimantan Barat baru sekitar 28 Jiwa per 

kilometer persegi. Kondisi ini tentunya kurang menguntungkan dalarn rangka 

percepatan pembangunan wilayah khususnya menyangkut pengelolaan Surnber 

Daya Alarn (SDA) dengan segala potensi dan keragamannya. 
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5. Produk Domestik Regional Bruto 

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan angka Produk 

Domestik Regional Bruto {selanjutnya dalam tesis ini disebut "PDRB"). 

PDRB Ka!bar alas dasar harga berlaku tahun 2006 mencapai Rp.33,7l trilyun 

dengan kontribusi terbesar diberikan oleh sektor perumian (27,!3%), sektor 

perdagangan, hotel dan restoran (22,69%), dan sektor industri pengolahan 

(18~53%). Struktur ekonorni ini masih menempatk:an sektor pertanian sebagai 

leading sektor. 

Apabila dJHhat dari struk:tumya selama llma tahun tera.klrir tampak 

terjadi pergeseran sektoral, dimana sektor industri pengolahan mulai menurun 

peranannya digantikan oleh sektor perdagangan, bote!, dan restoran. 

6. Perkebunan Kelapa. Sa wit Di Provinsi Kalimantan Barat 

Usaha perkebunan di Kalimantan Barat berdasarkan luas dan sistem 

pengelolaannya dibagi 2 ( dua) jenis, yaitu perkebunan besar dan perkebunan 

rakyal. Luas areal perkebunan di Kalimantan Barat seluas 1.07!.139 ha I 

503.692 kk. Jumlah produksi 1.149.387 ton dengan rata-rata produksi !.636 

kglhalthn. 

Produktifitas per hektar pada umumnya perkebUilllJl besar (2.823 

kg/halthn) lebih tinggi jika dibandingkan dengan perkebWlan rakyat (1.213 

kglhalthn). Produksi kelapa sawit yang diproduksi perkebunan rakyat 

mencapai 350.!71 ton dengan luas tanam 186.677 bektar/82.733 kepa!a 

keluarga, dengan rata-rata produksi 2.228 kglhalthn. 
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B. KEBIJAKKAN REVITALISASI PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN 

BARATI62 

Da1am rangka peJaksanaan program revitalisasi perkebunan1 Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Barat menerltpkan kebijakkan Revitalisasi Perkebunan dalam 

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2008 ("Perda 

No.:S/2008"), Program Revitalisasi Perkebunan di Provinsi Kalimantan Barat sesuai 

Perda No.:S/2008 adalah sebagai berikut: 

I. Pengembangan Agribisnis: 

a. Penerapan teknologi budidaya yg baik melalui intensifikasi, rehabilitas, 

ekstensifikasi dan diversifikasi. 

b. Pengembangan bahan tanaman bennutu. 

c. Pengembangan perkebunan pada kawasan khusus (wilayah perbatasan, 

daerah pedalaman, wilayah terpeneil). 

2. Pen:ingkatan kesejahteraan petani perkebunan. 

a. Rasionalisasi tenaga penyuluh perkebunan. 

b. Pendidikan, Pelatihan, pen-dampingan sekolah lapang dan magang 

petani maupun petugas. 

c. Penumbuhan dan penguatan kelembagaan petani perkebunan. 

d. Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan usaha di sentra 

produksi. 

e. Penumbuhan dan penguatan kemitraan usaha. 

t: Upaya kbusus pengentasan kemiskinan di wilayah perkebunan. 

g. Pemantapan manajemen peningkatan kesejahteraan petani pekebun. 

h. Pembinaan petani dan kelernbagaan pelani pada kawasan kbusus 

(wilayah perbatasan pedalaman dan wilayah terpencil). 

3. Pengembangan Sistem Infonnasi Perkebunan. 

a. Pengembangan sistem data dan infonnasi perkebunan 

b. Peningkatan dan pengembangan Humas Perkebtman 

c. Peningkatan kaji terapan Agribisnis Pembangunan Perkebunan 

d. Pengembangan pelaksanaan standerisasi perkebunan 

Jli2 Kalimantan Barat, Peraturan Doerah Prqvinsi Kalimantan Barat Tenrang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Provinst Kalimanian Barat Talnm 2008-2013, Perdu No .. 8 Tabun 2008, Lembaran 
Daerah Nomor 7 Tahun 2008, < hrtp://W'W'\V.ka!bar.go.idlanikel.php?i<F4>. 
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e. Peningk:atan dan pemanfaatan Tata Ruang wilayah perkebunan 

f. Pengendalian Perizinan Usaha Perkebunan 

g. Pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan 

h. Penyelenggaraan Promosi Produk Unggulan Perkebunart. 

Selanjutnya, tahapan persiapan untuk melaksanakan Program Revitalisasi 

Perkebunan adalah sebagai berikut: 

1. Srudi Kelayakan Potensi Laban Kebun. 

2, Sosialisasi Proyek. 

3. Berita Acara Kesepakatan Proyek. 

4. Pembentukkan KoperasL 

5. Permohonan !jin Lokasi. 

C. Persyaratan Pembiayaan Program Revitalisasi Perkebunan Oleh PT. Bank 

Mandiri Thk. 

Untuk mendukung program pengembangan perkebunan melalui Program 

Revitalisasi Perkebunan, PT. Bank Mandiri Tbk (untuk selanjutnya dalam tesis ini 

disebut "Bank Mandiri"} bersama-sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI), 

BUKOPIN, BPD Sumatera Utara dan Bank Nagari Sumatera Barat telah 

menandatangani Perjanjian KeJjasama Pendanaan dengan Menteri Keuangan!Dirjen 

Perbendaharaan pada tanggal20 Desember 2006. 

Menurut keterangan dari Direktur Micro & Retail Banking Bank Mandiri yang 

dilrutip dari website resmi Bank Mandiri, Bank Mandiri siep membiayai perkebunan 

kelapa sawit rakyat seluas 321.268 hektar dengan alokasi kredit sebesar Rp II triliun 

periode 2007 - 2010 yang akan disalurkan secara bertahap sesuai kebuluban 

penanaman dan pemeliharaan tanaman. Dengan dana sebesar itu, jum1ah petani 

plasma yang akan dibiayai bisa mencapai sekitar 80.000 orang. "" 

Untuk melaksanakan pembiayaan Program Revitalisasi Perkebunan, Bank 

Mandiri menetapkan beberapa syarat sebagai berikut:164 

I. Syarat Petani Peserta: 

l~) PT. Bank Mandiri Tbk,. ''Bank Mandiri Koroit Pemb.iayaan Perkebunan"', 
<hnp;l/wv.rw.bankmandiri.co.idkornorateO l/news-detail,asp?id-HCfiS53.3l774>, 16 Maret 2007, 

J.M PT. Bank Mandirl Tbk, "Kredit Pengembangan Energi Nabati (K.PENMRP)", 
<htt;p;//ww.bankruaodiri.oo.idlartk;WKPEN.aspx>, 8 Juni 2009. 
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a. Petani harus berdomisili di lokasi sekitar kebun yang dibiayai dan 

dibuktikan dengan identitas Jengkap seperti KTP dan Kartu Keluarga 

(KK). 

b. Petani harus terdaftar dalam daftar nominatif calon petani yang 

ditetapkan oleh Bupati!Walikota. 

c. Berusia sama atau lebih dari 21 tahun atau sudah menikah. 

d. Bersedia mengikuti petunjuk/pembinaan kpreasi/mitra usaba dan pihak 

terkait dan mematuhi ketentuan~ketentuan sebagai peserta program 

revita1isasi perkebunan. 

e. Bersedia mengikuti petunjuk/pembinaan dari Koperasi/Mitra Usaha, 

intansi terkait dan mematuhi ketentuan yang berlaku, 

2. Syarat Laban: 

a. Luasan lahan per hamparan diarahkan WJtuk memenuhi skala ekonomi 

sesuai tekrris komoditi (karet atau kelapa sawit). 

b. Luasan lahan maksimum 4 Ha/petani peserta. 

c. Klas kesesuaian laban Sl, S2 dan S3. 

d. Lokasi laban dapat dijangkau petani peserta. 

e. Laban milik petani peserta dalam bentuk Sertifikat Hak Milik dari 

masing-masing petani peserta atau masih dalam proses. 

f. Laban tidak bermasalab atau diokupasi oleh pihak lain. 

g. Mempunyai ijin peiepasan kawasan hutan bagi yang berasal dati 

kawasan hutan. 

3. Syarat Koperasi 

a. Koperasi Primer sudab berbadan hukum (akta pendirian dan 

perubabannya), dan bukan merupakan Koperasi Karyawan. 

b. Tidak termasuk datam Daftar Hitam dan Daftar Pinjaman Maeet Bank 

Indonesia. 

c. Koperasi tidak mernpunyai tunggakan kredit 

d. Koperasi telab mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan Perusabaan 

Mitra. 

e. Koperasi harus memiliki rekening simpanan di Bank Mandiri. 
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4. Syarat Perusahaan Perkebunan Menjadi Mitra Usaha: 

a. Perijinan usaha dan kegiatan di bidang perkebunan, pengurus dan 

usaha sesuai kebutuhan berlaku (SIUP, !UP, TDP, l'iPWP dll). 

b. Manajernen perusahaan berpengalaman d:i bidang usaha perkebunan 

(Curiculum Vitae). 

c. Perusahaan memilild pengalaman di bidang usaha perkebunan yang 

dibiayai tennasuk groupnya (profil eompany). 

d. Surat Pemyataan bersedia menjadi avalislpenjaroin. 

e. Mitra usaha memenuhi syarat Bank Mandiri. 

f. Mitra usaha mempunyai perjanjian kerjasama dengan koperasi 

kelompok lani yang diketahui oleh Bupati/Walikota. 

g. Studi kelayakanlproposal kegiatan pembangunan perkebunan yang 

akan dilaksanakan. 

D. PeJaksanaao Perjanjian Kemltraan Plasma Melalui Program Revitalisasi 

Perkebunan Oleh PT. X dan Koperasi Y Di Provinsi Kalimantan Barat. 

1. Sekilas Tentang PT. X. 

Atas permintaan scca.ra lisan dari pihak manajemen perusahaan, maka 

nama dan identitas perusahaan tidak disebutkan dalam Penelitian tesis ini. PT. 

X adalah salah satu perusahaan swasta nasional yang didirikan pada tanggal 18 

Februari !982. Perkehunan kelapa sawit adalah usaha utama dari PT. X. Pada 

tanggal 18 November 1996, status PT. X yang semu1a adalah perusahaan 

nasinnal berubah menjadi perusahaan penanaman modal asing (PMA). 

Selanjutnya, pada tanggal 28 Agutus 2007, status PT X seeara resmi 

berubah menjadi perusahaan penananaman modal dalam negeri (PMDN) 

setelah seluruh sahamnya di akuisisi oleh pemegang saham Indonesia. Lakasi 

kebun ke!apa sawit PT X seluas 7.286,94 ha terletak di Kabupaten Ketapang, 

Provinsi Kalimantan Barat. 

Sebagai perusahaan PMDN, maka sesuai Pasal 18 Ayat 4 Undang­

Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (selanjutnya dalam 
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tesis ini disebut "UU No.:25/2007"), PT X berhak mendapatkan fasilitas 

fasilitas sebagai berikut: 165 

I. Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampa1 

tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan 

dalam waktu tertentu. 

2. Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, 

mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat 

diproduksi di dalam negeri. 

3. Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan 

penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan 

persyaratan tertentu. 

4. Pembebasan atau penangguhan PPn atas impor barang modal atau 

mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat 

diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu. 

5. Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat. 

6. Keringanan PBB, khususnya untuk bidang usaha tertentu pada wilayah 

atau daerah atau kawasan tertentu. 

Dalam program kemitraan plasma, fasilitas PMDN yang dimiliki oleh 

PT X tersebut tidak dapat dipergunakan. Menurut Peneliti, seandainya fasiltas 

tersebut dapat dimanfaatk:an oleh Koperasi dalam kemitraan plasma, tentu 

akan bermanfaat bagi koperasi untuk menambah kualitas hasil kebun plasma 

serta mengurangi biaya pembangunan kebun plasma. 

Sebagai perusahaan perkebunan, PT X telah memiliki IUP 

sebagaimana dipersyaratk:an dalam pasal 9 Permentan No.:26/2007166
. 

Penguasaan hak atas tanah kebun PT X sesuai dengan Pasal 28 Ayat 1 UUP A 

165 Indonesia, Undang-Undang Tenrang Penanaman Modal, UV Nomor 25 Tahun 2007, LN Nomor 67 
Tahun 2007, TBNNomor 4724 Tahun 2007, PasaliB Ayat4. 

166 Berdasarkan Pasal 9 Ayat 1 Permeman 26/2007 disebutkan bahwa usaha perkebunan yang luasnya 
lebih dari 25 ha dan merniliki unit pengolahan basil perkebunan minimal 5 ton/jam, wajib memilik.i Ijin Usaha 
Perkebunan-IUP. Departemen Pertanian, Peratllran Menteri Perranian Tentang Pedoman Perijinan Usaha 
Perkebunan, Permentan No.:26/PermentaniOT.l40/212007, Pasal9 Ayat 1. 
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adalah HGU167
. HGU yang dimiliki oleh PT X berlaku selruna 30 tahun dari 

maksimum 35 tahun yang diperhnlebkan oleh Pasal29 Ayat 2 UUP A."' 

Untuk dapat mengajukan permohonan pembiayaan, PT. X telah 

memenuhi persyaratan sehagaimana ditetapkan oleh Bank Mandiri. 

Rencana pelaksanaan program revitaliasi perkebunan kelapa sawit 

melalui perjanjian kemitraan plasma dengan masyarakat di sekitar lokasi 

perkehunan ( selanjutnya dalam tesis ini disebut "Proyek") akan dilaksanakan 

tahun 2009. Kmjasama pemhangunan perkebunan kelapa sawit dengan 

masyarakat sekitar lokasi kebun bukanlah hal yang pertama kali dilakukan 

olehPT. X. 

Pada tahun 2003 PT. X telah melaksanakan kerjasama pemhangunan 

plasma perkebunan kelapa sawit melalui program PIR169
, untuk laban seluas 

244 ha (selanjuinya dalarn tesis im disebut "Plasma Tahap 1"). Kemudian, 

pada tahun 2005, PT X juga melaksmakan keJjasama pembangunan plasma 

perkebunan kelapa sawit melalui program KKP A 170 untuk lahan seluas 926,84 

ha (selaujutnya da!am tesis im disebut "Plasma Tahap 2"). 

161 Berdasarkan Pasal 28 Ayat J UUP A, disebutkan bahwa Hak Guna Usaha adalah hak yang dikuasai 
1angsung oleh Negara, unruk usaba pertanian, peternakan at.au perikanan, Indonesia, Undang~Undang Tentang 
Peruturan Dasar Polrok-PokokAgroria, UU No.:5 Tahun 1960, LNNo.:104 Tahun 1960, Pasal28 Ay--at 1. 

168 Berdasarkan Pasal 29 Ayat 2 UUPA, hak guna usaha untuk perusahaan yang memerlukan waktu 
lebih lama dapat diberikan Hak Gun.a Usaha paling lama 35 tabun. Indonesia, Undang-Undang Tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agroritt, UU No.:5 Tahun 1960, LN No.J04 Tahun 1960, Pa.~al28 Ayall. 

16
!f Berdasarkan Pasall lnstruk5i Presiden Nomor 1 Tahun 1986 Tentang Pengembangan Perkebunan 

Dengan Pola Pewsahaan Inti Rakyat Yang Dikailkan Dengan Program TransmigrasJ, yang dirnaksud dcngan 
PIR adalah pola pengembangan perkebunan dengan menggunakan pekebunan besar sebagai inti yang membaotu 
dan membimbing perkebunan rakyat di sekitamya sebagai plasma dalam suatu sistem keljasama yang saling 
menguntungkan, utub dan berkesinambungan. Ada 2 komponen dalam proyek PIR, ya.itu komponen utama dan 
komponen penunjang. Komponen uwna melipuli pembangunan perkebunan inti, pembangunan kebun plasma, 
pembangunan pemukiman yang terdiri dari laban perkarangan dan perumahan. l(ompOnen penunjang meliputi 
pembangunan prasarana umurn. Indonesia, Jns1ruksi Presiden Tentang Pengembangon Parkeb11nan Dengan 
Pola Perosolu.J(ln Inti Rakyat Yang Dikaitknn Dengan Program TransmlgrQ:ti, Inpres No: l Tahun 1986, Pasai 1. 

110 Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 dari J<eputusa.n Bersama. Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan 
Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 731K.pts!OT.2HJJ2!98: dan Nomor OIISKSIM/II/1998 Tentang Pembinaan 
dan Pengembangan KUD Di Bidang Usaha Perkebunan Dengan Pola Kemitwan Melalui Pemanfaatan Kredit 
Kepada Koperasi Primer Untuk Anggotanya, yang dimaksud dengan KKP A adalah kredit investasi a tau kredlt 
modal kerja yang diberikan oleh bank kepada Koperasi Primer untuk kemudian diteruskan kepada anggota~ 
anggotanya guna mernhiayai. usaha anggota yang tidak produktif. Departemen Perumian dan Departemen 
Koepmsi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, Keputusan Bersama Menteri Penanian dan Menteri Koperasi dan 
Pembinaan Pengusaha Ket:il Tentang Pemhinaan dan Pengembongt1n KJJD Di Bidang Usa!Jo Perkebunan 
Dengan Pola Kemitraan Melalu:' Pemanfaaran Kredil Kepada Koperosi Primer Untuk Anggotanya, SKB 
Nomor 73/Kpts/OT.210/2l98 dan Nomor01/SKB!MIII!1998, Pasal I A)'at 1. 
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Dengan demikian, total luas laban kebun plasma yang Ielah dan akan 

d1bangun oleh PT. X adalah 1.570 ha atau sek:itar 21,5% dari totalluas kebun 

kelapa sawit yang dimiliki oleh PT. X. Luasan kebun plasma tersebut te!ah 

melebihi ketenhJan syarat minimum yang diwajibkan kepada perusahaan 

perkebunan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal II Permentan No. :2612007 

yaitu 20% dari totalluas kebun perusahaan. 

2. Sekilas Tentang Koperasi Y. 

Menurut Bambang Suprayitno, yang dimaksud dengan Koperasi adalah 

kumpulan orang yang memiliki tujuan yang sarna. diikat dalam suatu 

orgarusasi yang bera.~askan kekeluargaan dengan maksud rnensejahterakan 

anggotanya171
• Sedangkan menurut UU No.:25/1992 yang dimaksud dengan 

Koperasi adalah, "badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan 

hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prin ... <;;ip 

koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas 

kekeluargaan ... 112 

Atas permintaan secara lisan dari pihak manajemen perus:ahaan~ maka 

nama dan identitas Koprasi Y tidak discbutkan dalam Penelitian tesis ini, 

Koperasi Y adalah Koperasi Primerm yang didirikan pada tanggal 28 

November 2001 untuk jangka waktl.J. tidak terbatas. Koperasi Y telah 

mendapatk:an pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Koperasi, 

Pengusaha Kecil dan Menengah pada tanggal 28 Desember 2001. 174 

Koperasi Y berkedudukan di Kabupaten Ketapan& lokasi dimana 

lokasi Proyek akan dilaksanakan. Sesuai dengan akta pendiriannya~ 

m Bambang Suprayitno, Kritik Terhadap Koperasi (Serta So/usinya) Sebagai Media Pendorong 
Periumbu!Jan Usaha Ekonomi Mikro, Kecil dan Mengengah (UA1KM), Jwnal Ekonomi dan Pendidikan, Volume 
4 Nomor 2, November 2007, hlm.17. 

172 Indonesia, Undang-L"ndang Tentang Perkopernsian, lJU 'No.:2S Tahun 1992, LN No.:116 Tnhun 
1992, TBN No.:3502 Tahun 1992, Pasall Ayat L 

m Berdasarkan Pasal 1 Ayat 3 junclo Pasal 6 Ayat J dari UU No.:25 Tahun 1992 Tentang 
Perkopernsian, yang dimaksud dengan Koperasi Primer adalah koperasi yang beranggoiakan paling sedikit 20 
ornng. Indonesia. Undang~Undong Tentang Perkoperasian, UU ~o.:25 Tahun 1992, LN No.:116 Tahun 1992, 
TBN No.:3502 Tabun 1992, Pasa! I Ayat 3 juncto Pasal 6 Ayatl. 

If.! Ibtd., Pasall Ayat 3. 
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perkebunan kelapa sawit merupakan bidang usaha utama Koperasi Y. Selain 

itu, Koperasi Y dapat melakukan usaha perkebunan, HPH, simpan pinjam. 

perikanan, waserda dan angkutan sebagai kegiatan penunjangnya. 

Sampai dengan saat ini, sebagai Koperasi Primer, jurnlah anggota 

Koperasi Y yang resmi terdaftar berjumlah 27 orang. Jumlah ini telah 

memenuhi persyaratan minimum 20 orang untuk sebuah koperasl primer 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal9 Ayat I UU No.:25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian (selanjulnya dalarn tesis ini disebut "UU No.:2511992"). 

Berdasarkan anggaran dasar Kuperasi Y, yang berhak menjadi anggota adalah 

penduduk yang tinggal di Kabupaten Ketapang. 

Dengan demikian, dilihat dari pendirian Koperasi Y, tujuan dan jenis 

Kopemsi Y, koperasi tersebut Ielah layak untuk ditetapkan sebagai koperasi 

yang berhak untuk ikut dalam Program Revitalisasi Perkebunan sebagaimana 

dipersyaratkan olah Bank Mandiri untuk Program Revitalisasi Perkebunan. 175 

Ditinjau dari teori badan hukum, Kopera.lii Y telah memenuhi syarat 

sebagai badan hukum, yaitu memiliki kekayaan berupa lahan kebun plasma 

yang dikuasai dengan HGU dan memiliki hak dan kewajiban sendiri dalam 

perjanjian plasma. 176 

Dilinjau dari kriteria jenis badan usaha, dengan kekayaan bersih kurang 

dari 500 juta Rupiah, maka Koperasi Y masuk dalam golongan Usaha Kecil 

sebagaimana dirnaksud dalam Pasal6 Ayat 2 UU No.:20/2008. 177 

3. Prosedur Pelaksanaan Proyek 

Untuk dapat merealisasikan Proyek~ Peneliti membagi prosedur 

menjadi 3 tahap, yaitu: 

a. Tahap Persiapan Sebelum Penandatangan PerianHan Kemitraan Plasma 

Revitalisasi Perkebumm. 

l7S PT. Bank Mandiri Tbk, ''Kredit Pengembangan Energi Nabati (KPEN-RP)", 
<http:/lwww.bankmandiri.coJdlarticle:KPEN.a!ipx>, 8 Juni 2009. 

176 R. Soeroso, Pengantar llmu Hukum, cet. 9, (Jakarta: Sirmr Graf.ika, 2007), him. 238. 

m Indonesia, Undang-Undang Tentang Usaha Mikro. Kecil dan Menengah, UU No.:20 Tahun 2008, 
LN No.:93 Tahun 2008, TBNNo.:4866 Tahun 2008, Pasal 6 Ayat 2. 
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T ahap perstapan Proyek !idak diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. Oleh karena itu, tuhap persiapan ini tergantung 

kepada kebijakkan rnasing-masing perusahaan. Khusus untuk PT. X 

yang mcnjadi obyek penelitian dalam tesis ini, Peneliti telah 

melakukan wawancara secara lisan dengan Manajer Legal dan 

Community Development PT. X selak:u Project lvfanager Plasma PT. X 

pada hari Rabu, 24 Juni 2009. 

Mengenai Koperasi Y, oleb karena keterbatasan waktu, biaya 

dan jarak, Peneliti tidak dapat melakukan wawancara atau diskusi 

dengan pihak Koperasi Y yang berlokasi di Kabupaten Ketapang, 

Provinsi Kalimantan Barat. 

Menurut Manajer Legal dan Community Development PT. X~ 

sebelum para pihak menandatangani perjanjian kemitrrum plasma 

revitalisasi perkebunan~ ada beberapa persyarntan dan tahap yang harus 

dilalui, antara 1ain: 178 

(I) Pencarian dan penelitian studi kelayakan laban untuk dijadikan 

lokasi perkebunan kelapa sawit. 

Dalam Penelitian tesis ini, Peneiiti tidak akan membahas 

mengenai kondisi tanah yang bagaimana yang layak untuk 

ditanami dengan tanaman kelapa sawit. Peneliti hanya 

membahas mengenai persyaratan legalitas dan administrasi 

yang diperlukan. 

Menurut keterangan beliau, apabila Koperasi memilik:i 

sebidang tanah yang oocok ditanami dengan kelapa sawit dan 

tanah tersebut memiliki legalitas kepemilikkan tanah (dalam 

arti tldak dimiliki oleh pihak lain selain calon anggota Kopcrasi 

Y) maka Koperasi dapat mengajukan proposal kepada PT X. 

Tim teknis PT. X bersarna dengan perwakilan koperasi 

akan rnelakukan penelitian langsung ke caJon lok:asl kebun, 

Penelitian mencakup kelayakan dan kecocokan jenis tanah 

untuk tanaman kelapa sawi~ kondisi sosial masyarakat sekitarl 

17
H Yuliany, Wawancaru dengan Manager Legal and Commtmity Development PT. X, Selasa, 23 Juni 
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serta legalitas tanah. Apabila semua kondisi tersebut dapat 

disetujui oleh PT. X, maka akan dilanjutkan ke tahap 

berikutnya. 

(2) Sosialiasi rencana kerjasama kemitraan plasma kepada 

masyarakat sekitar kebun. 

(3} 

Rencana pelaksanaan kemitraan plasma mulai 

diperkenalkan kepada masyarakat selcitar kebun PT. X. 

Sosialisasi dilakukan melalui aparat desa dan pengurus 

Koperasi Y. 

Penetapan CPP Oleh Bupati Ketapang. 

Untuk dapat berpartisipasi dalam Program Revitalisasi 

Perkebun~ maka harus ada penetapan dari instansi Pemerintah 

terlebib dahulu. Anggota Koperasi Y yang ingin ikut sebagai 

petani plasma harus ditetapkan sebagai CPP terlehih dahulu. 

Penetapan sebagai CPP harus berdasarkan Surat Keputusan 

Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Ketapang atas nama 

Bupati Kabupaten Ketapang, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 

Ayat 2 Permentan No.:33/2006. 

Pendataan dan seleksi caJon petani peserta dan calon 

anggota Koperasi Y dilaknkan oleh tim pelaksana tingkat 

Kecamatan yang terdiri dari beberapa kepala desa dan pengurus 

Koperasi Y. Tim pelaksana tingkat kecamatan ini akan 

melakukan seleksi CPP sesuai dengan kebijakkan dari Bupati 

Ketapang. 

Adapun kebijakkan yang ditetapkan oleh Bupati 

Ketapang untuk pelaksanaan Proyek adalah: (i) 1 orang peserta 

mewaki1i 1 keluarga; (ii) calon petanl peserta lersebut belum 

pemah mengikuti program Plasma Tabap I dan Plasma Tahap 

2; dan (iii) CPP harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

dan Kartu Keluarga ("KK"). 
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Hasil seleksi dan pendataan CPP oleh Tim Pelaksana di 

tingk:at Kecamatan ak:an diverifikasi oleh tim verifikasi tingkat 

Kabupaten. Tim verifikasi tingkat Kabupaten ini akan 

melakukan pendataan ulang dan pengecekkan langsung ke 

lapangan. Hasil verifikasi dari tim akan berupa rekomendasi 

kepada Bupati Ketapang untuk selanjutnya ditindaklanjuti 

dengan suatu Surat Keputusan. 

Berdasarkan rekomendasi dari Tim Pelaksana Tingkat 

Kecamatan yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Tingkat 

Kabupaten, maka Bupati Ketapang akan menerbitkan SK 

Penetapan CPP. 

(3) Pengurusan ljin Lokasi Atas Nama Koperasi. 

Menurut Salim H.S dan Budi Sutrisno, yang dimaksud 

dengan ijin lokasi dalam rangka investasi adalah sebagai 

berikut: 

"persetujuan yang diterbitkan oleh pejabat yang 
benvenang untuk menggunakan tempat atau lokasi 
untuk penanaman investasi, baik investasi domestik 

. . . "179 maupun mvestas1 asmg . 

Pengurusan Ijin Lokasi 180 atas nama Koperasi dilakukan 

oleh PT. X atas biaya dan be ban Koperasi yang nantinya akan 

diperhitungkan dalam biaya Proyek sebagai bagian dalam Biaya 

Serti:fikasi Lahan. Pelimpahan kewenangan pengurusan Ijin 

Lokasi dari Koperasi Y kepada PT. X didasarkan kepada suatu 

surat kuasa yang ditandatangani oleh seluruh pengurus 

Koperasi. 

179 Salim H.S dan Budi Sutrisno, Huf..1tm lnvestasi di Indonesia, cet. 1, (Jakarta: PT. RajaGrafindo 
Persada, 2008), hlm.266. 

180 Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Negara Agraria!Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Ijin Lokasi, yang dmaksud dengan Ijin Lokasi adalah ijin yang diberikan kepada 
perusahaan untuk memperoleh lanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula 
sebagai ijin pemindahan hak dan menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya. 
Indonesia, Peral1tran Menteri Negara Agraria/Kepala Badon Pertanahan Nasional Tentang ljin Lokasi, 
Permenag Agradia!Kepala BPN No.:2 Tahun 1999, Pasall Ayat 1. 
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Penerbitan ljin Lokasi merupakan salah satu 

kewernmgan Pemerintah Pusat (dalam hal ini BPN Pusat) yang 

dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan UU 

Otonorni Daerah. Oleh karena lokasi tanah kebun berada dalam 

1 Kabupaten, maka dalam hal ini, Bupati Ketapang berwenang 

rnenerbitkan ljin Lokasi. 

b. Tahap Penandatangan Perjanjian Kemitraan Plasma Program 

Revitalisasi Perkebunan. 

lsi Perjanjian Kemitraan Plasma Program Revitalisasi 

Perkebunan dinegosiasikan antara perwakilan PT. X dan para pengurus 

Koperasi Y yang difasilitasi oleh perwakilan dari Kabupaten Ketapang. 

Bupati Ketapang harus ikut menandatangani perjanjian 

kemitrnan plasma program revitalisasi perkebunan, sebagalmana 

dipersyaratkan dalam Pasalll Ayat 4Pennentan No.;26/2007. 

c. T ahap Pengurusan Pembiavaan Proyek Dengan Bank Mandiri. 

Setelah penandatangan, PT. X rnengurus pembiayaan Proyek ke 

Bank Mandiri. PT. X akan melengkapi seluruh dokumen yang 

dipersyaratkan oleh Bank Mandiri. 

Sebagai jaminan pembiayaan Proyekt Koperasi Y harus 

menyerahkan ljin Lokasi dan surat keterangan dari BPN yang 

menerangkan bahwa tanah dapat diberikan hak. 

Selain itu, PT X hams menyerahkan Jaminan Perusahaan 

sampai dengan lunasnya pembiayaan. 

d. Tahap Pene!apan PT. X Selaku Mitra Usaha Oleh Direktorat Jenderal 

Perkebunan, Departernen Pertarrian 

Untuk dapat ditetapkan sebagao Mitra Usaha, maka PT X harus 

mendapatkan surat penetapan dari Direktur Jenderal Perkebunan, 

Departemen Pertanian sesual dengan ketentuan Pasal 8 Permentan 

No.:33/2006. Direktur Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian 

akan mengeluarkan surat penetapan apabila PT X telah menerima 
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persetujuan pendanaan dari Bank Mandiri dengan memperhatikan 

usulan penetapan dari Gubemur Kalimantan Barat Penetapan Usulan 

Calom Mitra Usaha dari Gubernur Kalimantan Barat harus berdasarkan 

usulan dari Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Ketapang, atas nama 

Bupati Kabupaten Ketapang. 

4. Perkiraan Biaya Proyek 

Untuk pelaksanaan Proyek, dibutuhkan dana sebesar Rp.ll.224.000.000,­

(sebelas miliar dua ratus dua puluh ernpat juta Rupiah) untuk 400 ha laban atau 

sekitar Rp.28.060.000,- (dua puluh delapan juta enam puluh ribu Rupiah) uutuk 

l hektarnya, sesuar dengan Surat Keputusan Dirjen Perkebunan 

No.:60!Kpts/RC.l!Of4108. 

Untuk untuk pembiayaan Proyek, Bank Mandiri Kantor Pusat Jakarta 

secara 1isan telah menyatak:an komitmennya untuk mendanai Proyek setelah 

terdapat perjanjian kemitraan plasma an tara PT. X dan Koperasi Y. Pelaksanaan 

dari pendanaan Proyek akan dilaknkan oleh Bank Mandiri melalui kantor cabang 

utama Bank Mandiri di Pontianak, Kalimantan Barat 

E. KETENTUAN MATERITL DRAFT PERJAN.Jlk'; KEI\UTRAAN PLASMA 

PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN 

I. Para Pihak. 

a. PT. X yang diwakili oleh Presiden Direktur PT. X. 

Sesuai dengan Pasal 92 Undang-Undang No.:40 Tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya dalam tesis ini disebut 

"UUPT"), maka yang berhak mewakili PT X adalah Direksi. 

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Ayat 3.a Anggaran 

Dasar terakhir PT. X (selanjutnya dalam tesis ini disebut "AD11
), 

Presiden Direktur berhak mewakili Direksi PT. X. 

Untuk rnelakukan perjanjian kemitraan plasma ini~ sesuai 

dengan ketentuan Pasal 14 Ayat I AD PT. X, Direksi PT. X telah 

mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris PT. X. 
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Hal tersebut di atas untuk memenuhi syarat cakap bertindak 

para pihak yang mewakili, sesuai dengan syarat sahnya Peijanjian 

menurut Pasall320 KUH Perrlata. 

b. Koperasi Y, yang diwakili oleh seluruh pengurus Koperasi. 

Sesuai dengan Pasal 30 Ayat 2 UU No.:251l992, Koperasi 

diwakili oleh pengurus Koperasi Y. Selanjutnya, sesuai Pasal 16 

anggaran dasar Koperast Y, Pengurus Koperasi terdiri dari ketua 

umum, Ketua I, Ketua Ir, Sekretaris dan Bendahara. 

Dengan demikian, syarat cakap bertindak para pihak yang 

mewakili, telah sesuai dengan syarat sahnya Peijanjian menurut Pasal 

1320 KUH Perdata. 

2. Lokasi Proyek 

Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat 

3. Luas Tanab: 

400ha. 

4. Jangka Waktu Kerjasama: 

25 (dua puluh lima) tabun atau sampai seluruh pinjaman Koperasi Y lunas, 

yang mana lebih dabulu terjadi. 

5. Lingkap Kedasarna: 

a. Penyediaan bibit dan pembangunan kebun; 

b. Pemeliharaan tanaman dan pemanenan TBS; 

c. Penjualan TBS; 

d. Pelatihan (training); 

e. Pengang)rutan TBS. 

Semua tindakan ini dilaknkan oleh PT. X selaku Mitra Usaba sarnpai 

Pinjarnan pembangunan dan pembiayaan Proyek lunas. Apabila pinjarnan telab 

lunas maka PT. X memiliki hak opsi untuk melanjutkan a tau menoJak 

melanjutkan kegiatan tersebut di atas. Operasional kebun kelapa sawit 

selanjutnya akan diserahkan seluruhnya kepada Koperasi Y. 
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6. Perkiraan BiayatPiniaman: 

Rp.11.224.000.000,- (sebelas miliar dua ratus dua pu1ub empat juta Rupiah) 

atau Rp.28.060.000,· (dua puluh juta enam pu1uh ribu Rupiah) untuk 1 

hektamya untuk 400 ha lahan kebun, yang terdiri dari: 

Jenis Biaya Jmulah!Ha (Rp) 

• Biaya pembukaan lahan, sertifikasi 1ahan, pembibitan 1 1.633.000 

• Peme1iharaan Tahun ke-1 5.557.000 

• Pemeliharaan Tahunke-2 5.272.000 

• Pemeliharaan Tahun ke-3 5.598.000 

TOTAL 28.060.000 

Dengan demikian, cukup atau tidak culrup, seluruh biaya pembangunan 

kebun kelapa sawit harus disesuaikan dengan budget yang ditetapkan oleh 

Pemerintah. Berdasarkan pengamatan Peneliti dengan menggunakan contoh 

pembangunan ke1apa sawit di PT. X, maka jumlah tersebut relatif lebih kenil. 

Penyesuaian biaya atau penekanan pengeluaran yang umurnnya dilakukan 

dalam Plasma Tahap 1 dan Plasma Tahap 2 adalah pembangunan 

infrastructure, kualitas bibit dan pupuk 

Biaya Ke-3 komponen pengeluaran biaya tersebut pasti mengalami 

peningkatan setiap tahunnya. Hal itu belum termasuk biaya sertifika11i lahan, 

seperli pembuatan sertifikat hak atas tanah, pennohonan proses Ijin Lokasi1 

biaya notaris, biaya penetapan CPP dan Mitra U saba yang sebagaian ta.npa 

bukti kuitansi pembayaran. 

Meskipun disebutk:an bahwa pengurusan perijinan tersebut tidak ada 

biaya) namun tidak ada yang berani menjamin/memastikan bahwa semua 

proses sertifikasi lahan tidak akan rnengeluarkan biaya. 
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7. Management Fee: 

5% dari total penjualan TBS tiap bulannya merupakan bak PT. X sebagai fee 

membangun dan merawat kebun plasma mi1ik Koperasi Y. 

8. Harga Pembelian TBS dari anggota Koperasi Y. 

Mengikuti rumus pembelian harga TBS sebagaimana tercantum dalam 

Peraturan Menteri Pertanian No.:395/Kpts/OTJ40/ll/2005 Tentang Pedomao 

Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun (selanjutnya dalam 

tesis ini disebut "Permentan No.:39512005"). Adapun rumusan harga TBS 

adalah sebagai berikut: 

K 

Harga TBS ~ K x (Hms x Rms) + (His x Ris)) 

Indeks proporsi yang menunjuk:kan bagian yang diterima oleh 

pekebun, dinyatakan dengan %. 

Hms Harga rata-rata minyak sawit kasar (CPO) tcrtimbang realisasi 

penjualan ek:spor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan 

pada periode sebelumnya. 

Rms Rendemen min yak sawit kasar (CPO) dinyatakan dalam %. 

His Harga rata-rata inti sawit (PK) tertimbang realisasi penjua1an 

ek:spor (FOB) dan !aka! masing-masing perusahaan pada 

periode sebelumnya. 

Ris Rendemen inti sawit (PK) dinyatakan dalam %. 

Dalam tesis ini tidak akan dibahas lebih lanjut mengenai cara 

perhitungan pembelian TBS. Rumusan ini hanya untuk menjelaskan bahwa 

standar pernbelian TBS Kaperasi Y oleh PT. X menggnnakan standar 

perhitungan yang diberikan oleh Pemerintah. 

9. Hak dan Kewajiban PT. X: 

Hak dan kewajiban PT. X sebagai perusahaan inti dibagi menjadi 2 

tahap, yaitu tahap Tanarnan Belum Mengbasilkan (selanjumya dalarn tesis ini 

disebut "TBM") dan Tanarnan Menghasilkan (selanjutnya disebut "TM"). 

TBM dimulai mulai tahun ke-0 sarnpai dengan tahun ke-4, dimana pohon 

kelapa sawlt mulai berbuah dan menghasilkan CPO. 
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TM dihitung mulai tahun ke-4 sampai mencapai puncak produktifitas 

sampai dengan tahun ke-10. Setelah tahun ke-10 sampai tahun ke-15 biasanya 

produksi CPO mengalami stagnasi dan setelah tahun ke-16 terus mengalami 

penurunan. 

Adapun hak dan kewajiban PT X adalab sebagai berikut: 

a. HakPT.X 

(I) Selama masa TBM maka PT. X berhak: 

(a) Menerima daftar anggota Koperasi Y yang akan 

menjadi petani peserta plasma. 

(b) Menerima kuasa dari anggota koperasi Y untuk 

mengurus sertifikasi laban yang akan dijadikan 

perkebunan. 

(c) Menerima sertifikat Hak Milik yang akan menjadi 

agunan kredit untuk kemudian dijadikan Jamman 

kepada Bank Mandiri. 

(2) Selama TM. 

Menerima pembayaran cicilan dari petani peserta plasma. 

b. Kewajiban PT. X 

(1) Selarna masa TBM, maka PT. X berkewajiban: 

(a) Melaksanakan pembangun perkebunan kelapa sawit dan 

sertifikasi laban. 

(b) Membuat dan memberikan laporan pertanggung 

jawaban kemajuan pembangunan perkebunan setiap 

triwulan. 

(c) Memberikan pelatihan kerja (job training) kepada CPP. 

(d) Memberikan prioritas kesempatan kerja kepada CPP 

sesuai dengan kriteria dan persyaratan PT. X 

(e) Memberikan pembinaan dan bimbingan teknis dan 

administrasi. 

(f) secara bertahap menyerahkan kegiatan usaha yang 

menunjang pemeliharaan pemanenan kebun. 

(2) Selama masa TM, maka PT X berkewajiban: 

(a) Memberikan kesempatan kerja prioritas kepada CPP 

untuk pemeliharaan dan pemanenan TBS sepanjang 
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memenuhi persyaratan dan sesuai standar Upah 

Minimum Regional (selanjutnya dalam tesis ini disebut 

"UMR'') di Provinsi Kalimantan Barat 

(b) Membeli semua TBS hasil perkebunan plasma. 

(c) Menyerahkan sisa hasil penjualan TBS setelah 

dikurangi dengan manajemen fee dan biaya cici1an 

kredit. 

l 0. Hak dan Kewajiban Koperasi Y 

a. Hak Koperasi Y 

(1) Selama TBM maka Koperasi Y berhak untuk meminta 

penjelasan atas laporan perkembangan pernbangunan 

perkebunan. 

(2) Selama masa 1M, maka Koperasi Y berhak mendapatkan sisa 

hasil penjualan TBS se!elah di!cunmgi dengan management 

fee, cicilan kredit dan bunga. 

b. Kewajiban Koperasi Y 

(!) Selama masa TBM maka Koperasi Y berkewajiban 

menyerahkan kuasa kepada PT. X untuk membangun kebW1, 

membeli bibit tennasuk: rnengurus sertifikasi laban atas nama 

Koperasi Y. 

(2) Selama masa TM, rnaka Koperasi Y berkewajiban: 

(a) Menjual seluruh sisa hasil penjualan TBS hanya kepada 

PT. X dengan menggWlakan standar harga 

pembelian TBS yang telah ditetapkan oleh Pemerin!ah. 

(b) Mengikuti pelatihan (job training) di bidang 

administrasi, management dan teknis yang 

diselengganakan oleh PT. X. 

{c) Melunasi hutang dan bunganya kepada Bank secara 

tanggung renteng. 

(d) 'vlenjaga keamanan lokasi kebun. 
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11, Pengalihan Kebun Kepada Koperasi Y 

Setelah molewati masa TM dan apabila momang dikahendaki oleh 

Koperasi Y, maka kebun akan dialihkan kepada Koperasi Y sesuai dnngan 

ketetapan Pemerintah. Pada umumnya, petani peserta plasma tetap meminta 

perusahaan inti untuk mengelola kebun. Sehingga petani peserta plasma hanya 

menerima pernbayaran sisa hasil penjualan TBS saja. 

Menurut Pasal23 Permentan No.:33/2006, setelah memasuki masa TM 

dan telah memenuhi standar teknis, maka kebun dapat dialihkan kepada petani 

plasma atau koperasi. Penyerahan kebun merupakan suatu opsi/pilihan para 

pihak, bukan suatu kewajiban. 131 

Penyerahan kebun tersebut ditandai dengan pciJ30JlBn akad kredit 

antara koperasi/petani plasma dan bank serta penyerahan sertifikat tanah kebun 

sebagai jaminan kepada bank: 182
• Penyerahan pengelolaan kebun dari PT X 

kepada Koperasi Y dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikue" 

1, Penilaian Tim Penilai atau konsultan independen yang ditunjuk oleh 

Direktorat Jenderal Perkebunan dan Bank menilai secara teknis kebun, 

2. Hasil penilaian Tim Penilai disampaikan kepada Direktur Jenderal 

Perkebunan, Departemen Pertanian sebagai baban pertimbangan. 

3. Penyerahan dan pengaliban be ban kredit inves:tasi kepada koperas:L 

Apabila dilihat dari syarat sahnya perjanjian sebagaimana disebutkan dalam 

Pasal 1320 KUH Perdata, mal<a peljanjian kemitraan plasma ini telab memenuhi ke-4 

unsur syarat sahnya peljanjian. 

F. MASALAH-MASALAH YANG DIHADAPI DALAM PERSIA PAN PROYEK. 

L Seleksi dan Penetapan CaJon Petani Peserta Plasma. 

Berdasarkan Pasal l Ayat 9 Permentan No.:33/2006 drsebutkan babwa 

penetapan Calon Peserta Plasma Revitalisasi Perkebunan (selanjutnya dalam 

U!l Indonesia, Peratunm Menteri Pertanian Tentang Pengembangan Perkcbumm Melafui Program 
Revitalisasi Perkebtman, Pennentan No.:33 Tahun2U06, Pasal23. 

181 Ibid., PastJ/23 .Ayat 2. 

m Ibid., Pasa1 24. 
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tesis ini disebut •tcPP") ditetapkan oleh Bupatii\Va1ikota184
• Dalam proses 

pelaksanaannya, proses seleksi dan penetapan CPP dilakukan oleh tim seleksi 

tingkat Kecamatan untuk kemudian akan diverifikasi oleh tim seleksi tingkat 

Kabupaten. 

Proses seleksi dan penetapan ini sering menimbulkan pro kontra di 

anggo!a masyarakat sakitar kebun. Banyak kepentingan pribadi "bermain" 

ditahap seleksi ini. Proses ini rentan terhadap ko1usi, korupsi dan nepotisme 

antara CPP dan petugas tim seleksi. 

Keluban selarna ini bahwa dalarn program plasma banyaknya "petani 

berdasi", sering terjadi jual beli caJon laban antara petani pemilik laban dan 

petani pernilik modal, keluarga tim seleksi me:ndapatkan prioritas lebih dulu, 

ada lebih dari 1 CPP dalam 1 KK 

2. Proses Penetapan PT X Sebagai Mitra Usaha Revitalisasi Perkebunan. 

Berdasarlcan Pasal 6 Pennentan No.:33/2006 disebutkan bahwa untuk 

menjadi CaJon Mitra Usaha135
, maka PT X harus rnengajukan perrnohonan 

kepada Gubemur Kalimantan Barat Cq Dinas Perkebunan Provinsi 

Kalimantan Barat, dengan tembusan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan. 

Selanjutnya, dalarn pasal 7 dan Pasal 8 Penn en tan No. :33/2006 disebutkan 

bahwa permohonan tersebut harus melamp.irkan:186 

a. ijin dan legalitas perkebunan. Tidak ada penjelasan lebih lanjut, apa 

yang dimaksud dengan ijin dan legalitas perkebunan. Dalam contoh 

surat pennohonan yang disampaikan oleh Dinas Perkebunan 

Kabupaten Ketapang, disebutl<an bahwa perijinan usaha perkebunan 

meliputi SI!JP, TDP, NPWP,lUP. 

184 Ibid., Pasal J Ayat 9, 

n5 Berdasarkan Pasal 1 Ayat 8 dari Permentan No.:33 Tabun 2006 Tentang Pengemban.gan Perkebunan 
Melalui Program Revilalisasi Perkeburum, yang dimaksud dengan Mitra Usaha adalah perusahaan besar swasta, 
Eadan Usaha Milik Negarn, Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang perkebunan 4an te!ah memilild 
Ijin Usaha Perkebl.lnan (TIJP) dan/atau Ijin Usaha Industri maupun kopernsi yang berbadan hukum dan bergerak 
di bidang perkeb\UI8n. Deiinisi Peru.sahaan Caton Mitra Usaha mirip dengan defmisi Perusahaan Inti dalam 
Program PlR dan KKPA. 

116 Loc.Clt., Pasal 7 dan Pasal 8. 
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b" berpengalaman di bidang usaha perkebunan" Tidak ada rincian lebih 

lanjut apa yang dimaksud pengalaman perkebunan. Apakeb telah 

memiliki kebun atau sudah berapa tahun menjadi perusahaan kebun" 

c. barns memberikanjaminan avails. 

d. memiliki perjanjian kerjasama dengan petanilkelompok tanilkoperasi 

yang diketahui oleh Bupati187 (Pasal 5 ayat3) ; dan 

e. proposal kemitraan dalarn rangka pelak:sanaan program revitalisasi 

perkebunan. 

f usulan a.tau rekomendasi dari bupatilwalikota dalam hal ini Dinas yang 

membidangi perkebunan di kabupatenlkota. Isinya seperti proposal 

proyek perkebUlllliL 

Namun, sebelum PT. X memproses surat perrnohonan tersebut, PT. X 

harus mendapatk:an surat rekornendasi dari Bupati Ketapang sebagai lampiran 

swat permohonan kepada Gubemur. Di tingkat iniJah, proses administrasi 

berjalan lambat. Kelengkapan dokumen yang diminta bukan banya yang 

ditetapkan oleb peraturan perundang-undangan, namun juga permintaan 

tambahan dari Dinas Perkebunan Kahupaten< 

Dengan demikian, di tingkat ini lah, tidak bisa diprediksi berapa lama 

wak:tu yang dibutuhkan. Semuanya tergantung kepada "rajin" atau tidaknya 

perwakilan perusahaan rnengurus, menindaklanjuti dan memproses 

permohonan demi kepentingan pelaksanaan program plasma yang ditetapkan 

oleh Pemerintah" 

Selanjutnya, dalam waktu paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak 

permohonan di terima, Gubernur dalam hal ini Dinas yang membidllllgi 

perkebunan akan mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Penetapan Calon 

Mitra Usaha dengan salinan yang disampaikan kepada Direktur Jenderal 

Perkebunan Departemen Pertanian dan Bank Pelaksana1
". 

Proses tersebut tidak hanya berhenti pada tingkat Gubemur saJa. 

Berdasarkan Pasal 8 Ayat 3 Permentan No<:2612007, "Penetapan Mitra Usaha 

1117 Ibid., Pa.sal5 Ayat 3. 
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dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkebunan, setelah mendapatkan 

persetujuan dari Bank Pelaksanan. 

3. Perijinan Perkebunan Plasma. 

l.Jntuk pelaksanaan program plasma revitalisasi perkebunan ini, 

Koperasi Y tetap diwajibkan memiliki Ijin Lokasi yang dikeluarkan oleh 

Bupati. Pengurusan dan pemrosesan Ijin Lokasi membutubkan waktu dan 

biaya lagi yang semuanya akan menjadi beban Kuperasi Y. 

Tidak ada perlakukan khusus anta:ra perusahaan perkebunan besar dan 

Koperasi Plasma. Hal in1 memicu ekonomi biaya tinggi untuk biaya 

pengurusannya, baik biaya tbnnal ataupun tidak formaL 

Koperasi sebagai badan huknm yang memilili usaha di bidaog 

perkcbunan1 setidaknya wajib memiliki ijin operasional sebagai berikut: 

L ljin Lokasi, sebagahoana dipersyaratkan dalam Pasal 1 Ayat I 

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 2 Tahuo 1999 Tentang Ijin Lokasi (selanjutnya disebut 

"Permenag Agraria No.:Z/1999"), 

2. ljin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (selanjutnya dalam tesis ini 

disebut "IUP B"), sebagalmana dipersyaratkan dalam Pasal 6 Ayat I 

juncto Pasal9 Ayat 2 dari Permentan No.:33/2006. 

3. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (selanjutnya dalam 

tesis ini disebut dengan "Amdar') sebagaimana dipersyaratkan dalam 

Pasal 3 juncto Pasal 5 dari Peraturan Pemerintah No.:27 Tahun 1999 

tenlang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (selanjutnya 

dalam tesis ini disebut "PP No.:27/1999"), 

Perusahaan perkebunan kelapa sawit harus melengkapi 

kegiatannya dengan AmdaL Menurut Pasal 7 Ayat 1 PP No.:27/1999, 

Amdal merupakan salah satu syarat yang harus dipenubi untuk 

mendapatkan ijin usaha 189
. 

129 Indonesia, Peraturan Pemerintah Tenlang Ana/isis Meng(tflai Dampak Lingkungan, PP No.:27 
Tahun 1999, LNNo.:84, Pasa17 Ayat l. 

Universitas Indonesia 

Tinjauan Yuridis..., Yuliany, FH UI, 2009



123 

4. Pencarian dan Penetapan Lokasi Kebun. 

Saat ini, untuk mencari sebidang tanah untuk dijadikan lokasi kebun 

sulit. Selain perlu penilaian teknis apakah tanah tersebut cocok atau tidak 

untuk ditanami kelapa sawit, juga perlu diperiksa mengenai legalitas hak atas 

tanahnya. 

Ketentuan teknis mengenai tanah yang layak untuk ditanami kelapa 

sawit tidak akan di bahas dalam tesis ini. Sebagian besar tanah rakyat yang 

ada di sekitar perkebunan belum dimiliki dengan hak atas tanah. 

Dengan demikian, untuk: pelaksanaan Proyek, PT. X harus memulai 

pengurusan administrasi legalitas pertanahan mulai dari proses awal, melalui 

permohonan hak atas tanah kepada Negara sesuai dengan: (i) Peraturan 

Pemerintah No.:24 TahWl 1997 sebagaimana pengganti Peraturan Pemerintah 

No.:10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah; (ii) Peraturan Menteri 

Agraria/Kepa1a BPN No.:9 Tahun 1999; dan (iii) Peraturan Menteri 

Agraria/Kepala BPN No.:3 Tahun 1999. Dalam tesis ini, Peneliti membatasi 

diri dan tidak: membahas mengenai tata cara perolehan hak atas tanah yang 

berasal dari tanah Negara. 

Selain itu, banyak sekali laban kebun yang dikuasai oleh CPP masuk 

dalam kawasan hutan. Hal ini jelas membutuhkan pembebasan kawasan hutan 

terlebih dahulu sebelum tanah tersebut dapat dijadikan kebun. 

5. Identitas Caton Petani Peserta Plasma. 

ldentitas seseorang adalah penting sebagai seorang warga Negara dan 

cakap dalam melak:ukan perbuatan hukum. Namun demikian, pada 

kenyataannya, masih banyak: CPP yang belum memiliki Kartu Tanda 

Penduduk (KTP) atau memiliki KTP namun telah habis masa berlak:unya. 

Dengan demikian, untuk pelaksanaan prosenya, harus membuat KTP baru 

untuk sebagian besar CPP. 

Biaya untuk pembuatan KTP atau KK akan dibebankan kepada biaya 

proyek yang nantinya akan menjadi beban hutang Koperasi Y. Selain itu, 

perlu waktu lebih lama untuk proses pembuatan KTP dan KK. 

6. Sosialisasi Rencana Kemitraan Plasma Dalam Rangka Revitalisasi Perkebunan 

Kepada Masyarakat Sekitar Perkebunan. 
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Kesepak:atan awa1 antara aparat desa~ penvakilan perusahaan dan 

pengurus Koperasi Y kurang disosialisikan. Hal ini disebabkan karena 

sosialisasi program terbatas melalui pesan Usan atau "dar:i mulut ke mulut". 

Tentu saja, informasi dan perkembangan terbarunya hanya beredar di kalangan 

terbatas. Masalah jarak yang cukup janh antar satu desa rlengan desa lainnya 

juga memperparah alur komunikasi dan sosialisasi. 

Pemerintah tidak memiliki sistem dan sarana yang memadai untuk 

rnensosialisasikan kesepakatan-kesepatan yang telah dicapai, meskipun 

tujuannya arlalah untuk peningkatan kesejahteraan penduduk. 

7. Kesadaran huknm petani plasma akan hale dan kewajiban mereka dalam 

perjanjian kemitraan plasma program revitalisasi perkebunan. 

Menurut pendapat Kohler, salah satu unsur fungsi hukum di masa yang 

akan datang adalah sebagai alat perubahan sosial (law as a tool for social 

engineering), yang mengarahkan, merencanakan dan mengantisipasi 

perkembangan dan perubahan peradapan manusia190
. Apabila di.kaitkan 

dengan tujuan Pemerintah melalui program revitalisasi perkebunan adalah 

Wltuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani di sekitar perusahaan 

perkebunan, maka kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tersebut masih 

janh dari harapan. 

Pada praktek di lapangan, sebagian besar petani plasma kurang 

mengerti atau tidak mau mengerti tentang hak dan kewajiban mereka secara 

tertulis dalam suatu perjanjian plasma, Sebagai petani, mereka hanya 

mempedulikan berapa "gaji" atau pendapatan yang mereka peroJeh dari 

pengolahan tanah kebun mereka setiap bulannya. 

Pembangunan) pengelolaan dan pengawasan kebun plasma sepenuhnya 

diserahkan kepada perusahaan inti. Dengan demildan, petani plasma kurang 

mengerti bahwa apabila basil TBS kurang "berkualitas" akibat kelalaian 

pengelolaan perusahaan inti, akan berdampak pada penurunan pendapatan 

mereka. 

190 Bambang Prabowo Soedarso, Hukum Eingkungtm Dalo.m PembangJJ.nan JJerkelo.njutan (B1mgo. 
Rampal), cet 2 (Jakarta:Cinlya Press, 2008), hlm. 2. 
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Menurut Henri Aujac (yang dikutip oleh Mitchell A. Seligson dalam 

bukunya The Gap Between Rich and Poor: Contending Perspectivies on the 

Political Economic of Development), 

"Culture determines a country's ability to industrialize and the type of 
industrialization that might occur. Ignorance of the links between, on 
the side, a countrys' cu!Jure and social order structuring its society 
and, on the other, the suitability of the country for one or other type of 
industrialization, is no doubt the chief cause of the checks experienced 
by some developing countries in their attemps to induslriliaze "191 

Ketidakpedulian masyarakat terhadap apa yang telah disepakati dalarn 

peljanjian tertulis merupakan salah satu hambatan peningk:atan pendapat 

penduduk. Dengan demikian, rnengutip pendapat Daniel S. Lev, negara 

hukum merupakan sine quanon, karena tanpa proses hulrum yang efektif, tidak 

mungkin diharapkan perbaikan ekonomi, politik, kehidupan sosial dan 

keadilan t92. 

8. Perusahaan perkebunan kelapa sawit (perusahaan inti) enggan meiaksanakan 

program ini karena tidak mendapatkan manfaat ekonorni dari program ini 

Mengutip pendapat dari Erman Rajagukguk, setidakuya ada 3 faktor 

yang menarik investor mau mengadakan investasi, yaitu: 193 

1. Economic Opportunity, yaitu mampu memberikan keuntungan ekonornis 

bagi investor; 

2. Political stability, yaitu pengaruh stabilitas politik; dan 

3. Legal Certainty, yaitu kepastian hukum. 

Dalam Program Revitalisasi Perkebunan, perusahaan perkebunan 

kw-ang merasakan manfaat ekonomis apapun. Meskipun ada biaya 

111 Mitchell A. Seligson, erl., The Gap Between Rid1 and Poor: Contending Perspeczivies Gn the 
Pclitit:ai Economic of Development, (United States of America: Westview Press: 1984), hlm.3&. 

l!ll F.rman Rajagukguk., Hukum Jnvestasi Di Indonesia: Analomi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
2(107 Tentong Penanaman Matlai, eel 1., (J~ Faku.ltas Hukum Universitas AI A2har Indonesia, 2007), him.. 
35. 

llB Ibid., JJ!m.17. 
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management fee sebesar 5% atau sekitar Rp.l.403.000,- per hektar, namun 

biaya tersebut banya cukup untuk biaya gaji pegawai yang mengurus plasma, 

komputer dan seba.gainya. 

Selaio itu, Pemerintab tidak memiliki "alat" untuk memaksa 

perusahaan perkebunan besar melaksanakan program tersebut. Umumnya, 

perusahaan-perusahaan perkebunan yang sudah besar dan mapan, telah 

memiliki perijinan lengkap, baik ijin operasional maupun hak atas tanah. 

Permintaan partisipasi perusabaan perkebunan besar dalarn program 

kemitraan plasma hanya sebatas "surat pemyataan" bersedia melaksanakan 

program saja. Sural pemyataan tersebut banya sebagai lampiran furmalitas 

untuk mendapatkan IUP. 194 

G. Analisis Yuridis Perjanjian Kemitraan Plasma Da1am Rangka Revitalisasi 

Perkebunan Kelapa Sawit Oleh PT X dan Koperasi Y DJ Provinsi Kalimantan 

Bar at. 

1. Bentuk Perjanjian. 

a. Perjanjian Kernitraan Plasma Program Revitalisasi Perkebunan Harus 

Tertulis. 

Bentuk draft pe!janjian yang dibuat oleb PT. X dan Koperasi adalah 

tertulis yang akan ditandatangani oleh Preslden Direktur PT. X~ selwuh 

pengurus Koperasi Y, disaksikan oleb Kepala Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Ketapang, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten 

Ketapang dan Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Ketapang, dan 

diketabui oleh Bupati Ketapang. Pe!janjian ini dibuat di bawah tangan, 

bermeterai cukup dan dilegalisir olcll Notaris setempat. 

Kewajiban bentuk petjanjian secara tertuHs sesua1 dengan 

persyaratan dalam ketentuan Pasal 34 UU No.20/2008 juncto Pasal 23 

Ayat 1 Permentan No.:26/2007 yang menyatukan kemitraan perkebunan 

dilakukan secara tertulis yang berisikan hak dan kewajiban, pembinaan 

194 Departemen Pertanla:n., P~rflturan Mcmerl Penanian Tentcng Pedoman PerijintJ.n Usalw 
Perkebunan, Pecmentan No,;26/l"ermentan!OT.140/2/2007, Pasa115 dan 16. 
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dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu dan penyelesaian 

perselisihan, yang diketahui oleh Bupati!Walikota. Lebih lanjut, 

Permentan No. :26/2007 secara lebih rinci menyebutkan apa saja yang 

menjadi hak dan kewajiban perusahaan inti dan petani plasma. 

Kedua ketentuan hukum di atas menimbulkan syarat fonnalitas. Hal 

mengesampingkan asas perjanjian, yaitu asas konsensualitas dan 

kebebasan berkontrak yang dianut dalam Pasal 1338 Ayat l dan Pasal 

1320 Ayat I KUH Perdata. Namun demikian, dalam kondisi plasma, 

menurut Peneliti, pilihan bentuk peijanjian kemitraan secara tertulis lebih 

tepal daripada lidak tertulis. 

Pernyataan tetsebut didasarkan alasan sebagai berikut: 

(1) Para pihak yang membuat pe!janjian adalah an tar sesama badan 

hukum. Kesepakatan lisan saja, meskipun disampaiken oleh 

pimpinan tertinggi masing-masing pihak, tidak cukup. Hal ini 

disebabkan bahwa pengurus perusahaan dan koperasi bisa saja 

berganti. Dengan demikian, komitmen yang disampaikan oleh para 

pengurus badan huk!l.Ill tersebut bisa saja berubah atau batal secara 

sepihak. 

(2) Status para pibak secara ekonomi tidak seimbang. Posisi perusahaan 

lebih kuat (secara modal, keahlian dan kekuasaan) unluk membuat 

atau mernbatalkan kesepakatan. 

(3) Pe!janjian tertulis dapat dijadikan bukti adanya kesepakatan para 

pihak. 

b. Perjanjian Kemitraan Plasma Program Revitalisasi Perkebunan Harus 

Diketahui Atau Turut Ditandatangani oleh Bupati Setempat. 

Berdasarkan Pasal 5 Ayat 2 Permentan No.3312006 disebutkan 

bahwa perjanjian kerjasama kemitraan harus diketahui oleh 

Bupati!Walikota. Ketentuan ini jelas menimbulkan pertanyaan hukum 

mengenai peran dan fungsi hukum dari Bupati!Walikota untuk mengetahui 

suatu perjanjian kernitraan plasma. 

Perjanjian kemitraan plasma adalah kernitraan hukem privat. 

Sementara peran dan fungsi Bupati sebagai kepala daereh tingkat II masuk 

dalarn bidang hukem publik, bukan suatu keputusan. Hal ini pemah 

Peneliti tanyakan langsung kepada petugas Pernda yang mengurus 
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peljanjian plasma. Salah satu alasan beliau kepada Peneliti adalah 

Pemerintah "membuka diri" apabila teljadi permasalahan antara 

perusahaan dan koperasi petani plasma. 

Peneliti menganalisa ketentuan tersebut sebagai berikut: 

(I) Salah satu fungsi Pemerintah sesuai dengan amana! Pasal 33 UUD 

I 945 adalah welfare fonction, yaitu wajib mens<tiahterakan 

masyarakat. Kewajiban tersebu! memerlukan waktu, keahlian dan 

biaya yang tidak sedikit, apalagi di daerah terpencil (remote area). 

Adanya keterbatasan tersebut membuat Pemerintah "melibatkan" 

peran perusahaan perl<ebunan dalam peningkatan kemaktuuran 

masyarakat Dengan kata lain, Pemerintah .. mengalihkan" salah satu 

kewajiban welfare jUnction tersebut kepada perusahaan perkebunan. 

Perusahaan perkebunan identik dengan modal besar dan memiliki 

kebun di daerah terpencil (remote area). 

Kebijakkan pembangunan ekonomi Pemerintah diwujudkan melalui 

perangkat hukum (law as instnmrent of economic policy). Dalam 

Permentan No.:26noo7, Menteri Pertanian mewajibkan perusahaan 

perkebunan untuk membangun kebun untuk masyara.kat sek:itar 

perkebunan paling sedikit 20% dari total luas kebun yang dimiliki 

oleh perusahaan perkebunan. 

Tentu saja pembiayaan pembangunan kebun tersebut dapat 

dilaknkan oleh bank, narnun dengan bantuan atau jaminan deri 

perusahaan perkebunan. Melalui Pennentan No.:26/2007 ini, 

Pemerintab memanfaatkan kemampuan, pengalaman, jaminan dan 

dana dari perusahaan perkebunan untuk membuka "isolasi" daerah 

terpencil, termasuk masyatak:atnya. 

(2) Adanya peran pernerintah dalarn memberikan subsidi bunga 

pinjaman di Program Revitalisasi Perkebunan. 

Dalarn Pasal 22 Ayat 3 dan 4 Permentan No.:3312006 ditetapkan 

bahwa selama masa TBM (tahun ke-1 sarnpai dengan tahun ke-5), 

hutang pinjaman adalah 10%. Selisih bunga komersial dan bunga 
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yang ditetapkan oleh Pemerintah menjadi tanggungan dan beban 

Pemerintah. 

Untuk meminimalislr penyalahgunaan kebijakkan Pemerintah 

tersebut, maka Pemerintah melalui aparat Pemda perlu ikut terlibat 

dalam kemitraan plasma. Hal tersebut masib bisa dikategurikan 

wajar untuk menuntut dan mengawal ma<;yarakat (perusahaan 

perkebunan dan petani plasma). 

Namun demikian, perlu dicermati bagaimana implikasi kebijakkan 

tersebut di lapangan. Salah satu contobnya adalah kemitraan plasma 

program Revitalisasi Perkebunan yang akan dilaksanakan oleh PT X dan 

Koperasi Y. Sebagai kepala daerah Tingkat II, Bupati Ketapang membuat 

kebijakkan agar instansi terkait di tingkat Kabupaten, seperti Dinas 

Perkebunan Kabupaten Ketapang dan Badan Pertanahan Kabupaten 

Ketapang turut merneriksa dan menandatangani petjanjian sebagai saksi, 

Di satu pihak bal tersebut diharapkan sebagai upaya pernerintah 

memberikan bantuan dan perlindungan kepada petani plasma dalam 

melakukan negosiasi dengan pihak PT. X dan upaya penyelesaian 

sengketa an tara petani dan PT. X. Namun demikian, disini lain kebijakkan 

tersebut pasti mengeluarkan atau menambah biaya diluar dari macam­

macam biaya Program Revitalisasi yang ditetapkan dalarn Kepdirjenbun 

No.:l3512008. Dalam Kepdirjenbun, untuk tahun pertama, pengeluaran 

biaya per hektar untuk perluao;an kelapa sawit di Provinsi Kalimantan 

Barat yang ditetapkan adalah maksimum Rp.!3.768.000,- dari total alokasi 

dana Rp.37.379.000,-. 

Biaya tahun pertama itu ditetapkan oleh Ditjenbun untuk membiayai 

tenaga kClja, infrastruktur, bibit, manajemen fee dan sertifikasi lahan, 

tidak termasuk biaya "pengecekkan" untuk masing-masing kepala dinas 

perkebunan dan badan pertanahan nasional. Oleh karena platfon Ielah 

ditetapkan oleh Pernerintah (tidak boleh melebihi batas maksimum yang 

ditetapkan, maka tentu saja biaya pengecekan tersebut akan dlambil dari 

hutang petani plasma dan berimplikasi penghernatan di sektor lain 

pernbiayaan. 
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c. Perjanjian Kemitraan Plasma Program Revitalisasi Perkebunan adalah 

Kontrak yang Innominaat, 

Menurut Salim H.S, yang dimaksud dengan Kontrak lnnominaat 

adalah keseluruhan kaedah hukum yang timbul, tumbuh dan hidup dalam 

masyarakat dan kontrak ini belum dikenal pada saat KUH Perdata 

diundangkan. 

Perjanjian Kemitraan Plasma tidak dikenal dalam KUH Perdata. 

Oleb karena sebagai kontrak innominaat maka sifat dari Petjanjian 

Kemitraan Plasma adalah khusus. Sesuai dengan Pasal 1339 KUH 

Perdata, hal ini berarti babwa para pihak yang mengadakan kontrak 

innominaat tidak hanya tunduk pada pe~aujian yang mengaturnya tetapi 

para pihak juga harus tunduk pada ketentuan umum yang tercantum dalam 

KUH Perdata. 

2. Tentang Sabnya Peijanjian Kemitraan Plasma Program Revitalisasi Perkebunan 

Menurut KUH Perdata. 

a. Syarat Kesepakatan. 

Sesuai dengan KUH Perdata, kesepakatan adalah sah apabila tidak 

ada paksaan, penipuan, kesesatanlkekeliruan. Dalam sistem hukum 

common law, Ielah berkembang suatu dokrin babwa kesepakatan tidak sah 

apabila terdapat penyalabgunaan keadaan. 

Menurut Van Dunne, penyalahgunaan keadaan dapat terjadi karena 

keunggulan ekonomi. Menurut Pencliti, kondisi penyalahgunaan keadaan 

dala.m Perjanjian Kemitraan Plasma rentan terjadi, dengan adanya alasan­

alasan sebagai berikut: 

I. Para pihak Membuat Perjanjian Kemitraan Plasma Program 

Revltallsasi Perkebunan Dengan Motivasi Yang Berbeda. 

Dalam Permentan No.:26/2007, Menteri Pertanian 

mewajibkan perusahaan perkebunan untuk mernbangun kebun untuk 

masyarakat sekitar perkebunan paling sedikit 20% dari total luas 

kebun yang dirnilild oleh perusabaan perkebunan. Dengan 

demilcian~ Perusahaan perkebunan yang menjadi Mitra Usaha 

(perusahaan inti) melaksanakan peljanjian kemitraan karena 
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diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada 

unsur paksaan dari Pemerintah. 

Sementara itu, petani atau Koperasi plasma mernbuat dan mau 

melaksanakan perjanjian kernitraan karena alasan ekonomi, seperti: 

lapangan pekerjaan baru dan tambahan penghasilan. 

Perbedaan kondisi yang berbeda tersebut coba disamakan di 

depan hukum. Pemerintah mencoba mengatur hak dan kewajiban 

petani atau koperasi plasma dan perusahaan Mitra Usaha, dengan 

tujuan memberikan perlindungan hukwn kepada petani atau 

koperasi. 

Namun dernikian, berdasarkan pengamatan Peneliti, karena 

adanya tuntutan ekonomi yang lebih besar, para petani atau koperasi 

plasma cenderung mengabaikan hak dan kewajiban mereka yang 

telah disepakati dalam perjanjian. Mereka tidak meneliti, 

mempertimbangkan atau memahami hak dan kewajiban mereka 

dalam perjanjian, termasuk konsekwensi hukumnya. 

Kondisi ini sangat berbeda dengan perusahaan Mitra Usaha. 

Selain karena memang dipersyaratkan dalam peraturan perundang­

undangan, maka seluruh ketentuan dan persyaratan dalam perjanjian 

harus benar-benar mampu memproteksi resiko mereka secara 

hukum. Mereka memiliki sumber daya manusia, keuangan dan 

pengalaman yang lebih dari cukup. 

Kedua kondisi tersebut akan berakibat senngnya muncul 

konflik dalam pelaksanaan, seperti: penjualan TBS tidak kepada 

perusahaan Mitra Usaha, transparansi pelaksanaan keuangan, 

kualitas TBS yang rendah, jumlah hutang yang besar sehingga 

pembayaran cicilan hutang berlangsung lama. 

2. Lemah dan terbatasnya tenaga pendampingan dari Pemerintah. 

Pemerintah yang seharusnya bertugas "mengawal" 

pelaksanaan hukum, dengan berbagai alasan, lemah dalam 

melakukan pendampingan dan penyuluhan kepada para pihak, 

khususnya petani plasma dan koperasi. 
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Perjanjian-perjanjian yang cacat kehendak tersehut tetap saJa 

mengikat para pihak. Hanya saja dapat dibatalkan apabila pihak yang 

menyatakan hal tersehut dapat membuktikannya. 

b. Syarat Cakap. 

Berdasarkan draft Perjanjian Kemitraan Plasma Program Revitallsasi 

Perkebunan, para pihak adalah badan hukum. Oleh karena itu, oleh PT. X 

dan Koperasi harus diwakili oleh para pengurus mereka yang sah. 

Sebagai perusahaan, maka sesuai dengan Pasal 92 Ayat 1 UU 

No.40/2007 dan Pasal 14 Ayat 3.a Anggaran Dasar PT. X, PT X harus 

diwakili oleh Direksi, dalaru hal ini adalah Presiden Direktumya. 

Berkenaan bahwa tindakan ini melibatkan PT. X selaku penjamin, maka 

sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Ayat I Anggaran Dasar PT. X, Direksi 

PT. X harus mendapatkan pernetujuan dari Dewan Komisaris PT. X. 

Koperasi Y adalah badan hukum, dan menurut Pasal 19 Anggaran 

Dasar Koperasi Y, yang berhak mewakili Koperasi Y adalah pen gurus. 

Saat ini, jumlah pengurus Koperasi Y ada 5 orang.. yaitu I orang sebagai 

Ketua Umum, 1 orang sebagai Ketua I, 1 orang Ketua II, 1 orang 

Sekretaris dan 1 orang Bendahara. 

Anggaran Dasar Koperasi Y tidak menyebutkim lebih lanjut 

mengenai siapa yang berhak mewakili pengurus dan dalarn hal apa 

kewenangan Pengurus Koperasi Y dibatasi, Dengan demik.ian, maka yang 

berhak mewakili Koperasi Y da1arn penandatangan Perjanjian Kemitraan 

Plasma adalah seluruh pengurus Koperasi Y, tanpa memerlukan tarnbahan 

persetujuan dari organ Koperasi Y lainnya. 

c. Syarat Hal Tertentu. 

Pennentan No.:26/2007 dan Permentan No.:33/2007 te1ah 

mcnentukan secara rind hal-hal yang harus dicantumkan dalam perjanjian 

kemitraan, Hal yang wajib dicantumkan antara lain pembinaan dan 

pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu dan penye!esaian 

perselisihan, serta hak dan kewajiban petani atau koperasi plasma dan 

perusahaan Mitra Usaha, balk pada masa TBM dan TM. 
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Selain itu, dalam draft Perjanjian Kemitraan Plasma Program 

Rev1talisasi Perkebunan an tara PT. X dan Koperasi Y telah disebutkan 

secani rinci lokasi kebun, luas tanah kebun, serta tata cara jual beli TBS. 

Dengan demikian syarat harus adanya hal tertentu telah dipenuhi 

da1am Ptajanjian Kemitraan Plasma Program Revitalisar.:;i Perkebunan 

antara PT. X dan Koperasi Y. 

d. Syarat Kausal Yang Hal a!. 

Sehagaimana telah dijelaskan di alas, pe!janjian kemitraan plasma 

merupakan hal yang diwajibkan oleh Pemerintah. Dengan demikian, 

Peijanjian Kemitraan Plasma Program Revitahsasi Perkebunan memiliki 

kausal yang halal karena merupakan kebijakkan ekonomi Pemerintah 

melalui peraturan perundanga-undangan yang berlakn. 

3. Penetapan Perusahaan Mitra Usaha dan Caton Petani Plasma Berbeda 

l)rosesnya. 

Benlasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat 2 Permentan No.:33/2006, 

penetapan sehagai CPP harus berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas 

Perkebunan Kabupaten atas nama Bupati!Walikota. Proses tersebut sangat jauh 

berbeda dengan penetapan perusahaan Mitra Usaha yang harus berdasarkan 

Surat Keputusan dari Direktur Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian. 

Berdasarkan Permentan No.:33/2007, Direktur Jenderal Perkebunan, 

Departemen Pertanian baru akan mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan 

Mitra Usaha, setelah perusahaan Mitra Usaha memperoleh: 

a. Sural persetujuan pembiayaan dari bank. 

b. Sural Keputusan Penelapan CaJon Mitra Usaha Oleh Kopala Dinas 

Perkebunan Tingkat Provinsi atas nama Gubernur. 

c. Surat Rekomendasi Calon Mitra Usaha deri Dinas Perkebunan Tingkat 

Kabupaten atas nama Bupati. 

Peneliti berpendapat terjadi perbedaan perlakuan hukum antara 

petani!koperasi plasma dengan perusahaan perkebunan. Dalam pelaksanaannya, 

tidal< ada jarninan bahwa proses tersebut tidal< mernerlukan biaya. Jika lerdapat 

biaya, rnaka beban biaya tersebut akan dirnasukkan atau dibebankan kepada 

hutang petaniik:operasi. 
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Dengan demikian, hendaknya kebijakk:an ekonomi tersebut memik:irkan 

efisiensi biaya dan waktu jika ingin berlaku efektif dan cepat. 

4. Ketiadaan Batas Walctu Kapan Perusahaan Perkebunan Mulai Mernbangun 

Kebun Rakyat. 

Dalam ketentuan Pasal 11 Permentan No.:26/2007, disebutkan 

perusahaan perkeburum yung telah merniliki !UP wajib untuk membangun 

kebun untuk masyarakat sekitar perkebunan paling sedikit 20% dari total luas 

kebun yang dimiliki oleh perusahaan perkebunan. Selanjutnya tidak disebutkan 

dalam ketentuan lebih lanjut mengenai apakah dilakukan secara bertahap atau 

sekaligus dan penentuan iuas kebun tersebut berdasarkan luas tanam atau luas 

hektaran tanah yang tercantum dalam HGU. 

Jika pembangunan kebun plasma rakyat dilak:ukan secara sekaligus, 

pasti menghadapi kendala tenaga ketja dan biaya yang tidak sedikit. Dengan 

asumsi 1 hektar adalah Rp.38 juta, maka untuk 2.000 ha diperlukan dana Rp.76 

miliar, suatujum!ah yang tidak sedikit. 

Selanjutnya, tidak jelas apakah berdasarkan luas tanah yang ditanami 

kebun atau luas tanah yang tercantum dalam HGU. Dengan asumsi, maksimal 

tanah yang bisa ditanami adalah 85%, maka luas kebun plasma adalah 1.700 ha. 

5. Tidak Ada Sanksi Apahila Perusahaan Perkebunan Tidak Melakukan Kemitraan 

Perkebunan. 

Meakipun melalui Permentan No.:26/2007, Menteri Pertanian sudah 

mewajibkan perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP wajib untuk 

membangun kebun untuk masyarakat sekitar perkebunm paling sedikit 20% dari 

total luas kebun yang dhniliki oleh perusahaan perkebunan, narnun lidak 

dicantumkan sanksi apabila perusahaan perkebunan tidak melaksanakannya. 

Hal ini jelas menimbulkan kerancuan bukum, apakah ini adalah suatu 

kewajiban hukum atau sukarela. Dengan demikian, tidaklah mengherankan jika 

pelaksanaannya digantungkan kepada kemauan dan kerelaan perusahaan 

perkebunan tersebut. 
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6. Ketentuan Minimum Luas Laban Kebun Plasma Yang Dibangun Tidak 

Memperhitungkan Kondisi Lapangan. 

Permentan No.:26/2007 yang mewajibkan perusahaan perkebunan yang 

telah memiliki IUP wajib untuk: membangun kebun untuk masyarakat sekitar 

perkebunan paling sedikit 20% dari total luas kebun yang dimiliki oleh 

perusahaan perkebunan kurang memperhatikan ketersediaan tanah. 

Tidak dapat dipastikan bahwa setiap lokasi kebun, meskipun di daerah 

terpencil, pasti sudah tersedia tambahan tanah 20% yang dialokasikan untuk 

kebun. Kalaupun ada, apak:ahnya harga pembebasannya sesuai dengan budget 

Program Revitalisasi Perkebunan? Apalagi di lokasi yang padat penduduk. 

7. Realisasi Pelaksanaan Dilakukan Seluruhnya (Dimonopoli) Oleh Perusahaan 

Mitra. 

'" 

Dalam Perjanjian Kemitraan Program Revitalisasi Perkebunan, seluruh 

pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kebun dilakukan oleh perusahaan 

Mitra Usaha. Hal ini berarti bahwa sejak pembuk:aan lahan, penanaman, 

perawatan, pemanenan, jual beli TBS seluruhnya dilakukan oleh perusahaan 

Mitra Usaha195
. Petani plasma hanya menjadi "penonton" dan menerima gaji 

bulanan saja (setelah dipotong dengan cicilan hutang, bunga dan manajemen 

fee). Petani plasma hanya menjadi pegawai baru di perusahaan perkebunan. 

Petani plasma seluruhnya tergantung kepada perusahaan Mitra Usaha. 

Dengan demikian, apakah prinsip dari kemitraan yang menyatakan saling 

menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling 

memperkuat dan saling bergantung sudah sesuai dengan kondisi tersebut? 

Bagaimana Koperasi mampu rnemeriksa pembukuan proyek dengan kondisi 

tersebut di atas? 

Abet Rego Tarigan, Revitalisasi Perkebunan Lalaikan Petani, 
<hhtp:/ /\VWW.sawitwatch.or. id/index2. php?oplion=com _content& do _pdf= 1 &id=63>. 
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A. Kesimpulan 

BABV 

PENUTUP 

Dari hal-hal yang Ielah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

I. Ketentuan mengenai kerjasama kemitraan perkebunan plasma 

secara umum diatur dalam UU No.:2012008, PP No.:44/l997, 

Kepmeneg BUMN No.:Kep-236/MBU/2003, Permentan 

No.:261Pennentan!OT.l40/2/2007 dan Kepmentan 

No.:940/Kpts/OT.21 Oil 0/1997. 

Ada 6 bentuk pola kemltraan yang diatur dalam pera!uran 

perundang-undangan, yaitu pola inti plasma, pola subkontrakj pol a 

perdagangan wnurn, pola keagenan, pola waralaba, bentuk lainnya. 

Kemitraan usaha perkebunan dilah.'Ukan antara perusahaan 

perkebunan yang mewakili kelompok kepentingan Usaha Besar 

dengan koperasi plasma yang mewakili kelompok kepentingan 

Usaha Keci! dimana peran Pemerintah adaiah sebagai fasilitator 

dan negotiator di antara ke-2 belah pihak. 

Kbusus untuk kemitraan perkebunan, ada 5 bentuk yang 

diperkenalkan yaitu: inti plasma, sub kontrak., dagang urnum, 

keagenan, dan bentuk -bentuk lain seperti kerjasama operasional 

agribisnis. Dari sekian banyak pola kernitraan yang disebut dalarn 

peraturan, dari basil penelitian, yang paling banyak diganakan 

adalah pola inti plasma. 
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Pola inti plasma juga mengalami perkembangan dan perubahan 

bentuk dari masa ke rnasa. Berdasarkan hasil pengamatan, 

setidaknya ada 3 bentuk pola kemitraan plasma yang paling sering 

dipergunakan oleh perusehaan perkebunan dan koperasi plasma, 

yaitu pola PlR Trans, KKP A dan terakbir adaleh Program 

Revitalisasi Perkebunan. 

Kerjasama kemitraan plasma telah menjadi suatu kewajiban yang 

dipersyaratkan oleh UU. Dalarn Permentan No.:33/2006, 

perusahaan perkebunan yang telah memi1iki IUP wajib 

rnembangun kebun pJasma untuk masyarakat seldtarnya paling 

sedikit 20% dari luas kebun inti 196
• Pembangunan kebun tersebut 

ha:rus dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun 

peruseh!liDl Mitra Usaha (perusahaan inti). 

2. Ketentuan mengenai Program Revitalisasi Perkebunan diatut dalam 

Pennenlan No.33/Permentan/OT.l401712006 dan Permenkeu 

No.:l17/PMK.06/Z006. 

Revitalisasi Perkebunan adalah upaya percepatan pengembangan 

perkebunan rakyat rnelalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi 

tanaman perkebunan yang didukung !credit investasi perbankan dan 

subsidi bunga oleh pemerinteh dengan melibatkan perusehaan di 

bidang useha perkebunan sebagai mitra dalam pengembangan 

perkebunan, pengolahan dan _pemasaran hasiL 197 

Program revitalisasi perkebunan yang telah dicanangkan oleh 

pemerintah sejak tahun 2005 dan diilruti dengan peraturan 

196 Departemen Pert.anian, Peraturan Menteri Per/(Jnf(m Tentang Pedoman Perijinan 
Usaha Perkebunan, Permentan No.:26/Permentan/O'f.l40/212007, Pasalll. 

'" Peraturon Menteri Perlam'an Tentang PeAgcmbangan Per/..--ebunan 
Melalui Program Revilalisasi Perkebunan, Permentan No.:33/Perrnentan!OT. t4on/2006, Pru;al l 
AyatL 
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mengenai hal tersebut sejak tahun 2006. Ada 3 tanaman yang 

masuk dalam program ini, yaltu: karet, kakao dan kelapa sawit. 

Program ini berlaku hanya Wituk perluasan dan peremajaan kebun, 

dan bukan kebun barn. Program Revitalisasi Perkebunan dapat 

dilakukan dengan kemitraan ataupun tanpa kemitraan. 

Dalam program 1m, peran Pemerintah daiam program plasma 

menjadi lebih besar. Besamya partisipasi Pernerin!ah tersebut 

tarnpak, antara lain, dalam hal: 

a. Pemerintah memberikan subsidi bunga, yaitu selisih antara 

bunga komersil bank dan bunga yang dibebankan kepada 

pet ani plasma selama rna sa pembangunan ( tahun ke-1 

sampal dengan tahun ke-5). 

b. Pemerintah? melalui Bupatl setempat. menyeleksi dan 

menet.apkan calon petani plasma. 

c. Pemerintah, melalui Direktorat Jenderat Perkebunan 

Departernen Pertanian, menetapkan perusahaan sebagai 

CaJon Mitra Usaha. 

d. Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Perkebunan, 

menetapkan standar kelayakan teknis kebun untuk dapat 

dialihkan kepada petani, seteJah tanaman stap 

berbuahlmengbasilkan. 

Dengan adanya program Revitalisasi Perk:ebunan 1 Pemerintah 

mengbarapkan adanya pertambahan sekitar 1.500.000 ha laban 

perkebunan kelapa sawit baru~ baik melalui perlua..<t,an kebun atau 

perema:jaan. Selain itu, rnelalui program ini, Pemerintah berbarap: 

a. Meningk:atkan kesempatan ketja dan pendapatan rnasyarakat 

melalui pengembangan perkehunan; 

b. Meningkatkan daya salng melalui peningkatan produktivitas 

dan pengembangan industri hiJir berbasis perkebunan; 
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c. Meningkatkan penguasaan ekonomi nasional dengan 

mengikutsertakan masyarakat dan pengusaha lokal; dan 

d. Mendukung pengembangan wilayah di daerah sckitar 

perkebunan. 

3. Peiaksanaan perjanjian kemitraan plasma dalam rangka Revitalisasi 

Perkebunan yang dilakukan oleh PT X dan Koperasi Y 

dilaksanakan di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Tengah 

untuk mernbangun 400 ha kebun plasma kelapa sawit. 

Pelaksanaan baru pada tahap penyeleksian dan pembuatan 

dokumen petjanjian kemitraan plasma, termasuk proses 

penyeleksian eaton petani peserta oleh Koperasi Y dan dinas 

perkebunan terkait di Kabupaten Ketapang. 

Berdasarkan hasil penelitian, kendala-kendala yang dihadapi oleh 

PT. X dan Koperasi Y da1am pelak:sanaan Program Revitalisasi 

Perkebunan dengan Kemitraan, antara lain: 

a. Proses birokrasi yang memerlukan wak:tu relatif panjang 

dan biaya yang tidak sedikit. Hal ini tarnpak dalam hal: 

(1) Seleksi dan penetapan CPP Oleh Bupati. 

(2) Penetapan perusahaan perkebunan sebagai mitra 

usaha oleh Direktorat Jenderal Perkebunan. 

b. Perijlnan perkebunan plasma sama dengan perkebunan 

besar. 

c. Kesulitan dalam pencarian dan penetapan lokasi kebun yang 

cocok secara teknis dan sosiaL 

d. Kelengkapan identitas diri petani plasma yang akan menjadi 

peserta plasma. 

e. Persyaratan jaminan perusahaan dari perusahaan Mitra 

Usaha (Penlsahaan Inti) memberatkan. 
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£ Mahalnya biaya sertifikasi lahan, baik resmi ataupun tidak 

resmi. 

g. Kurangnya tenaga teknis lapangan dari pemerintah untuk 

sosialisasi dan pelaksanaan program di Japangan. 

Kendala-kendala tersebut jelas mengbarnbat realisasi kebijakkan 

Pemerintah menjadi tidak efektif Hasil yang telah dicapai masib 

jauh dari target yang ditetapkan oleh Pemerintah sendiri. 

Secara nasional. sejak tahun 2007 sarnpai deogan tahun 2009, 

realisasi penyaluran kredit Revitalisasi Perkebunan masih sangat 

larobat. Dari total komitmcn perbankan scbesar Rp 37,49 triliwt, 

yang terealisasi menjadi kredit hanya 9,73% atau Rp 455,37 miliar 

saja sampai dengan akhir tahun 2008. Rinciannya, kredit untuk: 

komoditas kelapa sawit sebesar Rp 420,63 miliar dan kredit untuk 

karet dan kakao senllai Rp 24,74 miliar. Para peny•lur kredit 

tersehut adalah PT BRI Tbk senilai Rp 206,7 miliar, PT Bank 

Mandiri Thk sebesar Rp 240,9 miliar, PT Bank Pembangunan 

Daerah (BPD) Sumatra Barat senilai Rp 7,45 miliar, dan PT BPD 

Sumatra Utara sebesar Rp 180 juta. 198 

Pendapatan dan 

banyak berubah. 

tingkat kesejahteraan masyarakat juga belum 

Masyarakat masih harus menunggu beberapa 

tahun ke de_pan untuk bisa mendapatkan man:faat dari program ini. 

Itupun dengan catatan bahwa proses tidak 1Jalan di tempat" atau 

berhenti. 
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B. Saran 

1. Ketentuan program revJtaiJsasi perkebunan yang diatur dalam 

Permentan No.:331Permentan/OT.I401712006 harus mencakup 

beberapa produk komoditi unggulan lainnya, jangan teibatas 

kepada karet, kakao dan kelapa sawit. Pemerintah selama ini hanya 

berorientasi pada komoditas ekspor~ bukan pada kebutuhan produk 

kebutuhan konsumsi masyarakat dalam negeri, seperti tebu untuk 

menghasiikan gula dan padi untuk menghasilkan beras. Menurut 

Peneliti, justru produk konsumsi masyarakatlah yang harusnya 

mendapatkan subsidi Pemerintah, mu1ai dari kepastian dan 

kemudahan memperoleh lahan, bibit, pupuk dan penjualan. 

2. Penyederhanaan proses birokrasi penetapan perusahaan perkebunan 

besar kelapa sawil sebagai Mitra Usaha (dahulu dikenal dengan 

istilah Perusahaan Inti). 

Menurul Pasal Pasal8 Ayat 3 Perrnentan No.:2612007, "Penetapan 

Mitra Usaha dilakukan oleh Direktur Jenderal Perkebunan, setelah 

mendapatkan persetujuan dari Bank Pelaksana". Sebelum 

penetapan sebagai Mitra Usaha, maka sebuah perusahaan 

perkebnnan harus melalui proses di tingkat !Ulbupaten dan 

Gubernur, belum termasuk proses persetujuan pembiayaan dari 

bank, Proses se1eksi administrasi ini justru menghabiskan biaya 

dan waktu yang tidak sedikit. 

Apabila Pemerintah Pusat konsisten menyerahkan kewenangannya 

kepada Pemerintah Daerah dan mengikuti proses penetapan CPP 

(hanya di level Kabupaten saja), maka akan banyak sekali waktu 

dan biaya yang bisa di hemat. Dengan demikian, realisas.i 

kerjasama plasma antara perusahaan besar deugan petani plasma 

lebih cepat terlaksana, 
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Seiain itu, kelebihan biaya tersebut dapat dipergunakan untuk 

meningkatkan kualitas pembangunan kebun, khususnya 

pembangunan fisik kebun seperti pemilihan dan pembelian hibit 

kelapa sawit yang berkualitas, pembelian pupuk, pembangunan 

sarana infiastructure dan lain-lain. 

3. Pemberian insentif kepada perusahaan perkebunan besar yang 

melaksanakan program kemltraan plasma. 

Harus ada «daya tarik'' dan manfaat bagi perusahaan perkebW1an 

besar agar mau dan bersedia lebih aktif membangun kebun plasma 

untuk petani di sekitar perkebunan. Jika hanya mengharapkan 

"kesadaran" perusahaan, rnaka tujuan pengembangan masyarakat 

akan lama terwujud. 

Diharapkan Pemerintah dapat rnemberikan insentif ekonomis. 

MisaJnya saja, pengurangan pajak selama rnasa pembangunan 

kebun kelapa sawit. !ntensif pajak tersebut dapat didasarkan luasan 

hektar kebun plasma yang sudah dibangun oleh perusahaan 

tersebut, yang telah di konfinnasi oleh koperasi atau kelompok tani 

yang mewakili petani plasma tersebut. 

4. Selain upaya pengembangan pembangunan fisik kebun, upaya lain 

yang tidak kalah pcntingnya adalab pernbangunan kualitas sumher 

daya manusia masyarakat sekitar kebun. 

Penguasaan teknologi dan kernampuan dalam rnembangun dan 

meogelola kebun kelapa sawit yang dimiliki oleh perusahaan 

perkebunan kelapa sawit besar~ harus mampu "diserap" oleh petani 

plasma. Pengalihan tekuologi dan kemarnpuan tersebut bukan 
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berarti merubah atau meniadakan kebudayan masyarakat setempat 

yang telah lama ada. 

Kebiasaan ladang berpindah dan pembukaan lahan dengan 

membakar sebaiknya diubah dengan teknologi baru. Pengalihan 

kemampuan dan keahlian tidak haoya dalam bentuk job training, 

penerimaan petani plasma sebagai pegawai dan tenaga kerj a 

perusahaan perkebunan besar, tetapi kemampuan teknis dan 

managemen dalam membangun dan mengelola kebun sawit 

5. Meningkatkan peran pemerintah sebagai pendukung dan 

~•pengawai" program kemitraan plasma revitalisasi perkebunan. 

Petani plasma adalah pihak yang lebih lemah kedudukannya 

dibandingkao dengan perusahaan perkebunan besar. Peagalaman 

kemitraan plasma selama ini bahwa kontrol atas pembangunan dan 

pengelolaan kebun sopenuhnya ada di pihak perosahaan Mitra 

Usaha. 

Untuk itu perlu "perlindungan" Pemerintah secara lebih aktif, tidak 

hanya menunggu laporan pelaksanaan program, tetapi lebih aktif 

melakukan pengecekkan mela[ui foto udara. Selain itu, harus 

mencantumkan standar minimal knalitas pupuk, bibit dan jumlah 

tanarnan dalam 1 hektar. 

6. Penyederhanaan perijinan perkebunan kemitraan plasma. 

Perijinan perkehunan kernitraan plasma disederhanakan, 

jangan disarnakan dengan jenis perijinan yang harus dimiliki oleh 

perusahaan perkebunan besar. 

Hal ini bertujuan untuk menghemat biaya dan waktu agar 

kebun dapat beroperasi lebih cepat, sesuai dengan kebijakkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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7. Partisipasi pemsahaan Mitra Usaha dalam pemilihan dan seleksi 

CPP. 

PeJjanjian kemitraan plasma revitalisasi perkebunan 

dilaksanakan antara perusahaan Mitra Usaha dan Koperasi atau 

CPP. Sesuai dengan prinsip kemitraan, yaitu ketjasama yang 

sating mengnntungkan, memerlukan, memperkuat dan 

menguntungkan. Untuk itu, sejak tahap awal, sebaiknya 

perusahaan Mitra Usaha sudah dilibatkan dalarn proses seleksi 

CPP. 

Hal ini untuk memperlancar atau mengurangi rnasalah di 

kemudian hari pada tahap pelaksanaan petjanjian, karena 

pernsahaan Mitra Usaha sudah mengenai calon partnemya sejak 

awal. 

8. Kewajiban pembangnnan kebun plasma harus telah dimulai sejak 

pernsahaan perkebunan membangun kebun, dilakukan secara 

bertahap. 

Dalam pelaksanaan di lapangan, pembangunan kebun plasma 

dilakukan setelah perusahaan perkebunan beroperasi secara 

operasional atau setelah mendapatkan IUP. Hal ini akan 

menimbulkan kendala apabila laban perkebunan sudah tidak ada 

lagi mengingat rapatnya jumlah penduduk di sekitar perkebunan. 

Hal ini dapat dilakukan pada saat pemberian ijin lokasi kepada 

perusahaan perkebunan. Jika BPN dan Bupati dapat 

mengalokasibn daerah tertentu sebagai perkebuna.n, maka 

sepatutnya dapat juga diberikan alokasi laban untuk perkebunan 

plasma. 
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DAFfAR SINGKATAN 

l. TBS Tandan Buah Segar 

2. BKPM Badan Koordinasi Penanaman Modal 

3. SillP Sural lzin Usaha Perdagangan 

4. !UP ljin Usaha Perdagangan 

5. illP-B ljin Usaha Perkebunan-Bubidaya 

6. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak 

7. uu Undang-Undang 

8. LN lembaga Negara 

9. TBN Tambahan Berita Negara 

10. PDB Produk Domestic Bruto 

11. RPJM Reneana Pembangunan Jangka Menengah 

12. CPO Crude Palm Oil~ Minyak Kelapa Sawit 

13. PKO Palm Kernel Oil= Minyak Inti Sawit 

14. TBM Tanaman Belum Menghasilkan 

15. TM Tanaman Menghasilkan 

16. CPP CaJon Pesecta Plasma 

17. PIR Perkebunan Inti Rakyat 

18. BUMN Badan Usaha Milik Negara 

19. BUMD Badan Usaha Milik Swasta 

20. PEMDA Pemerintah Daerah 

21. PT Perseroan Terbatas 

22. BAPENAS Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

23. APBN Anggaran Pendapatan Belanja Negara 

24. APBD Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

25. CSR : Corporate Social Responsibility Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan 

26. LSM Lembaga Swadaya Masyarakat 

27. CD Community Development 
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28. HGU Hak Guna Usaha 

29. HGB Hak Guna Bangunan 

30. HM HakMilik 

31. KKPA Kredit Koperasi Primer Anggota 

32. KKSR Kebun Kelapa Sawit Rakyat 

33, PRP Program Revitalisasi Perkebunan 

34, PBN Perkebunan Besar Negara 

35. NES Nucleus Estate Smallhalder 

36. PBS Perkebunan Besar Swasta 

37. KAO Kerjasama Agri bisnis Operasional 

38. PDRB Produk Domestic Regional Bruto 

39. TDP Tanda Daftar Perusahaan 

40. 1\0 Nomor 

41. KTP Kartu Tanda Penduduk 

42. KK Kartu Keluarga 

43. UVD 1945 Undang-I.;ndang 1945 

44. MA Mahkamah Agung 

45. IUP-P ljin Usaha Perkebunan Pengelolaan 

46. STD-B Surat Tanda Daftar Perkebumm Budidaya 

47. UUPA Undang-Undang Pokok Agraria 
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Narasumber 

Hari!Tanggal 

Daftar Pertanvaan Wawancara 

Legal & Community Development PT. X 

Selasa, 23 J uni 2009 

1. Apakab status perusahaan PT. X saat ini? 

2. Apakah koperasi sudah terbentuk saal ioi? 

3. Sejak kapan PT. X mulai menyusun rencana plasma? 

4. Apakah PT. X rnenggunakan fasilitas program kemitraan revitalisasi perkebunan? 

5. Bagaimana dengan pendanaan kemitraan plasma revitalisasi perkebunan PT. X'? 

6. Bagaimana proses pelaksanaan kemitraan plasma yang akan dijalankan oleh PT. X? 

7. Saat ini, sudah sampai tahap apa? 

&. Kendala-lcendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan kemitraan plasma? 

9. Bagaimana peran Pemerintah Daerah dalam kemitraan plasma ini? 

10. Bagaimana kebijakkan Bupati Ketapang? 
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